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ABSTRAK

Nama ¢ Ahmad Mut
Program Studi :  Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Keuangan Publik Islam Menurut Kitab A-Kharaj Abu Yusuf

Dan Relevansinya Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Republik Indonesia

Tesis ini berupaya melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan publik
menurut Abu Yusuf dalam Al-Kharaj yang telah memiliki kontribusi terhadap
keberhasilan pemerintahan Harun Ar-Rasyid dalam menyejahterakan masyarakat,
penelitian ini juga mencoba melihat relevansi kebijakan tersebut dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis teks. Data yang digunakan
adalah data dokumenter dengan data utama berasal dan kitab Al-Kharaj tulisan Abu
Yusuf disertai data pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkkan bahwa Abu Yusuf memiliki kebtjakan pengelolaan
kevangan publik yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di
masyarakat, kebijakan tersebut mencakup penerimaan dan belanja negara serta
optimalisasi keduanya dalam konicks kenegaraan. Di antaranya restrukturisasi
mekanisme pemungutan kharaj, reformasi sistem pemungutan pajak, membuat
kriteria pegawai pajak, optimalisast usyur dan jizyah, melebarkan pos ghonimah yang
mencakup kekayaan laut dan pertambangan serta harta temuan, mengaktifkan sektor
perairan dan pengembangan aset tetap milik pemerintah berupa tanah produktif, serta
optimalisast zakat yang mencakup sekior pertanian, peternakan, pertambangan dan
perdagangan. Sedangkan dari sisi belanja publik, Abu Yusuf menggunakannya untuk
belanja pegawai, pemenuhan kebuivhan dasar rakyat, pertahanan mitliter,
pembangunan infrastruktur, dan mustahik zakat. Dan analisis yang dilakukan,
diketahui bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik perspektif Abu Yusuf
memiliki relevansi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik
Indonesia dan layak diimplementasikan sebagai scbuah kebijakan baru.

Kata kunci: Keuangan publik, penerimaan, belanja, Abu Yusuf, APBN R.I
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ABSTRACT

Nama :  Ahmad Muti

Study Program @ Middle East and Islam

Title : Islamic Public Finance Perspective of Abu Yusuf In 4l-Kharaj
and Its Relevance to the State Budget of the Republic of
Indonesia

This thesis tried to do research on public financial management of perspective Abu
Yusuf in 41- Kharaj who have contributed to the success of Harun Ar-Rashid's reign
in the welfare of society, this study also tried 1o see the relevance of the policy with
the State Budget of the Republic of Indonesia. This research uses descriptive method
with qualitative text analysis approach. The data used is data documentary with the
main data comes from the book of Al-Kharaj writings of Abu Yusuf with other
supporting data.

The results showed that Abu Yusuf has a public financial management policy that
aims to bring about justice and prosperity in the community, these policies include
revenue and expenditures as well as the optimization of both in the context of
statchood. Among the collection mechanism kharaj restructuring, reform the tax
collection system, making the criteria for tax officials, optimizing usyur and jizya,
which includes expanding the post ghonimah ocean resources and mining as well as
finding treasure, activate the water sector and the development of state-owned assets
in the form of productive land, and optimizing Zakat wich includes agriculture,
animal husbandry, mining and trade. In terms of public spending, Abu Yusuf use it
for employees shopping, fulfillment of basic needs of the people, military defense,
infrastructure development, and mustahik charity (zakah). From analysis, it is known
that the policy of public financial management of Abu Yusuf perspective, has
relevance to the Budget State of the Republic of Indonesia and feasible implemented
as a new policy

Keywords: Public finance, revenue, expenditure, Abu Yusuf, RI State Budget
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan tunggal
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b. Konsonan rangkap karena syaddah, ditulis rangkap

PP

2diadis Ditulis

-

xS Ditulis

¢. Ta marbuthah di akhir kata:

1) bila dimatikan ditulis 4;

Laka Ditulis
La Ditulis

muta ‘addidah

‘iddah

Hikmah

Jizyah
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(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)

2) bila ta’ marbutah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan A;

LY K Ditulis karamah al-auliya’

3) bila ta' marbutah dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau

mendapat harakat hidup (fathah, kasrah dan dhammak), ditulis 2.

2y &g Ditulis nikmatullah
a8 AZn Ay Ditulis Barakatan, barakatin,
barakatun

d. Vokal pendek: fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis 1

el Ditulis kataba
83 Ditulis dzakira
Crn Ditulis hasuna

. Vokal panjang: fathah + alif ditulis 4, fathah + ya mati ditulis &, kasrah + ya
mati ditulis 7, dan dhammah + wenw mati ditulis #

Ja Ditulis gdla
P Ditulis tansd
Jud Ditulis gila
Jroks Ditulis yagilu

. Vokal rangkap: fathal + ya mati ditulis i, dan fathah + waor mati ditulis au

ax Ditulis kaifa
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ds Ditulis haula

g. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposirof

;-.C‘G“ Ditulis a‘antum
el Ditulis u‘iddat
A oy ditulis la‘insyakartum

h. Kata sandang afif + lam:

1} bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-;
Al ditulis al-jalal

2) bila ditkuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf al-nya.

Crasli ditulis ar-rahman

Huruf besar (kapital)

Meskipun dalam sistem tulisan bahasa Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan
tetapi dalam tesis ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital awal
kata sandang dan awal nama diri tersebut.

gy 91 adka oy ditulis Wa ma Muhammadun
illa Rasul
X g R Y ditulis . Yusuf Al-Qaradhawi

Penulisan kata-kata dalam rangakaian kalimat, dapat ditulis menurut
pengucapannya atau penulisannya

a gl s gd ditulis dzawi al-furudh atau
dzawil furudhi

2. Singkatan
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SWT = Subhdna Wa Ta'dla
SAW = Shallallahu ‘Alahi Wasallam

r.a. = radhr‘yah'ai;u ‘anhu
H. = Hijriah

M. = Masehi

terj. = terjemahan
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam Dalam berbagai literatur ke-
Islaman, masih sangat jarang ditemukan. Literatur mengenai sejarah peradaban dan
kejayaan Islam sebenarnya banyak ditemukan, namun sangat sedikit yang secara

khusus membahas pemikiran ekonom Muslim pada masa kejayaan tersebut.

Di era modern, ada beberapa ulama kontemporer yang memiliki perhatian
khusus terhadap pemikiran ekonomi Islam, di antara ulama atau pemikir muslim
terscbut adalah Nejatullah Shiddiqgi dalam bukunya yang berjudul; Muslim Economic
Thinking, A Survey of Contemporary Literature. Ikhwan Abidin Basri juga menulis
pada bidang yang sama dengan judul; Menguak Pemikiran Ekonom Muslim Klasik.
Dan kemudian disusul dengan tulisan Adiwarman Karim dengan judul; Sejarah
Pemikiran Ekonomi Islam. Hal ini penting dilakukan sebagai pemeliharaan kckayaan
intelektual Muslim, karena sebagaimana diketahui bahwa sebenarnaya telah terjadi
kejahatan intelektual yang dilakukan oleh barat terhadap umat Islam dengan

menyembunyikan karya-karya sarjana Muslim yang amat berharga.

Menurut Muhammad Nejatuilah Ash-Shiddiqy, dalam Agustianto (2006)
pemikiran ekonomi Islam adalah respons para pemikir Muslim terhadap tantangan-
tantangan ekonomi pada masa mercka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut diithami
dan dipandu oleh ajaran Al-Quran dan as-Sunnah juga oleh ijtihad (pemikiran) dan
pengalaman empiris mereka. Pemikiran (ijtihad) adalah sebuah proses
kemanusiaan, namun ajaran Al-quran dan Sunnah bukanlah pemikiran manusia. Yang
menjadi objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran Al-Quran dan
as-Sunnah tentang ekonomi tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ckonomi

dalam sejarah atau bagaimana mercka memahami ajaran Al-Quran dan as-Sunnah
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tentang ekonomi. Obyek pemikiran ekonomi islam juga mencakup bagaimana sejarah

ekonomi Islam yang terjadi dalam praktek historis.

Para sejarawan dan ahli ekonomi sangat kurang mengapresiasi kemajuan
kajian ekonomi Islam pada masa terdahulu, bahkan terkesan memendam jasa-jasa
iimuwan Muslim. Hal itu terlihat pada buku-buku sejarah pemikiran ekonomi yang
ditulis oleh penulis Barat maupun penulis Indonesia. Buku Perkembangan Pemikiran
Ekonomi tulisan Deliamov contohnya, sama sekali tidak menyisipkan pemikiran para
ckonom Muslim di abad pertengahan, padahal sangat banyak ilmuwan Muslim klasik
yang memiliki pemikiran ekonomi yang amat maju melampaui ilmuwan-ilmuwan
Barat. Demikian pula buku Scjarah Ekonomi tulisan Schumpetcr History of
Lconomics Analysis, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi (terjemahan), tulisan
Zimmerman (seorang penulis Belanda), sama sekali tidak membahas pemikiran
ekonomi para pemikir ekonomi Islam. Dengan demikian sangat tepat jika dikatakan
bahwa buku-buku sejarah pemikiran ekonomi yang banyak ditulis itu sesungguhnya
adalah sejarah ekonomi Eropa, karena hanya menjelaskan tentang pemikiran

ckonomi para ilmuwan Lropa.(Agustianto: 2006).

Tercatat dalam scjarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam, para ulama
dan sarjana Muslim pada era kiasik telah banyak menulis dan mengkaji ekonomi
islam tidak saja secara normatif, tetapi juga secara empiris dan ilmiah dengan
mctodologi yang sistimatis, scperti Ibnu Khaldun (1332-1406), dalam mugoddimah,
lbnu Taymiyah, dalam Majme’ Fatawa, bahkan Al-Ghazali (w.1111) dalam Fhya
Ulumiddin, kemudian Al-Magrizi . Selain itu masih banyak ditemukan buku-buku
yang khusus membahas bagian tertentu dari ekonomi Istam, seperti, Kitab A{-Kharaj
karangan Abu Yusuf (w.182 H/798 M), Kitab Ai-Kharaj karangan Yahya bin Adam
(w.203 H), Kitab A/-Kharaj karangan Ahmad bin Hanbal (w.221 M), Kitab A/-
istikhraj Liahkamil Kharaj karangan lbnu Rajab (w.795 H). Kitab Al-Amwval
karangan Abu "Ubaid ( w.224 H ), yang kesemuanya membahas tentang keuangan
publik Islam. Selanjutnya Al-Jktisab fi ai Rizqgi, oleh Imam Muhammad Hasan Asy-

Syabani.
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Kekayaan intelektval yang dimiliki oleh umat lslam sungguh terlalu mahal
untuk dilupakan begitu saja. Maka diperlukan kajian yang mendalam untuk menggali
hasil karya para ulama terdahulu, agar bisa menjadi referensi untuk para ekonom
Muslim dalam menciptakan karya nyata, sebagai sebuah kontribusi atas
perkembangan ilmu ekonomi Islam, yang belakangan, sangat menarik para pelaku
ckonomi di dunia. Bahkan pa?s;‘amya tclah mcrambah bukan saja nagara Islam, tapi
Negara non Muslim, komunis sekalipun seperti China. Namun tujuan yang lebih
besar dan itu ialah bagaimana karya itu dapat diimpelementasikan pada masa

kekinian, sebagaimana dahulu mereka juga mengeimplementasikannya.

D31 antara yang dibahas secara detail oleh ekonom Muslim klasik, bahkan vang
pertama kali menulis secara rinci dan sistematis tentang pengelolaan uang Negara
adalah Abu yusuf Al-Qodhi dalam bukunya yang sangat terkenal; A-Kharaj. Dalam
sejarahnya, kevangan Islam memang telah ada sejak didirikannya Negara Islam oleh
Rasulullah SAW sesaat setelah melakukan hijrah dan menetap di Madinah,
infrastuktur keuangan Isiam berkembang seiring dengan perluasan daerah Islam dan
perkembangannya. Pada awalnya keuangan negara Islam sangat temah, hal ini dapat
dilihat dari situasi peperangan Badr al-Kubra dimana ummat Islam hanya memilki 17
ekor unta dan 2 ckor kuda sedangkan jumlah keseluruhan pasukan tidak lebih dar 350

orang.

Setelah penaklukan terhadap Bani Nadhir barulah ada nafas baru bagi
perekonomian umat lslam. Akan tetapi masih belum mencukupi untuk mencakupi
semua kebutuhan umat Islam baik untuk keperluan menjalankan roda pemcrintahan
atau untuk peperangan. Hasil yang diperoleh dari tanah bani nadhir dan pendapatan
yang diperolehi dari waktu kewaktu disimpan pada satu tempat uniuk masa tanggap
darurat, scdangkan pendapatan yang diperolch dari fai, kharaj didistribusikan

langsung tanpa disimpan

Dengan demikian dapat kita pallami bahwasunya sistem kecuanganm sudah

diatur dalam pemerintahan islam scjak zaman Rasulullah SAW, hal ini dibuktikan
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dengan adanya tempat menyimpan harta pendapatan negara, walau sebagian harta
lainnya ada yang langsung didistribusikan kepada sahabat yang berhak menerimanya.
Namun pembahasan keuangan publik secara detail baru datang pada masa dinasti
Abbasiyyah, tepatnya pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Yaitu buku Al-
Kharaj tulisan Ya’qub bin Ibrahim bin Hubaib Al-Anshari atau yang dikenal dengan
kunyah Abu Yusuf Al-Qodhi.

Buku Al-Kharaj adalah karya yang paling monumental di jamannya,
kehadiran buku ini berawal dari pertanyaan Khalifah Harun Ar-Rasyid kepada Abu
Yusuf yang pada saat itu menjabat sebagai Hakim. Harun Ar-Rasyid sebagaimana
tertulis pada halaman depan buku A-Kharaj adalah kabiru midukil ardhi fii ashrih
{(pemimpin dunia yang paling tersohor di zamannya). Pertanyaan yang diajukan
adalah seputar pengelolaan kevangan negara, yang mencakup pendapatan dan belanja
negara. Kemudian jawaban pertanyaan itu dijadikan scbuah pedoman dalam

mengatur keuangan negara. [Hal itu, sebagaimana Abu Yusuf tulis (1979:3)

sl y jadally 2 a0 s iy Jeny beala WS 4l af 1 e s i o igal) jadl
sl

“Sesungguhnya Amirul mukminin -semoga Allah beri kekuatan- memintaku agar
menuliskan untuknya secbuah buku yang komprehensif untuk dijadikan pedoman

dalam pengumpulan kharaj, usyur, sodagoh dan jizyah.”

Tujuan utama Khalifah Harun Ar-Rasyid meminta Abu Yusuf menuliskan
buku pedoman kebijakan keuangan ncgara hanya dua, yaitu agar tidak terjadi
kezaliman dan ketidakadilan yang mungkin saja menimpa rakyatnya dan dalam
rangka mewujudkan kcbaikan bagi segala urusan rakyatnya. (Abu Yusuf, 1979:3).
Tujuan lersebut tentu merupakan tujuan mulia seorang pemimpin  yang
menggambarkan betapa adilnya sang khailifah dalam mengelola sebuah negara.
Khususnya dalam masalah keuangan. Tentu tujuan sang Khalifah yang disampaikan

kepada Abu Yusuf, tidak hanya sebatas perkataan, namun pada waktu yang sama, ia
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juga menyampaikan keinginannya untuk mengempelentasikan apa yang ditulis Abu
Yusuf dalam Al-Kharaj. (Abu Yusuf, 1979:3)

Harun Ar—lRasyid sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Katsir (1999:243)
dikenal memiliki perangai yang sangat baik, paling banyak menunaikan ibadah haji
dan berjihad, ia bersedekah setiap hari sebesar 1000 dirham dari saku pribadinya, jika
menunaikan ibadah haji selalu dengan 100 para-ahli fikih dan membawa serta anak-
anaknya, ia pun dikenal sangat dermawan, mencintai ulama dan fugaha, selalu
berbuat kebaikan dan di atas cincinnya terukir kalimat lea ilaaha illallah, bahkan
dikisahkan bahwa setiap hart Harun Ar-Rasyid melaksanakan sholatl sunnah sebanyak
100 raka’at hingga AHah memanggiinya. Schingga tidak heran jika ia dikenal sebagai

pemimpin yang dicintai warganya.

Sementara jika fakta tersebut dihubungkan dengan realita yang ada sekarang,
khususnya di Indonesia, Basri dan Munandar (2009:58-59) mencatat sederet
permasalahan yang dihadapi bangsa ini, di antaranya adalah pengentasan kemiskinan
yang masih jalan di tempat, tahun 2008 tercatat ada 15.4% warga di bawah garis
kemiskinan, itupun berdasarkan kriteria miskin yang ditetapkan pemerintah. Jika
memakal standar internasional yaitu kriteria miskin dengan penghasilan kurang dari
US$ 2 per hari. maka jumlahnya semakin membengkak hingga mencapai 45,2 % dari
penduduk Indonesia pada tahun 2007. Belum lagi pengangguran yang terus
meningkat seiring naiknya pertumbuhan ekonomi, berdasarkan data resmi mencapat
10%, namun boleh jadi kenyataannya lebih besar dari i, karena disebabkan

kesimpangsiuran data.

Dalam prakitk kenegaraan di Indonesia, kebijakan fiskal merupakan
keputusan bersama antara eksekutif atau Pemerintah dengan legislatif atau Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) tentang besar pencrimaan, pengeluaran dan pinjaman
scbagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {APBN).
Sctelah scbelumnya diawali dengan penyamipaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan

kerangka ekonomi makro oleh Pemerintah kepada DPR dalam tenggat waktu
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selambat-lambatnya pertengahan bulan mei tahun berjalan, kemudian Pemerintah dan
DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tersebut
dalam pembicaraan pendahuluan, berdasarkan kedua hal tersebut, Pemerintah
bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan
acuan bagi setiap kementerian atau lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.
{Subyantoro, 2004:179) _

APBN ditetapkan dengan maksud untuk mengarahkan perckonomian
Indonesia mencapai kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan daiam Garis-garis Besar
Haluan Negara (GBHN), Rencana Pembangunan Lima Tahunan atau Propenas.
Dengan pengertian yang demikian, maka kebijakan fiskal di Indonesia senantiasa
mengalami perubahan dari tahun ke tahun atau berubah sejalan dengan masa bhakti

kabinet pemerintahan, atau rezim pemerintahan. (Subyantoro, 2004:3)

Namun demikian, Basri dan Munandar (2009:263) mencatat bahwa sumber
dana APBN Indoncsia belum bisa diandalkan untuk mendanai semua kebutuban,
untuk mengatast satu persoalan saja, misalnya pembenahan infrastruktur (jalan raya,
saluran irigast, dan jaringan rel kereta api), seluruh dana dalam satu atau beberapa
APBN saja tidak cukup. Contoh lain untuk memperbaiki kualitas pendidikan anak
bangsa berbagai pos pengeluaran yang juga penling, barus dipangkas. Padahal,
belanja untuk 4 juta pcgawai harus dipenuhi, belum lagi pertahanan militer, subsidi

dan lain sebagainya.

Belum lagi persoalan lain yang dihadapi scperti birokrasi yang kelewat gemuk
dan korup, pencgakan hukum yang sangat lemah, korupsi di segala bidang,
berkembangnya sistem kapitalisme semu yang lebih mencuatkan pola-pola ekonomi
rente, struktur perbankan yang manipulatil, sektor riil yang kurang mecndapatkan
perhatian, daflar kelemahan itu sangat panjang dan itu semua merupakan fakta yang

sudah sangat maklum. (Basri dan Munandar, 2009:2)

Selayaknya negara ini perlu mencari solusi atas semua permasalahan yang

dihadapi. Sebagai sebuah alternatif, buku A{-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf dan
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menjadi pedoman pengelolaan keuangan negara yang baku, bahkan sampai setelah
Harun Ar-Rasyid turun tahta, layak untuk dikaji dan dijadikan referensi dalam
mengahadapi permasalahan bangsa dan negara. Dalam bukunya, Abu Yusuf meminta
kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid agar mengadakan pertemuan rutin dengan
rakyatnya, dalam rangka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan
pemerintah, yang dikhawatirkan menzalimi rakyatnya, terutama yang berkaitan
dengan masalah pungutan pajak af-kharaj. Di samping itu, didalamnya dijelaskan
pula agar khalifah memenuhi hak-hak para petani dan membiayai kebutuhan dan
proyek yang mereka lakukan melalui institusi Baitul Mal. dan masih banyak lagi
pemikiran lainnya yang menjadi pembahasan Abu Yusuf dalam kitabnya yang bisa

diambil relevansinya pada masa kekinian.
1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, dijelaskan bahwa Abu Yusuf memiliki perhatian yang
tinggi terhadap pengelolaan keuangan negara secara Islami dan sesual dengan
syariah. ltu terjadi pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid yang dikenal dalam sejarah
Islam dengan masa keemasannya. Hal ini adalah fakta sejarah, yang jika dilihat
perbandingannya dengan kekinian, akan terfihat sebuah kesenjangan implentasi yang
sangat jelas, ekonomi keuvangan publik kekintan lebih memilib teori yang berasal dari
barat, padahal sejak dahulu Abu Yusuf telah menuliskan teori dan kebijakan vang
lebih adil. Melihat kondisi tersebut, maka perlu ditelaah bagaimana kebijakan
pengeiolaan keuangan negara perspektif Abu Yusuf. Dalam hal ini penulis mencoba
untuk menganalisa dan mempelajari salah satu literatur ekonomi Islam klasik, yaitu
kitab Al-Kharaj, yang ditulis oleh Abu Yusuf pada abad ke-2 Hijriah, serta melihat

adakah relevansi antara Al-Kharaj dengan ekonomi kekinian .

Upaya ini diharapkan menjadi kontribusi untuk memperkaya khazanah ilmu
pengetahuan Islam dengan tujuan mengimpelentasikannya sebagai sebuah kebijakan.

Oleh karcna kitab al-kharaj berisi leniang kebijakan Negara dalam soal kcuangan
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pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid, maka penulis akan memfokuskan masalah pada

topik keuangan publik menurut Islam, perspektif kitab A/-Kharaj.

Sebagaimana diketahui juga bahwa kitab 4/-Kharaj merupakan bukti autentik
tentang keberadaan keuangan publik dalam Islam, dan jelas telah mendahului teori-
teori konvensional. Oleh karenanya membahas A/-Kharaj, tak bisa lepas dari sejarah
kebudayaan Islam, terutama pada masa Harun Ar-Rasyid. karena Al-Kharaj telah
menjadi pedoman pemerintahan Harun Ar-Rasyid, dan sudah barang tentu pada
waklu yang sama ia pun menjadi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN).

Paling tidak, ada dua alasan mengapa kitab Al-Kharaj dijadikan rujukan
alternatif untuk kebijakan pengelolaan kevangan publik dan dijadikan fokus
penelitian pada tesis ini, pertama, bahwa kitab 4/-Kharaj merupakan buku pedoman
tentang keuangan publik Islam yang pertama kali sepanjang sejarah intelektual Islam,
keduva, bahwa kitab A/-Kharaj adalah sebuah karya pemikiran implementatif yang
ditulis oleh seorang hakim agung (Qadhi qudhat) pada masa Harun Ar-Rasyid dan
langsung dijadikan pcdoman pengelolaan keuangan negara pada saat itu, dengan
demikian Kitab tersebut sudah teruji dalam berperan positif terhada kebijakan

keuangan pemerintah.

Namun demikian, karena penelitian ini, bersifat deskriptif dengan metode
pengumpulan data melalui studi dokumen, maka penulis akan mencoba menguraikan
pemikiran-pemikiran Abu Yusuf dalam bukunya tersebut. Tanpa meninggalkan buku-
buku pendukung yang fain tentunya. Apa lagi pembahasan tentang keuangan publik
Islam sebenarnya sudah ada yang pernah menuliskannya, di antaranya: Ugi Suharto
dengan judul; Keuangan Publik Islam Studi Kitab al-Amwal Abu Ubaid, Pemikiran
ekonomi Islam Abu Yusuf oleh Nazori Majid, juga yang ditulis oleh Junaidi Lubis,
dengan judul; Sumber Keuangan Negara Menurut Islam, Perspektif Al-Kharaj. Buku

yvang terakhir belum penulis temukan, karena terdapat di perpustakaan Singapura
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Tentunya buku-buku yang tersedia akan penulis jadikan rujukan dalam penulisan

tesis ini.

Dari uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah
terjadinya kesenjangan impelentasi kebijakan keuangan publik yang berkeadilan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia sehingga perlu
menelaah dan menganalisis alternatif kebijakan keuangan publik berkeadilan menurut
kitab Al-Khargj tulisan Abu Yusuf, serta melihat bagaimana relevansinya dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam tesis ini disusun pertanyaan penelitian

sebagai berikut:

|. Bagaimana pemikiran Abu Yusuf dalam mengatur kevangan publik Islam

menurut kitab 4/-Kharaj dalam konteks kenegaraan?

b

Bagaimana Kebijakan APBN dan prinsip perpajakan di Indonesia?

3. Bagaimana relevansi antara sistem keuangan publik Islam perspektif kitab A/-
Kharaj Abu Yusuf dengan APBN Republik Indonesia?

4. Bagaimana latar belakang sosial ekonomi ketika Abu Yusuf menulis A/-

Kharaj dan proyeksinya dalam konteks APBN R.1?7
1.4 Batasan Masalah

. Tesis ini membahas, kebijakan kewangan publik Islam perspektil A/-
Kharaj dan penerapannya, juga kebijakan APBN dan prinsip perpajakan
di Indonesia, serta relevansinya dengan APBN R.I dan latar belakang
sosial ekonomi pada masa Abu Yusut dan proyeksinya dalam konteks

APBN R.!

2

Penclitian berdasarkan studi pustaka kitab A{-Kharaj tulisan Abu Yusuf
yang hidup pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid pada dinasti

Abbasiyyalr dan dijadikan scbagai referensi utama.
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1.5 Tujuan Penclitian

Dalam tesis ini akan diteliti kebijakan keuangan publik dalam Islam menurut Abu
yusuf dalam kitab al-Khargj, sebagai upaya. panambahan kekayaan khazanah

keilmuan Islam. Karenanya tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Mengetahui kebijakan keuangan publik Islam menurut Abu Yusuf dalam
Al-Kharaf dan cara penerapannya dalam konteks kenegaraan. Sekaligus

instrumen yang dipakai.

&

Mengetahui kebijakan APBN dan prinsip perpajakan Indonesia

3. Mengetahui relevansi antara kebijakan keuangan publik Islam dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia serta
instrumen yang digunakan.

4. Mengetahui Latar Belakang Sosial Ekonomi ditulisnya kitab Al-Kharaj

dan proyeksinya dalam konteks APBN R.I

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penclitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian
deskriptif dalam tesis ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai
suatu fenomena atau kenyataan sosial dan ekonomi yang terefleksikan dalam kitab
Al-Khargj Abu Yusul, dengan cara mendeskripsikan sejumlah dimensi yang
berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Oleh karcna itu, pada suatu
penelitian deskriptif tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis
(seperti vang dilakukan dalam penelitian eksperimen), berarti tidak dimaksudkan

untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu
teknik yaitu, studi dokumenter atau studi pustaka tentang keuangan publik Islam yang
ditulis oleh Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj, penclitian ini dalam perspektif

kualitatif tergolong ke dalam analisi teks atau fexf analysis.
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1.6 Kerangka Teori

Gambar 1.1 Kerangka Teorti

Penerimaan

3 'y

Al-Kharaj —*

Keuangan Publik

Dari uraian di atas, dapat digambarkan kerangka teori pada penelitian ini,

11

APBN Indonesia

A h 4

Belanja

Kerangka teori di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: fokus penelitian adalah kitab

Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf, lalu akan dilakukan anralisis teks tentang

kebijakan keuangan publik yang terdiri dari pembelanjaan (Fxpanditure) dan

pemasukan negara {/ncome). Setelah itu akan dilihat relevansi keduanya (expanditure

dan income) dengan ststem kekinian di Indonesia.

1.7 Manfaat Penelitian

1. Bagi para akademisi, penelitian ini merupakan karya akademis yang

mungkin bisa dijadikan rujukan dan dilanjutkan penelitiannya.

2. Bagi lembaga, penelitian ini dapat menjadi kontribusi untuk memperkaya

khazanah keilmuan Islam, khususnhya yang berkaitan dengan ckonomi, di

tengah minimnya referensi ekonomt Islam.

3. Bagi masyarakat luas, penelitian ini bisa menjadi bukti, bahwa Islam kaya

akan ilmu pengetahuan. karena sejak jaman dulu kala, Islam sudah

mengenal teori keuangan publik vang dikenal oleh masyarakat modem-

saat ini.
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4. Bagi penulis merupakan wacana baru, sekaligus pengalaman intelektual,
di lain sisi juga dapat mengamalkan apa yang telah didapat di bangku
kuliah. .

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan mencakup beberapa bab yang berkaitan dengan keuwangan

publik, di antaranya:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah,
batasan masalah, pertanyaan penclitian yang merujuk kepada tujuan penelitian,

metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 11 berisikan tentang tinjauan pustaka yang mencakup telaah literatur,
referensi, jurnal, artikel dan lain-lain yang ada kaitannya dengan topik penelitian dan
digunakan sebagai dasar analisis masalah. Tinjavan pustaka mencerminkan penelitian

sebelumnya, baik teori, data, metodologi, analisis, maupun kesimpulan.

Bab Il membahas metodologi dan data penelitian, yang terdiri dari beberapa

UNSur:

L. Metode penelitian disertai dengan tahap-tahap penelitian.

2

Data penelitian yang berisit karakteristik data, unit analisis data, instrumen
yang berisi uraian mengenai data yang dipergunakan. Disertai prosedur

pengumpulan data dan tehnik analisis data.

Bab IV menguraikan analisis yang dilakukan terhadap data atau informasi
yang dikumpulkan. Pada bab ini berbagai temuan penting mendapat prioritas,

schingga permasalahan akan menemukan solusinya.

Bab V adalah kesimpulan dan saran-saran dari hasil penclitian. Kesimpulan
ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Sedang

saran yang diajukan bisa menjadi landasan bagi pencltian sclanjutnya.
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BAB 11
LANDASAN TEORI
2.1 Definisi Keuangan Publik
2.1.1 Definisi Keuangan Publik Dalam Ekonomi Konvensional

Kebutuhan manusia dipandang dari obyek pembahasan ekonomi, ada yang bersifat
mikro ada juga yang bersifat r;1akro. Kebutuhan mikro dapat diartikan dengan
kebutuhan yang bersifat sekunder, artinya bahwa kebutuhan tersebut hanya dipenuhi
oleh pribadi, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian dan tempat tinggal.
Sedangkan kebutuhan makro merupakan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup
orang banyak, setiap anggota masyarakat sama-sama berkepentingan atas kebutuhan

tersebut, dan biasanya kebutuhan tersebut disediakan oleh negara.

Menurut Marthon (2004:92) di awal tahun 30-an, peran negara hanya terbatas
pada pengelolaan sumber-sumber anggaran dan proses alokasi dana dalam memenuhi
kebutuhan publik. Pada masa itu negara tidak mampu menentukan kebijakan ekonomi
dalam melakukan perubahan kehidupan sosial ckonomi. Hal tersebut dilakukan
karena sistem ekonomi yang berkembang menganut prinsip kebebasan individu
dalam berekonomi. Akan tetapi dengan adanya krisis yang terjadi pada masa interval
dua perang dunia serta merebaknya pemikiran sosialisme, menyebabkan perlunya
intervensi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan ekonomi.
Langkah tersebut diambil, dengan tujuan agar distribusi pendapatan dapat dilakukan
secara adil serta menjaga stabilitas kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi
makro, keseimbangan anggaran (balance badgef) bukan merupakan tujuan utama,

yang terpenting adalah menghadirkan stabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Atas dasar itulah negara memerlukan sejumlah dana untuk mewujukan tujuan
dan menyediakan kebutuhan makro. Yang dapat dikoordinasi lewat instrumen pajak
ataupun devisa negara. Karena menurut M. Ikhsan et.al (2006) kegiatan pemerintah

dalam bidang keuangan betbeda dengan kegiatan sektor swasta. Kegiatan pemerintah
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atau sektor publik lebih banyak ditentukan atau diputuskan melalui keputusan-
keputusan politis yang didasarkan pada preferensi pemilih. Sedangkan kegiatan
sektor . swasta lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang lebih
mempertimbangkan kepentingan individu untuk mencari keuntungan yang sebesar-
besarnya. Keterkaitan scktor publik dengan sektor privat dapat digambarkan melalui
siklus aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perckonomtan. Aliran yang terjadi
dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni aliran pendapatan dan pengeluaran (income
and expenditure flows) serta aliran faktor-faktor produksi dan produksi {(factor and

product flows)

Lebih lanjut M. khsan (2006) mendifinisikan keuangan publik sebagai suatu
bidang ilmu yang mempelajari fakta-fakta, prinsip-prinsip, maupun teknik-teknik
yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh dan membelanjakan dananya, maupun

pengaruh dari apa yang dilakukan pemerintah tersebut terhadap perckonomian.

Sementara Noor Fuad et.al (2009:1) dalam Dasar-dasar Keuangan Publik
febih rinci menjelaskan bahwa keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang
mempelajari aktivitas finansial pemerintah yang meliputi seluruh unit pemerintah dan
institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan
didanai oleh pemerintah, ia juga menjelaskan betanja publik dan teknik-teknik yang
digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut juga menganalisis
pengeluaran publik untuk membantu dalam memahami mengapa jasa tertentu harus
disediakan olch ncgara dan mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-
fenis pajak tertentu sebagaimana ia juga mempelajari proses pengambilan keputusan
oleh pemerintah, karcna setiap keputusan mempunyai pengarnh pada ekonomi dan

keuangan rumah {angga dan swasta.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kecuangan
pubiik adalah (Arsjad. Etal, 1992:6): Pengeluaran negara (public expenditure);
sumber-sumber penerimaan negara di mana pajak merupakan sumber penerimaan

negara yang terpenting {govermment revenwe and taxes); pinjaman negara dan
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pelunasannya (government borrowing and indebtedness); administrasi fiskal atau
teknik fiskal (fiscal administration or technique) yang membahas hukum dan tata
usaha keuangan necgara; perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah (intergovernment fiscal relationship), kebijakan fiskal (fiscal
policy) yang mempelajari peranan dan pengaruh keuangan negara tcrhadap
pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional, kesempatan kerja, harga-harga,

serta efisiensi alokasi sumber daya.

Pada abad petengahan tepatnya pada masa kehadiran Islam, sistem ini belum
ditemukan di Negara-ncgara Eropa. Namun di akhir abad pertengahan, bcberapé
Negara bagian menuntut adanya sistem keunangan bagi negara, hingga akhirnya

rancangan dari sistcm inipun terbentuk. (Marthon, 2004:91).
2.1.2 Definisi Keuangan Publik dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar ajaran Islam, karenanya ia merupakan bagian tak
terpisahkan dari agama Islam, karena Islam bersifat integral. Sebagat turunan dari
agama [slam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Istam dalam berbagai aspeknya.
Islam adatah sistem kchidupan, 7a telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang
lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ckonomi. Beberapa aturan
ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual
sesuai dengan sitwasi dan  kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu
pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuan, meskipun
scjarah telah membuktikan bahwa hat ini adalah sebuah keniscayaan. (Misanam ct.al,
2008:13)

Salah satu bidang dalam ckonomi lslam adalah keuangan publik Islam.
mengenai  definisi  keuangan publik isltam, penulis terlebih dahulue ngin
mencantuinkan definisi yang ditulis oleh ulama Islam klasik. Seperti Abu Ubaid yang
menulis kitab Al-Amwal, Di dalam bukunya tersebut, ungkapan yang digunakan oleh

Abu Ubaid mengenai pendapatan publik adalah: sunuful amwaal allati yalithaa al-
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a’immah liirro’iyyah, yang memiliki arti beberapa macam bentuk kekayaan yang

dikelola oleh pemerintah untuk rakyat.

Suharto (2004:83) menyimpulkan bahwa terdapat empat konsep penting yang
terkandung datam definisi di atas, yaitu, amwal (harta kekayaan), wilayah
(pengelolaan), imamah (pemerintah) dan ro‘iyyakh (rakyat). Yang dimaksud dengan
amwal adalah kekayaan atau hak milik yang diatur oleh pemerintah untuk
kepentingan rakyal. Sedangkan wilayah dapat diartikan sebagai konsep
perwalian/pengelolaan kekayaan publik. Konsep ini pertama kali dijefaskan oleh
Umar bin Khattab di hari perizﬁﬁa pelantikannya. Beliau berkata, “ketahuilah, saya
memandang hubungan saya dengan kekayaan Allah seperti wali yang sah dari
seorang anak yatim; Jika saya dalam keadaan normal, saya menahan diri, tetapi jika
berada dalam kesulitan, saya memakainya sesuai hak saya. Adapun yang dimaksud
dengan imamah dan ro’iyyah adalah pemerintah dan rakyat, dimana syarat mutlak
suatu pemerintahan adalah kepercayaan (amanah). Otoritas publik diharuskan
memerintah berdasarkan kitab Allah, bertanggung jawab dan adil. Jika pemerintah
telah dapat memenuvhi persyaratan tersebut, maka wajib bagi rakyat untuk

mematuhinya.

Abu Ubaid membagi kekayaan publik menjadi dua kategori, yaitn maal
mutagowwam (kekayaan yang berharga) dan maal ghoyr mutagowwam {(kekayaan
yang tidak berharga). Minuman keras dan babi merupakan maal muraqowwam bagi
non muslim, namun bagi muslim kedua benda tersebut tergolong maal ghoyr
tmutagowwam, karena keduanya diharamkan olch Allah untuk orang-orang beriman.
Dengan demikian, berkanaan dengan pendapatan publik pemerintah hanya dapat

menerima maal mutagowwant. (Suharto, 2004:85)

Sedangkan definisi keuangan publik menurut ulama kontemporer, di
antaranya As-Svayiji adalah kumpulan prinsip dan kaidah kekavaan publik yang
diambil dari sumber syariat Islam; Al-Quran, sunnah dan ijma’, vang menjelaskan

dan mengatur aktifitas ekonomi public di Negara Islam serta temuan para pakar yang

Universitas Indonesia

Keuangan publik..., Ahmad Muti, Psacasarjana Ul, 2010



17

berupa aturan dan solusi yang diterjemahkan dari sumber dasar tersebut sesuai waktu

dan tempat.(As-syayiji, 2005:21)

Pengawasan terhadap keuangan publik dalam [slam sangatlah penting, hal ini
bertujuan untuk menjaga kekayaan publik, mengembangkan dan melindunginya, baik
dalam hal pengumpulan maupun pengeluaran serta pengawasan untuk mencegah
kelalaian dan mengoreksi kesalahan agar kekayaan publik tetap menjadi sarana untuk

mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.(Al-Hartsi, 2006)

Oleh karenanya untuk mencapai felah dan kemaslahatan yang maksimum,
tidak seluruh aktifitas ekonomi bisa diserahkan kepada mekanisme pasar,
sebagaimana dipahami oleh aliran kapitalisme. Adakalanya mekanisme pasar gagal
menycdiakan barang dan iasa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun mekanisme
pasar tidak bekerja secara fair dan adil; fair dalam arti berprinsipkan saling ridho dan
adil dalam arti tidak bertindak zalim kepada pihak lain. Dalam hal ini, pemerintah
atau masyarakat perlu mengambil alih peran mekanisme pasar dalam penyediaan

barang dan jasa tersebut. (Misanam et.al, 2008:485)

Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah barang/jasa apakah yang periu
disediakan olch pemerintah atau masyarakat, dari mana sumber dana yang digunakan
untuk penyediaan barang/jasa tersebut, bagaimana alokasi dan distribusi barang/jasa
vang discdiakan olch pemerintah atau masyarakat terscbut, apakah kritcria yang
digunakan vntuk memutuskan bahwa barangfjasa tertentu layak disediakan oleh
pemerintah atau masyarakal, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu dipelajari praktik
keuangan publik pada masa Rasuiullah dan sahabat scbelum mengkaji lebih dalam

mengenai pemikiran Abu Yusuf dalam buku Al-Kharaj.
2.2 Perkembangan Keuangan Publik.
2.2.1 Perkembangan Keuangan Publik Sebelum Islam

Sebelum Islam mengalami kejayaannya, ada dua Negara adidaya yang berkuasa yaitu

kekaisaran Romawi dan kerajaan Persia. Dua negara ini menjadi pionir dalam hal
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perpajakan sebelum ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul di
Jazirah Arab. Maka dalam hal perkembangan keuangan publik, sangatlah penting
untuk menjelaskan perkembangan keuangan public kedua Negara tersebut. Paling
tidak ada beberapa sebab, mengapa mengaitkan perkembangan keuangan publik

sebelum Islam dengan kedua negara tersebut:

a. Kedua negara terscbut berdekatan dengan negara Islam di Jazirah Arab
b. Kedua negara tersebut lebih dahulu memiliki aturan tentang perpajakan.
¢. Untuk membandingkan antara peratutan perpajakan dalam Islam dan non

Islam.
2.2.1.1 Perpajakan dan Pembelanjaan Negara Romawi

An-Nu’aim (1977:37) mencatat bahwa aturan negara Romawi scjak menjadi
Imperium pada masa kaisar Agustus tahun 31 SM., berbentuk aturan personal.
Seorang kaisar adalah segalanya dalam pemerintahan, ia menjadi sumber undang-
undang dan pembagi kekuasaan, pada waktu yang sama juga berperan scbagai
pengatur kevangan negara. Karena perannya scbagai otoritas keuangan negara, Kaisar
sendirilah yang membuat aturan dan undang-undang keuangan yang bersumber dari
keinginannya, sekaligus mewajibkan pajak dan menentukan besarannya serta
menentukan sumber pendapatan dan pembelanjaannya sesuai keinginannya. Setiap
warga negara tunduk patuh kepada aturan tersebut. Schingga keadilan tidak tercipta,

karena pajak diberlakukan atas dasar hawa nafsu seorang kaisar.

Dalam catatan An-Nu’aim (1977:38), bahwa kaisar Romawi menetapkan
pajak scsuai dengan kebutuhan kekaisaran, namun dari sisi pembelanjaan kaisar
mempunyai otoritas sendiri, tanpa ada pengawasan, apalagi dengan anggapan saat itu
bahwa Mesir adalah miliknya dan khusus untuk dirinya. Kekaisaran pun tidak pemah
peduli terhadap perlindungan para pembayar pajak, karena tidak ada undang-undang
jelas yang mengatur pemungutan pajak. Seorang gubernur dengan kekuasaan yang
dimilikinya dapat mewakitkan pemungutan pajak kepada kepala daerah di bawahnya,

dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang sampai di tangannya harus sesuai dengan
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keinginannya. Tentu seorang kepala daerah bawahannya juga meminta bagian dari
pajak tersebut, dengan cara menambah kewajiban pajak kepada para pembayarnya.
Kezaliman ini berlanjut ketika kekaisaran menetapkan begitu saja tambahan pajak
secara tiba-tiba yang menambah kesulitan pembayar pajak, bahkan dilvar
kemampuan mereka sekalipun. Bahkan ketika kekaisaran Romawi pada abad ke-3
mengalami peperangan dengan bangsa Barbar dan kerajaan Persia. Scniﬁa biaya
perang dan perlengkapannya dibayar oleh rakyat melalui pajak yang mereka bayar
dengan terpaksa, karena di sisi lain mereka juga harus membayar pajak untuk
kebutuhan acara kenegaraan dan administrasi kota yang memiliki jumlah pegawai

yang amat besar, termasuk fasilitas umum dan ritual keagamaan.

Jika kas negara tidak mencukupi, maka semua beban keuangan menurut an-
Nu“aim (1977:41) dibebankan kepada para petani yang kondisinya memperihatinkan,
hal tersebut menyebabkan mereka meninggalkan kampung halaman mereka, sebab
1/6 tanah yang mereka miliki dirampas oleh kaisar. Bahkan pada masa kaisar
Justianus, ketika kas negara mengalami devisit anggaran untuk kebutuhan
pembangunan dan peperangan dan ketamakan ingin memperluas wilayah kekuasaan,
sehingga untuk menutupi devisit tersebut, kemudian beban keuangan negara
dibebankan kepada rakyat dengan merampas harta, emas dan pcrak yang mereka
miliki. Hal yang sama juga dilakukan oleh kaisar Hiraklius ketika mengalami krisis

keuangan,

Bahkan menurut Al-Umri (2009) karena dasar perekonomian negara Romawi
adalah riba dan iékar (penimbunan) dan imperium Hiraklius dengan secnaknya
mengambil pajak untuk menutupi devisit akibat peperangan yang dilakukan dengan
Persia, maka yang terjadi adalah krisis besar menimpa Romawi, sektor perdagangan

dan pertanian pun hancur karena hal tersebut di alas.
2.2.1.1.1 Macam- macam Pajak Kekaisaran Romawi. -

An-Nu’aim {1977:42-67) mencatat bahwa Sumber pajak pada masa kekaisaran

Romawi sangat banyak. Kaisar menginginkan harta yang melimpah, sementara semua
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di bawah kekuasaan dan kehendaknya, rakyat pun tak berdaya dan tunduk dengan
aturan kaisar. Sumber pajak terpenting pada saat itu adalah; pajak bumi, pajak kepala,
pajak harta karun dan barang tambang, pajak binatang ternak, dan macam pajak

lainnya yang memberatkan rakyat Romawi.

I. Pajak bumi. Ini merupakan penghasilan utama kekaisaran Byzantium, ukurannya
disesuaikan dengan harga tanah pada saat itu dan akan mengalami perubahan
setiap lima belas tahun. Pajak bumi berbentuk uang tunai, kecuali di Mesir, pajak
bumt di sana berbentuk hasil yang ditanam di atas bumi tersebut, untuk dikirim ke
ibu kota Romawi sebagai bahan logistic orang-orang Romawi. Suplai makanan
dari hasil pajak bumi tersebut terus dikirim ke ibu kota, bahkan ketika berpindah
ke Konstantinopel, agar kas negera yang dimiliki kekaisaran tidak dikorbankan
untuk menggaji tentara dan pegawai kaisar. Pada kondisi mata uang sedang
mengalami penurunan, pajak bumi yang diberlakukan juga berbentuk hasil bumi.
Sclain itu Byzantium juga menetapkan pajak pada kondisi darurat, diluar yang
telah ditetapkan oleh kaisar.

2. Pajak Kepala/perorangan, pajak jenis ini sudah berlaku sejak abad pertama,
dengan besaran 16 dirham perkepala, kemudian pada abad kedua naik menjadi 20
dirham. Pajak ini diwajibkan kepada semua penduduk dari mulai 14 tahun sampai
60 tahun. Kecuali mereka yang berasal dari kelompok terhormat, seperti penduduk
Iskandariyah dan orang Romawi yang tinggal di Mesir juga para Uskup di gereja-
gereja. Untuk mendata jumlah penduduk yang wajib pajak, kekaisaran melakukan
Sensus setiap 14 tahun. Sementara dalam Islam, pajak jenis ini serupa dengan
Jjizyah, hanya saja jizyah diwajibkan untuk laki-laki yang kuat dan mampu
mengangkat senjata, dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan
masing-masing. Sementara perempuan, anak kecil, dan orang tua tidak diwajibkan.

3. Pajak harta karun dan pertambangan, Salah satu kaisar Romawi Nicephore sangat
menckankan pajak harta karun dan barang tambang, tentu dengan jumlah yang

linggi scperti pajak-pajak lainnya. Pajak jenis ini diberlakuakan dalam lsiam
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dengan jumlah yang wajib dikeluarkan sebesar 1/5 dari temuan, dan itupun setelah
dikurangi pengeluaran. h

Pajak rumah dan bangunan, Besaran pajak rumah dan bangunan adalah 100
ditham untuk sctiap rumah. Tidak peduli apakah rumah tersebut untuk tempat
tinggal maupun untuk berdagang. Pajak ini tidak hanya diwajibkan untuk rumah
dan bangunan saja, namun ia juga diwajibkan atas fanah yang sedang dibangun
sebuah bangunan di atasnya, bahkan penghuni rumah atau bangunan pun dipungut
pajak. tronisnya, pajak rumah yang berada di kampung lebih besar jumlahnya dari
pada rumah yang terletak di kota.

Pajak hewan ternak. Jenis hewan ternak yang dipungut pajaknya adalah; sapi. unta,
domba, dan keledai. Tanpa memperhatikan apakah hewan tersebut digunakan
untuk membajak tanah pertanian atau tidak. Adapun pajak yang wajib dikeluarkan
sebesar 10 dirham untuk setiap ckor unta. Dalam rangka untuk mengetahui jumiah
hewan termak yang wajib dipungut pajaknya, kekaisaran melakukan sensus hewan
ternak satu tahun sekali.

Pajak profest, Pajak ini diwajibkan untuk jenis profcsi apapun, batk pedagang
maupun pelacur semuanya wajib membayar pajak. Pedagang membayar pajak
sesuai pernasukan setiap bulannya, adapun pelacur membayar pajak sebesar 108
dirham.

Pajak barang perniagaan, Pajak ini diberfakukan untuk setiap barang dagangan
yang terjual, dengan jumlah sebesar 10% dari harga barang tersebut.

Pajak transportasi, Pajak ini diberlakukan atas barang dan penumpang yang masuk
maupun keluar dari kekaisaran. Pada masa kekaisaran Romawi pajak ini
diberlakukan atas scmua jenis transportasi batk darat maupun laut, Besaran pajak
int adalah 10 dirham untuk kapal dagang, untuk masing-masing pekerja scbesar 8
dirham, dan untuk sebagian kaum Iwanita dan isteri-isteri prajurit scbesar 20

dirham.

Dalam syariat Islam pajak semacam ini dikenal dengan istilah usyr, pada masa

kekhalifahan Bani Umayyah pajak ini diberlakukan atas kapal dagang yang lewat.

Universitas Indonesia

Keuangan publik..., Ahmad Muti, Psacasarjana Ul, 2010



22

Juga pada masa kekhalifahan Abbasiyah, pajak ini bahkan menjadi sumber
pendapatan negara yang signifikan, karena saat itu transaksi perdagangan sangat giat,
bahkan dapat menyumbang Negara sebesar 100.000 dinar pertahun, dan pada abad ke
empat Hijriyah, naik menjadi 200.000 dinar pertahun.

9. Pajak barang ekspor dan impor. Jenis pajak ini, jumiah yang diwajibkan
disesuaikan dengan asal barang tersebut dari mulai 3 sampai 10 %.

[0. Pajak memerdekakan budak. Jika di antara penduduk Romawi ada yang ingin
memerdekakan, membeli dan menjual seorang budak, maka ia wajib membayar
pajak sebesar 5% dari harga budak tersebut.

1. Pajak harta warisan. Kaisar Agustus {Oktavianus} adalah yang pertama kali
memberlakukan pajak atas harta warisan‘ ini. Dengan prosentase 5% dart harta
yang ditinggalkan. Lalu pada masa kaisar Justianus, pajak ini sempat ditiadakan,

namun kembali diberlakukan.

Di Mesir, pajak ini sudah diberlakukan sejak dinasti Ptolemeus yaitu dinasti
yang bercorak Yunani Kuno yang menguasai Mesir kira-kira selama 305 SM - 30 SM
dan dinasti Roman. Terakhir diberlakukan di Mesir yaitu pada tahun 1952 yang

mewajibkan pajak bagi keseluruban harta warisan yang ditinggalkan.

12. Pajak pendafiaran kontrak atau transaksi. Pajak yang diwajibkan adalah schesar 6
%. Dan jika terjadi kelalaian, maka akan dikenakan denda.

13. Pajak dalam bentuk hadiah untuk raja. Pajak ini diberlakukan pada permulaan
abad ke-3, dengan jumlah sebesar 4 dirham.

t4. Pajak dalam bentuk melayani dan menjamu prajurit dan pegawai kerajaan. Pajak
ini diwajibkan di kekaisaran Romawi atas penduduk, jika pada waktu tertentu ada
pegawai atau pcrajurit kerajaan yang singgah. Bentuknya bisa dalam bentuk

makanan, atau bahkan memberi tempat tinggal untuk mereka,
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2.2.1.2 Perpajakan dan Pembelanjaan Kerajaan Persia

Dalam catatan an-Nu’'aim (1977:80) dijelaskan bahwa pada tahun 226 M Ardeshir
mendirikan negara baru Persia yang membawahi Persia dan Irak, aturan dan undang-
undang yang dipakai berbentuk otoriter. Kemudian Ardeshir dan anak keturunannya

disebut penguasa para raja atau “Syahansyal”.

Menurut Ath-Thabari (1987, 1:391) gelar Syahansyah diberikan kepada
Ardashir bin Babak setelah ia menakiukkan Ardawan dengan menginjak kepalanya.
Setelah itu ia banyak menaklukkan daerah-daerah yang lain, sampai kemudian ia

meninggal dan digantikan oleh anaknya vang bernama Sabur.

Persia menurut catatan www.thanwya.com (2010) merupakan negara terbesar
sebelum datangnya islam, bahkan nama dan kekuatannya tersohor di seluruh dunia
melebihi tmperium Romawi. la menguasai Iran pada abad ke-7 M, dan menguasai
negeri Syam yang meliputi Palestina, Damaskus dan Suria pada tahun 614 H,
termasuk juga menguasai Baitul Maqdis di Palestina. dan menguasai Mesir pada
tahun 616 H yang saat itu di bawah Impcrium Romawi. Namun Kaisar Romawi
{liraklius tidak menyerah, bahkan ia menyiapkan pasukannya untuk melawan Persia,
dan akhirnya memperoleh kembali daerah Asia kecil pada tahun 622 H, dan Suria dan
Mesir pada tahun 625 H, kemudian kemenangan telak diperoleh Romawi atas Persia
pada tahun 627 H.

Sistem yang berlaku adalah sistem Feodal. Seorang Defigan (kepala daerah)
yang menguasai properti berperan sebagai mediator antara rakyat dan raja. Lapisan
tersebut hanya dikuasai oleh bangsawan dan terus diwariskan ke anak cucu mereka.
Selain itu ada juga lapisan para kepala dacrah yang memimpin daerah pinggiran dan
pelosok, juga ada laﬁisan “nubala” .yang mengandalkan kekuatannya dari kerajaan
vang diwariskan untuk mengatur daerah. Selain itu ada lapisan Asawirah yaiiu para
kader militer dan Iabisan pemuka agama. Setiap lapisan tersebut di atas mewajibkan

upeti kepada yang dibawahnya.
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Sistem pemerintahan yang otoriter akan memberi banyak peluang bagi para
penguasa untuk memungut pajak diluar pengawasan, dalam kondisi seperti ini sangat
tidak mungkin untuk melindungi para pembayar pajak. Bahkan pajak bukan hanya
diwajibkan olch Negara, para pemuka agama darl majusi pun memungut f)ajak dari
rakyat. Salah satu perkataan mereka yang menjadi doktrin yang diajarkan di
antaranya: “walaupun perbuatan baik kalian melebihi dedaunan pohon dan tetesan air
hujan, juga bintang-bintang di langit serta pasir di lautan, semuanya itu tidak akan
bermanfaat untuk kalian kecuali diterima oleh aturan pendeta, dan pendeta tidak akan
menerima itu kecuali dengan membayar upeti kepada para pemuka agama dari tanah,

barang dan harta yang dimiliki.” (An-Nuaim, 1977:81}

Mengenai kondisi perekonomian kerajaan Persia, An-Nuaim (1977:82) juga
menjelaskan bahwa setelah terjadi peperangan vang panjang antara kerajaan Sassanid
dengan kckaisaran Romawi, menjadikan kondisi perckenomian Negara mclcmah.
Sehingga menyebabkan kerajaan membebankan sumber pendapatan Negara kepada
rakyat. Sementara itu raja-raja Persia hanya mengandalkan pemasukan Negara dari
peperangan saja, yang hastinya hanya dinikmati olch kaum bangsawan Sychansyah

dan kaum bangsawan yang berada di lapisan aristokrat.

Sumber pendapatan kerajaan Persia yang terpenting hanya terdiri dari dua
sumber pendapatan, yailu; pajak bumi dan pajak kepala. Di samping kedua pajak
tersebut ada upeti yang dipungut ketika terjadi peperangan, juga upeti atas perniagaan
yang melewati perbatasan, dan upeti yang dipungut oleh pemuka agama. Rincian

vang dijelaskan oleh An-Nuaim (1977:83-88) adalah sebagai berikut:

I. Pajak bumi; Raja-raja Persia memberlakukan pembagian hasil pertanian kepada
para petani dan pemilik tanah. Ukurannya dari mulai /10 sampai . Dan
pengambilan upeti tersebut disesuaikan dengan kondisi tanah pertanian dari sisi

irigasi dan letak tanahnya.

In2

Pajak kepala/perorangan: Scbelum Kisra. Raja-raja Persia telah memberlakukan

pajak kepala. kemudian pada masa Kisra. pajak tersebut kembali diberlakukan
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dengan ketentuan wajib hanya untuk laki-laki dari usia 20 sampai 50 tahun, selain
mereka tidak wajib membayar pajak. Jumlah yang wajib dibayar disesuaikan
dengan pendapatan masing-masing dari mulat 4, 6, 8 sampai 12 dirham.
Sementara para bangsawan dan pemuka agama serta lapisan-lapisan di bawahnya

tidak dibebankan pajak.
2.2.2 Perkembangan Keuangan Publik Islam

Oubakrim (2007} mencatat bahwa suatu negara pasti memberikan perhatian khusus
terhadap kebijakan ekonomi dan keuangan, karenanya topik tentang program-
program ekonomi dan proyek-proyek investasi dan neraca keuvangan banyak
diperbincangkan. Sehingga pemerintahan yang bekerja keras mencapai kebijakan
ekonomi dan keuangan akan memperoleh kepercayaan dari rakyat, sebaliknya scbuah
pemerintahan yang gagal dalam kebijakan ini, akan mendapatkan kritikan dari rakyat,

yang pada akhimya kehilangan kepercayaan mereka.

Kebijakan publik batk di ncgara maju maupun berkembang memberikan
perioritas kepada kebijakan ekonomi dan keuangan dibanding lainnya, serta
merupakan tujuan utama sebuah pemerintahan untuk merealisasikannya. Dan sctiap
gerakan reformasi sosial dan pertumbuhan pasti dimulal dari reformasi ekonomi dan
keuangan, karena kekuatan sebuah Negara divkur dari kekuatan ekonominya, oleh
karenanya kekuatan ekonomi dan keuangan menjadi pilar utama kekuatan sebuah
Negara jika dibandingkan dengan bidang-bidang lain. seperti kekutan militer, politik,

perundang-undangan, media dan sosial.

Islam sebagai agama rahmat bagi scinesta alam tidak menganggap remeh
masalah ckonomi dan kecuangan, namun scbaliknya justru memberikan perhatian
khusus dan memiliki system tersendiri yang tidak mengandung kezaliman dan
ketidakadilan. Kebijakan-kebijakan tersebut dihasilkan melalui musyawarah yang

dilakukan oleh aflul haili wal-aqdi {majlis musyawarah rakyat).
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Jika peraturan keuangan publik dalam Islam sudah jelas dari sisi sumber
pendapatan dan institusi baitul maal serta pendistribusiannya yang kesemuanya itu
telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun ada masalah furu’ (cabang)
yang tidak mungkin diselesaikan oleh seorang hakim, namun butuh
dimusyawarahkan oleh ahlinya, juga banyak ditemukan kesulitan dan keadaan-
keadaan khusus yang butuh solusi. Tentu solusi tersebut tidak dapat dihasilkan oleh
seorang hakim tanpa ada peran yang lain. Maka dalam keadaan seperti ini dibutuhkan
svuro (musyawarah) yang melibatkan beberapa orang yang ahii di bidangnya. Lalu
bagaimana ketentuan dan peraturan yang dabulu diprakiekkan oleh para sahabat

Rasulullah pada gererasi awal datam kegiatan perekonomian?
2.2.2.1 Perkembangan Keuangan Publik pada Masa Rasulullah

Sistem keuvangan pada masa Rasululiah tidak mengalami perkembangan yang
signifikan, karena wilayah kekuasaan Islam masih kecil, sehingga pengaturan
keuangan public pada masa itu masih sangat sederhana. Namun masa Rasulullah
menjadi fondasi utama dan referensi pengambilan kebijakan, khususnya yang
berkaitan dengan keuangan public. Sementara masa setelahnya merupakan

pengembangan dan ijtihad dari ajaran yang Rasulullah sampaikan.

Marthon (2004) mencatat bahwa pengelolaan keuangan publik Islam mulai di
atur secara sistematis dan dengan bimbingan wahyu adalah ketika terjadi persaingan
perdagangan antara umat Islam, kaum Quraisy dan bangsa Yahudi, yang pada
akhirnya memicu terjadinya perang badar pada tahun ke-2 Hijriyah. Pada peperangan
itu Rasufullah dan pasukannya memperoleh kemenangan. Dari kemenangan tersebut
kaum Muslimin mendapatkan harta rampasan (ghanimah). Sehingga membuat
mercka bersclisih tentang harta tersebut. Lalu ditanyakanlah hal itu kepada Rasulullah
SAW, kemudian turunlah wahyu yang menjelaskan tentang distribusi ghanimah.

Dalam surat Al-Anfal ayat 1:
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pri RN ;sajgmy,\@i,am 256 LJ}..JJ & Js

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu ftentang (pembagian) harta
rampasan perang. Katakanlah (hai Muhommad): harta rempasan perang itu
kepunyaan Allah dan Rasul, sebeb itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah
hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu

adalah orang-orang yang beriman’”. (al-Anfal: 1).

Dengan demikian ayat tersebut menjadi ayat pertama mengenai distribusi
kekavaan publik. Berdasarkan ayat ini, Rasulullah SAW membagikan harta rampasan
kepada kaum Muslimin tanpa menggunakan pembagian Khumus (1/5). Setelah itu
turunlah ayat yang mengatur pembagian harta rampasan secara sistematis. Yait

dalam surat al-Anfal ayat 41:

EE P = ff_— b 7 - A~ 7 I‘r‘L)")",

2 -

\_}LR..Q.?'!JI u).a_Jl Eaj;u!j}njl rj.: L,_u:J;L.JJ,l Ls}:l! :"5;};.50’! ‘;J,‘..f.ﬂ . ,33

22 ,49=L9JJ-"="_;533”}

Artinya: “dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebugai
rampasan perang, maka seperlfima untuk Allah. Rasul, kerabat Rasul, anak yatim,
orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada
apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furgan, yaitu pada

hari bertenmunya dua pasukan. Dan Allah muha kuasa atas segala sesuatu”. (al-Anfal
41)
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Dalam catatan Misanam (2008:486) dijelaskan bahwa setelah Rasulullah
hijrah ke Madinah dalam waktu singkat mengalami kemajuan yang begitu pesat.
Rasulullah berhasil menjadi pemimpin pusat pemerintahan Madinah, menerapkan
prinsip-prinsip sebuah negara, membangun institusi dan lembaga pemerintahan,
menjalin urusan luar negeri, membina para sahabatnya dalam keislaman dan
kepemimpinan serta mecngkader mereka agar menjadi pemimpin di masa depan,
khususnya setelah beliau wafat. Pada awal pemerintahan beliau di Madinah, beberapa
bidang yang menjadi perhatian beliau adalah: (1) membangun pusat aktifitas berupa
masjid sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya; (2)
merehabilitast muhajirin  Makkah di Madinah; (3) mempersaudarakan antara
Muhajtrin dan Anshar, dan mendamaikan antar sesama rakyat; (4) mengeluarkan hak
dan kewajiban bagi warga negaranya; (5) membuat undang-undang negara berupa
piagam Madinah; (6) menyusun sistem pertahanan negara; (7) meletakkan dasar-

dasar sistem keuangan negara.
2.2.2.2 Peraturan Keuangan Publik Pada Masa Sahabat

Qubakrim (2007) mencatat bahwa para Sahabat terdahuln menggunakan keuangan
publik sebagai instrumen untuk merealisastkan keseimbangan dan titik temu antara
peran negara dan rakyat dalam hal perolehan kekayaan publik dan
pendistribustannya. Hal tersebut salah satunya dilakukan melalui penentuan gaji
kepada khalifah. Hal ini dilakukan karena rakyat (yang diwakili oleh ahlul halli
wal 'aqdi) juga memilki kompetensi untuk menentukan gaji yang khusus untuk
khalifah, serta memilki hak untuk campur tangan dalam mengevaluasi kebijakan
khalifah dalam hal keuangan, khususnya ketika terjadi kebijakan yang berbenturan

dengan peran negara terhadap rakyat.

Penentuan gaji para khalifah dapat menjadikan mereka berkonsentrasi uniuk
menjalankan fungsi negara dan mengurusi urusan kaum Muslimin. Hal tersebut telah
dilakukan para Sahabat terhadap pemimpin merecka Abu Bakar Ash-Shiddik dengan

menjamin urusan logistik dan pakaiannya yang bersumber dari baitul maal.
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Diceritakan pada suatu hari Abu Bakar berjalan dengan memikul pakaian di
atas punggungnya untuk dijual, sementara saat itu beliau sudah diangkat menjadi
khalifah. Maka Umar bin Khatab dan Abu Ubaidah bin Aljarrah menemuinya lalu
berkata: Hendak kemana engkau wahai khalifah?, beliau menjawab: “hendak ke
pasar”. Apa yang engkau perbuat sementara engkau sudah diangkat menjadi
khalifah?. Beliau menjawab: “lalu dari mana aku memberi makan keluargaku?”. Lalu
para sahabat berkata: “berikan apa saja yang dibutuhkan oleh khalifah”. Maka
ditentukanlah vang scbesar 2000 Dirham. Beliau berkata lagi: “tambahkaniah, karena
aku memiliki anggota keluarga, sementara kalian membuatku meninggalkan bisnisku

”. Lalu para sahabat pun menambahkannya.

Selama sckitar 27 bulan di masa kepemimpinannya, Misanam (2008:491)
mencatat bahwa Abu Bakar Siddig telah banyak menangani masalah cukai dan orang-
orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Beliau sangal memerhatikan
keakuratan penghitungan zakat. Zakat selatu didistribusikan setiap periode dengan
tanpa sisa. Sistem pendistribusian ini tetap dilanjutkan bahkan hingga beliau wafat
hanya satu dirham yang tersisa dalam perbendaharaan keuangan. Sumber pendanaan
negara yang semakin menipis, menjetang wafatnya, menyebabkan harta kekayaannya

dipergunakan untuk menutupi kekurangan pembiyaan negara.

Sementara Umar bin Khatab menegaskan sebuah prinsip di hari pertama
beliau dilantik menjadi pemimpin. Beliau berkata: “Demi Allah, aku tidak
berpendapal bahwa harta ini halal bagiku sebelum aku dilantik menjadi pemimpin
kecuali yang menjadi hakku, tidak juga ia haram bagiku setelah aku dilantik. Maka

ini (harta) menjadi amanat yang aku pikul.” (Qubakrim, 2007 dari Azzuhri)

Para sahabat telah menanamkan prinsip solidaritas pada sctiap generasi umat
ini di negara dan masyarakat secara bersama-sama, bcrangkat dari hadits tentang
pcrumpamaan seorang yang menjaga balas-batas Allah seperti sekelompok
penumpang kapal, scbagian berada di atas, sebagian lainnya di bawah, kelompok

yang berada di bawah mengatakan: “jika seandainya kita dapat melubangi bagian
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bawah kapal ini, maka kita dapat langsung mendapatkan air dan tak perfu naik ke atas
sehingga tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas”. Jika mereka
didiamkan melakukan perbutan yang mereka inginkan, niscaya akan hancur
semuanya. Namun jika mereka mencegah perbuatan itu, niscaya semua penumpang

kapal akan selamat. (Qubakrim, 2007 dari lbrahim Yusuf, 1990)

Sebagai dasar dari prinsip solidaritas dan kerjasama, para sahabat menegaskan
bahwa masyarakat berhak memantau negara dari sisi distribusi keuangan publik. Hal
tersebut karena Umar bin Khatab dan Abu Dzar tidak suka menyebut kekayaan
publik dengan kekayaan Allah, namun lebih suka menyebutnya dengan istilah maalul
musiimin (kekayaan kaum muslimin). Maksud dari istilah tersebut adalah bahwa
setiap pribadi muslim berhak untuk memantau pengeluaran dan distribusinya agar

sesuai dengan syariat Istam. (Oubakrim, 2007}

I. Hak rakyat untuk memantau fasilitas yang diberikan kepada para pemimpin
wilayah (gubernur). Ahiul halli walli agdi telah menegaskan Islam memberikan
hak kepada mereka, karena dikhawatirkan kebijakan khalifah tersebut
bertentangan dengan kesepakatan yang terjalin antara Negara dan rakyat.
Sebagaimana yang dilakukan Umar terhadap gubernur Basrah di [rak; Abu Musa
Al-Asy’ari. Ketika Abu Musa meminta fasilitas yang diberikan agar ditambah
karena kondisi ekonomi di Irak berbeda dengan Madinah. Beliau meminta
rekomendasi dari para petinggi Basrah agar menyampaikan hal itu kepada khalifah
Umar bin Khatab.

Begitulah yang dilakukan oleh Amiru! mukminin Umar bin Khatab dengan
melihat kondisi yang ada, jika memang butuh menambah fasilitas untuk para
gubernur, maka beliau lakukan hal itu, pada waktu yang sama beliau juga
mewanti-wanti agar tidak melakukan pemborosan anggaran baik untuk kebutuhan

pribadi maupun Negara.

2. Melakukan investasi untuk membantu menurunkan tingkat kemiskinan yang

memunculkan kesenjangan sosial yang lcbar. Walaupun Allah membedakan rezeki
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satu dengan yang lain, namun orang miskin pun memilki hak dari harta yang
dimiliki si kaya dalam koridor keadilan sosial di bawah naungan Negara. Karena
di antara instruksi Rasulullah yang disampaikan kepada Muadz bin Jabal ketika
belian menguiusnya ke Yaman agar mengambil sedekah dan orang-orang kaya

untuk diserahkan kepada orang miskin.

Maka masyarakat bertanggung jawab alas solidaritas sosial sebagimana
dikatakan dalam Hadis Rasulullah: “seorang muslim bagi muslim vang lain ibarat
sebuah gedung yang saling menguatkan satu sama lain™ (beliau sambil
mengepalkan jemarinya). Maka kemudian setiap pribadi muslim bertanggung
jawab terhadap masyarakat yang ia tingga! di dalamnya, sebab ia bagian dari
mereka dan tak bisa dipisabkan. Dengan tujuan akhir kebahagiaan semua anggota
masyarakat sebelum kebahagiaan pribadi. Islam tidak mengakui adanya
kebahagiaan yang berdiri di atas penderitaan orang lain. Atas dasar ini para ahli
figih mewajibkan kerabat yang diberi kemudahan untuk membantu yang sedang

kesulitan. Dan derajat wajibnya disesuaikan dengan posisi kekerabatan.

lbnu Hazm berpendapat bahwa diwajibkan atas orang kaya untuk mencukupt
kebutuhan orang-orang miskin di negaranya, baik makan, minum maupun pakaiag,
apabila zakat tidak cukup. Seorang pemimpin negara wajib memaksa mereka jika
tidak ingin mengeluarkan hartanya. Pendapat ini diperkuat olels Hadis Rasululiah
yang berbunyi: “Tidak beriman seseorang di antaramu yang tidur dalam keadaan
kenyang sermentara dia mengetahui tetangganya kelaparan. (Oubakrim. 2007 dari

Al-maliki, 1995)

Atas dasar itu, kewajiban aflul halli wal agqdi adalah berupaya untuk
mewujudkan solidaritas dan kepedulian sosial di masyarakat dan memenuhi
kebututhan orang-orang yang kesulitan, dan menjadi hak setiap individu untuk
berpartisipasi dan mengambil manfaat dari sumber daya alam vang tersedia di

negara tersebut, schagaimana firman Allah:
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Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan
Dia berkehenduk (menciptakan) langit. lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia

Maha mengetahui segala sesuatu.”

3. Distribusi kekayaan publik yang merata. Abu Bakar Sidik berkata: “distribusi yvang
merata dalam rezeki adalah kebaikan”. Bcliau telah merealisasikan prinsip
pemerataan, walaupun jatah vang didapat setiap individu saat itu hanya setengah
dinar. Demtkian pula Umar bin Khatab langkah Abu Bakar, beltau berkata: “aku
sangat tidak ingin melihat ada orang yang membutuhkan kecuali aku
memenuhinya..”. Umar bin Khatab menjadikan pemerataan distribusi pendapatan
schagai programnya dalam Kondisi sulit. Nepara dalam hal ini memilki peran yang
beriringan dengan masyarakat dengan terus member motivasi dan menycrap
potensi yang dimiliki masyarakat, tidak justru membiarkan dan menimbun

kekayaan public serta hanya mengontrol pendapatan masyarakat .

Walaupun harta yang ada dalam sebuah Ncgara sangat melimpah. undang-
undang Islam melarang untuk menimbun kekayaan public tanpa mengelotanya.
Namun yang harus dilakuakan selain dikelola adalah didistribusikan kepada
masyarakat, dan memperbatki fasilitas umum. Dirtwayatkan bahwa Al bin Abi
Thalib tidak pernah membiarkan kckayaan publik mengendap di baitul maal lebih
dari sats tahun. Begitupun dengan Ustman bin Affan. beliau mengatakan:
“Sesungguhnya Allah memerintahkan para pemimpin untuk mengatur dan

memelihara bukan menjadi pengumpul (kekayaan publik)”.

4. Bersikap lembut kepada masyarakat dalam perolehan kekayaan publik. Prinsip

pengelolaan dan pemeliharaan negara tidak terbatas dalam hal distribusi kekavaan
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saja, namun juga dalam hal perolehan dan pengumpulan. Pada masa itu
pengumpulan kckayaan didasari oleh falsafah peran Negara Islam dalam bidang

pengelolaan kekayaan publik dan pendistribusiannya .

Ali bin Abi Thalib ketika menyuruh pembantunya mengumpulkan pajak
{kharaj), beliau menyuruhnya agar mengambilnya dengan cara lembut dan tidak
menyakitinya hanya karena masalah dirham. Sebagaimana juga yang dilakukan
oleh Utsman bin Affan yang menycrahkan urusan pembayaran zakat kepada
kesadaran masing-masing rakyatnya. beliau berkata: “bulan int saatnya kalian
membayar zakat, barang siapa yang masih punva hutang maka bayarlah dan

sisanya bayarkan untuk zakat.(Oubakrim, 2007 dari Al-Qardhawi, 1981)

Umarpun demikian, beliau menjaga psikologis rakyatnya yang non Muslim
dari bani taghlib, saat beliau mengambil pajak kharaj dari mercka dengan sebutan
sedekah bukan jizyah. Juga beliau selalu melihat kecadaan rakyatnya, apakah

memungkinkan untuk membayar zakat atau tidak.

Kepedultan terhadap generasi mendatang setclah dirasa cukup untuk masa
sekarang; Umar bin Khatab menanamkan sebuah prinsip bahwa negara tidak boleh
memonopolt kebijakan yang berkaitan dengan kekayaan publik, ketika pemasukan
institusi baitul mal bertambah saat ekspansi ke irak. Behiau menggelar rapat
terbuka dengan kaum muhajirin dan anshar yang membahas tentang pentingnya
menjaga perbatasan dan memperhatikan kebutuhian anak-anak dan para janda senia
kemaslahatan generasi mendatang dengan mengatur kekayaan publik  sebaik
mungkin. Rapat tersebut selesai dengan melahirkan sebuah prinsip mendasar yang
menyatakan bahwa seorang pemimpin hanya merupakan personil anggota dari
sebuah lembaga permusyawaratan scbagai representasi kemaslahatan umat. Oleh
karenanva kebijakannya harus senantiasa sesuai dengan al-quran dan Sunnah serta
ftkth realitas. Umar berkata: “sesungguhnya diriku hanya salah seorang diantara

kalian, dan kalian pada hari ini mengakui scbuah kebenaran, ada orang yang
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berbeda pendapat denganku ada pula yang sependapat, bersama kalian telah ada
Al-Quran yang selatu bicara kebenaran™.

6. Menentukan aturan untuk distribusi kekayaan publik. Para Sahabat telah
menentukan 4 hal: orang yang berkorban untuk Islam, yvang [slamnya lebih awal,
jasa vang diberikan untuk Islam dan kebutuhan hidup. Para sahabat memberikan
keistimewaan untuk istri-istri Nabi dan veteran perang badar. Umar juga
menjanjikan akan memberikan setiap mujahid sebesar 4000 dirham, serta
mengikat para sahabat untuk berkontribusi aktif dalam kebijakan politik. juga
mengistimewakan orang-orang yang berperilaku baik agar menjadi contoh bagi
masyarakat. Serta menargetkan melalui sistem distribusi untek mendukung
pemerintahahan daerah dengan mendistribusikan  kekeyaan public melalut
perantara serta membantu membuat peraturan pemerintah daerah dan mendukung
otonomi keuangan daerah, sehingga tidak perlu mentransfer kekayaan daerah ke

ibu kota kecuali jika dibutuhkan.

Para sahabat juga menciptakan Kebijakan untuk membantu masyarakat
umum, seperti memberikan yang sudah menikah 2 kali lipat lebih banyak dari
lajang, serta memberi santunan untuk bayi yang lahir. Dalam bhal ini Negara
dianggap bertanggung jawab atas individu yang ditinggal mati keluarga tanpa

harta warisan, dan memberi bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan.
2.2.2.3 Negara dan Ahlul Haili wal Agdi Dalam Kcebijakan Kekayaan Publik

Oubakrim (2007) menegaskan dalam catatannya. bahwa perjuangan para sahabat
untuk berijtihad dalam masalah kebijakan kekayaan publik scsuai keadaan dan
tuntutan zaman harus senantiasa diapresiasi, begitu pula orang-orang yang terlibat
dalam lembaga negara yang disebut afilul halli wal aqdi pada setiap periode dalam
mengatur kekeyaan publik. Merekalah orang-orang vang bertanggung jawab terhadap
perkembangan jaman vang setiap waktu menuntut banvak ijtihad tentang suatu

hokum khususnyva vang berkaitan dengan kekayaan publik.
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Al-Sadr dalam igrishaduna (tt: 725-726) menjclaskan bahwa [jrihad atau
campur tangan pemerintah dalam syaciat Islam muncul agar tidak terjadi kekosongan
hukum syariah pada masa tertentu, khususnya ketika terjadi sesuatu yang baru dalam
kehidupan dan perkembangan dalam segala bidang yang tidak dapat dietakkan. Hal
tersebut menuntut diciptakannya peraturan dan ketentuan mislanya dalam
memperoleh kekayaan publik serta pendistribusiannya dengan memperhatikan situasi
dan kondisi yang ada, atan akiifitas perekonomian lainnya yang dianggap dalam
koridor mubah atau wilavah kosong (manthiqah faragh) yang belum ada dalilnya
secara jelas, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak bertantangan

dengannya.

Tentunya gerakan ijtihad vyang terjadi pada setiap masa dalam rangka
pengoptimalan kebijakan kekayaan publik harus melalui proses musyawarah. Sebagai
contoh jika dahulu para sahabat mendistribusikan kekayaan publik kepada
masyarakat secara melimpah saat Negara mengalami kemakmuran dan tanpa
menyisakan sesuatu barang pun dalam baitul mal jika sudah lebih dari satu tahun,
maka situasi dan kondisi yang terjadi saat int berbeda dengan masa sahabat. sudah
barang tentu ijtihad terhadap kebijakan distribusinya pun berbeda. Peran ahfud halli
wal agqdi dalam hal ini adalah memberikan perspektif baru yang sesuai dengan
tuntutan jaman. Bisa dalam bentuk investasi pada scktor perekonomian yang
manfaatnya kembali kepada masyarakat dalam ruang lingkup perspekiif islam
terhadap kekayaan, yaitu bahwa semua kekayaan adalah milik Allal dan alam
semiesta diciptakan untuk manusia, seria semua yang ada di genggaman manusia baik
harta dengan segala bentuk, macam dan ukurannya juga apa yang dihasilkan darinya
sesungguhnya semua hanyalah kckayaan Alah bukan kckayaan mereka, milik Allah
yang dititipkan kepada manusia. Terhadap semua jenis kekayaan tersebut, manusia
hanya memilki hak untuk memanfaatkannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh

Allah ta’ala dalam al-Quran:
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Artinya: “berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan
Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya

famanah)’.

Memanfaatkan harta kekayaan, bisa dalam bentuk investasi, seperti tanah
pertanian. Bisa juga untuk dikonsumsi seperti makanan dan minuman serta buah-
buahan. Atau bisa juga dalam bentuk lain, seperti dalam bentuk jual beli, hadiah dan

wasiat. Dalam hal ini ada beberapa kesimpulan menarik:

a. Pemerintah dan ahlul halli wal agqdi berhak untuk mengatur cara
memanfaatkan kekayaan rakyatnya. karena lazimnya jika kekayaan tersebut
hakikatnya milik Allak, maka ia harus dimanfaatkan untuk kepentingan orang
banyak. Sebab peraturan dalam Islam bahwa semua hak yang dinisbatkan
kepada Allah, maka ia harus digunakan untuk kepentingan orang banyak. Dan
merekalah yang akan mengawasinya. |

b. Oleh karena kekayaan tersebut milik Allah (pada hakikatnya), maka ahinl
halli wal agdi diharuskan untuk mengoperasikan kekayaan tersebut scsuai
peraturan Allah, mengambilnya dari yang halal, sesuai haknya serta tidak

melarangnya dari yang berhak atasnya. (Qubakrim, 2007 dari Audah, 1984).

Atas dasar ini, pemerintah dan ahlul halli wal aqgdi berhak untuk mengatur
pemanfaatan harta kekayaan rakyatnya. Namun tidak diperbolehkan untuk metarang
kepemilikan manfaat harta tersebut yang telah Allah jadikan hak untuk setiap anggota
masyarakat. Dalam hal kekayaan publik, pemerintah dan ahlul halli wal aqdi hanya

sebagai pihak vang dititipi, sebagaimana Rasujullah pernah hersahda:

& ol Cum gl andd U Lail g fand el W5 taad Joed Y aly )
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Artinya: “Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memberi seseorang juga tidak
melarang  seseorang, tapi akn hanvalah yang membagi dan aku menyimpan

(kekayaan publik) sesuai yang diperintahkan kepadaku”.

Peran ahiul halli wal aqdi tidak terbatas hanya pada pengelolaan kekayaan
publik, namun mereka pun harus aktif dalam mengelola dan mengatur kegiatan
perekonomian masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku, nilai dan magasid
syariah. Demi menjaga etika dalam menjalankan aktifitas perekonomian baik demand
maupun supply. Dalam hal int disarankan anggota ahfud halli wal agdi vang terlibat
adalah orang yang mengetahui urusan perckonomian, sehingga dia'd_apat berijtihad
untuk mengatur kegitan perckonomian masyarakat yang lahir dari ide yang cemerlang
dan perspektif masa depan yang tepat, berangkat dari pengalaman masa lalu dan
perubahan masa kini. [tulah yang dinamakan ijtihad figih dalam masalah ekonomi
yang berdasarkan pada prinsip dan manhaj Islam dalam berijtihad dan melahirkan

sebuah hukum.

Yang harus juga menjadi perhatian asfu! halli wal aqdi ketika terlibat dalam
aktifitas perekonomian adalah keselarasannya dengan tuntunan nas/t al-Quran dan
Sunnah baik yang sifainya perintah, maupun larangan. Jika fidak selaras. maka
dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran syariat. Sisi pengawasan yang dilakukan oleh
ahiul halli wal aqdi atas dasar amar ma’ru{ dan nahi munkar, dan keterlibatan mereka
bukan berarti mendominasi. Semuanya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Mereka
memberi hak-hak dan kebebasan ckonomi setiap individu, namun tetap dalam koridor
maslahat. Karena tabiat ekonomi Islam adalah keseimbangan antara kcbebasan
individu dalam melakukan kegiatan ckonomi dan campur tangan pemerintah dalam
kehidupan perckonomian yang didasari oleh nilai-nilai keislaman dan hokum syariat.

{Oubakrim, 2007 dalam Al-Qaradhawit, 1t}

Pengaturan kegiatan perekonomian oleh pemerintah/akiul halli wal aqdi dapat

ditempuh dengan dua cara:
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a. Realisasi hukum-hukum yang diambil dari nash syar’i yang qoth’i yang
berkaitan dengan kegiatan perekonomian untuk mencegah masyarakat dari
transaksi ribawi, jual beli yang batil, dan menimbun barang dagangan dan
sebagainya.

b. ljtihad dalam suatu hukum dart pihak yang kompeten dalam bidang ekonomi
agar tidak ada kekosongan hukum dan tersusunnya undang-undang
perekonomian dalam bingkai maqasid syariah. (Oubakrim, 2007 dari Al-Sadr,
1977)

Khalil (1996) dalam Oubakrim (2007} mencatat bahwa campur tangan
pemerintah dalam perckonomian telah dicontohkan oleh Rasulullah dan khulafa
Rasyidin. Dahulu Rasulullah telah membagikan sebidang tanah yang awalnya milik
vahudi untuk para sahabat sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam. Abu Bakar
juga telah melakukan hal yang sama dalam hal memerangi masayarakat yang tidak
ingin membayar zakat, sebagaimana Umar bin Khatab yang tidak ingin membagikan
tanah rampasan perang kepada kaum muslimin, namun lebih memilih
memberlakukan khargj (pajak) atasnya dan menjadikan sebagai pemasukan bagi

baitul maal.

Begitulah peran pemerintah dalam aktifitas perekonomian pada masa sahabat
yang sclalu discsuaikan dengan teori-teort ekononmi dan maqashid syariah serta
fleksibilitas, agar manusia dapat berijtihad untuk mengembangkan hukum-hukum
pereokonomian yang sesuai dengan syariat dan perkembangan serta tuntutan jaman.
Scbagaimana para pengambil kebijakan dalam perekonomian juga harus memahami
kaidah-kaidah ushul fiqih yang telah disepakati oiech para ulama, agar maslahat tetap

terwujud dan sesuai dengan syariat [slam.

QOubakrim (2007) menyimpulkan bahwa Tahapan kebijakan perckonomian

vang harus ditempuh oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Menycediakan hal-hal yang bersifat sangat penting (dharurivvat)
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Menyediakan sarana-sarana yang dapat membantu mempermudah aktifitas
dalam kehidupan seperti fasilitas transportasi dan komunikasi yang memadai
(hajjivyat).

Menyediakan sarana-sarana yang sifatnya memperindah (tahsiniyyat). Hal ini
termasuk dalam kategori ekonomi pada taraf sejahtera, dengan catatan tetap
menjaga peraturan syariat dan proporsional dalam memanfaatkannya serta

tidak boros.

Ketiga poin di atas dikenal dalam sejarah ekonomi Islam dengan istilah “al-

mashlahah”. Realisasi atas ketiga teori maslahah tersebut dalam perekonomian,

menjadi sebuah sistem undang-undang prioritas kebijakan ckonomi dalam Islam.

Tahapan kebijakan di atas secara implemtatif dapat direalisasikan oleh pemerintah

pada aktifitas bertkut (Oubakrim (2007):

a,

Mengatur barang publik (public goods) dan mengelolanya pada sesuatu yang
produktif untuk kemaslahatan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi.
Hal im bisa dijadikan investasi untuk pemerintahan Islam agar dapat
meringankan beban masyarakat yang kurang mampu.

Berupaya untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat dharuri
dalam rangka memperkuat Negara Islam dan mengangkat citra Islam, yaitu
pengembangan ilmu pengetahuan dan tcknologi, agar Negara lain fidak
menguasai kaum muslimin dalam bidang tersebut, juga dalam bidang
perekonomian.

Menjamin kehidupan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka
serta berupaya untuk menyecjahtcrakan mercka schingga tidak terjadi
ketergantungan ckonomi pada Negara lain.

Memeclihara frame berprilaku dalam aktifitas pcrckonomian dengan amar
ma’ruf dan nahi mungkar demi menghilangkan praktek curang dalam jual

beli, penimbunan barang dan permainan harga dan scbagainya.
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2.2.2.4 Institusi Keuangan Publik Islam

Marthon (2004:95) mencatat bahwa Umar bin Khathab merupakan konseptor pertama
dalam pembentukan baitul mal sebagai institusi penyimpanan dan pengalokasian
harta kekayaan kaum muslimin, dalam pengertian yang luas. Sebelumnya pada akhir
kekhilafahan Abu Bakar ra. harta yang dimiliki kaum muslimin sangat melimpah,
keadaan itu mendorong Abu Bakar menjadikan rumahnya sebagai tempat
pecngumpulan dan penyimpanan harta Negara, yang kemudian dialokasikan kepada

orang yang berhak menerimanya.

Baitul maal adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau
pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Mus!im. Setiap harta yang menjadi kaum
Muslim, sementara pemiliknya tidak jelas, merupakan hak baitul mal, bahkan yang
pemiliknya jelas sekalipun. Apabila harta telah diambil, dengan pengambilan
tersebut, maka harta itu telah menjadi hak baitul mal; baik dimasukkan ke dalam
kasnya ataupun tidak. Sebab baitul mal mencerminkan scbuah pos, bukan tempat.
(An-Nabhani, 2009:253)

An-Nabhani (2009:255) mencatat bahwa pengeluaran baitul mal ditetapkan
berdasarkan enam kaidah:
Pertama: harta zakat menjadi kas baitul mal. wajib dibagikan kepada delapan
golongan (ashnaf) yang disebutkan dalam al-Quran, hal itu dilakukan jika harta zakat
tersedia dalam baitul mal. Jika tidak, maka pemerintah tidak wajib untuk
mengalokasikannya dengan cara apapun. Baik dengan hutang ataupu mengambil dari
pos lain.
Kedua: Baitul maal sebagai pihak yang bertanggung jawab mengatasi kekurangan
finansial fakir miskin, ibnu sabil dan lainnya, serta menutupi keperluan jihad.
Ketiga: Buitul maal adalah pihak yang berkewajiban memberikan gaji kepada orang-
orang yang yang telah berjasa kepada negara, seperti tentara, hakim, guru dan

lainnya.
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Keempat: Baiful maal berkewajiban untuk menyediakan fasilitas umum yang
keberadaannya diperlukan oleh rakyat, seperti rumah sakit, jalan, sekolah dan
lainnya.

Kelima: pembelanjaan Baitul maal harus didasari manfaat dan maslahat.

Keenam: Baitul maal bertanggung jawab jika terjadi musibah, krisis dan lainnya yang

menyebabkan rakyat mengalami kesulitan ekonomi.

Selain itu pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, telah didirikan lembaga
keuangan pertama yang disebut diwan. la merupakan sebuah kantor yang ditnjukan
untuk mengurusi pembayaran tunjangan-lunjangan angkatan bersenjata dan pensiun

serta tunjangan lainnya dalam basis yang reguler dan tepat. (Misanam, 2008:492)

Dalam sejarah tercatat bahwa Khulafa Rasyidin menjadikan institusi Baitul
maal sebagai amanat dari Allah untuk kaum muslimin, Mereka tidak menggunakan
institusi tersebut untuk kepentingan pribadi, mereka juga membedakan antara jabatan
khalifah dan raja. Jika scoarang raja bisa mengumpulkan pajak dari rakyatnya
kemudian menggunakan pajak tersebut semaunya, maka tidak demikian bagi
khalifah, ia akan mendistribusikan pajak itu sesuai aturan syariah yang berlaku.
(Oubakrim, 2007 dari Al-Maududi, 1994)

Suatu ketika Umar bin Khatab bertanya kepada Salman Al-farisi: Apakah aku
seorang raja atau khalifah?, Salman langsung menjawab: “jika  engkau
mengumpulkan pajak satu dirtham kurang atau lebih dari masyarakat lalu kau
distribusikan itu bukan kepada yang berhak, maka kau adalah seorang raja. Masih
riwayat dari Umar bahwa beliau berkata: Demi Alah, aku tidak tahu apakah aku
scorang raja atau khalifah. Jika aku seorang raja, maka ini adalah perkara besar.
Seseorang berkata kepadanya: “wahai Amirul mukminin, sesungguhnya antara
keduanya ada perbedaan”. Umar berkata: “apa itu”?, orang tersebut menjawab:
“scsungguhnya seorang khalifah tidak mengambil harta kecuali dengan benar, dan

tidak mendistribusikannya pula kecuali dengan benar, Maka athamdulillah, kau sudah
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melakukan itu, namun seorang raja menzalimi manusia, dia mengambil harta

semaunya dan membagikan juga semaunya.

Dari kisah di atas jelas bahwa dalam hal keuangan publik, seorang pemimpin
tidak memilki kekuasaan penuh, ia bagaikan seorang pegawai dan penjaga. Umar bin
khatab pernah berkata: “wahai sekalian manusia, scsungguhnya scorang pemimpin
tidak boleh ditaati dalam kemaksiatan, hak kalian atasku ada beberapa macam, aku
akan sebutkan satu persatu: aku tidak akan mengambil pajak dari kharaj kalian dan
harta fai yang kalian miliki. Namun jika ada harta yang masuk kepadaku, maka aku
tidak akan memiarkannya keluar kecuali dengan benar. Kegigihan Umar dalam
menjaga hak-hak kekayaan Negara sangat dikenal dalam sejarah. Seperti kisah
menantu  Umar yang datang meminta sesuatu dari baitul mal, lalu umar
membentaknya sambil berkata: “apakah kau menginginkan agar aku menjadi

pemimpin yang berkhianat?. (Oubakrim, 2007)
2.2.2.5 Instrumen Keuangan Publik Islam

Institusi kevangan Islam sudah mengalami perkembangan semenjak hijrahnya Nabi
Muhammad SAW dan para sahabai ke Madinah. Ketentuan sunmber dana pun telah
ditetapkan. Di antara sumber dan yang disebutkan olch Marthon (2004:96) adalah
sebagai berikut:

2.2.2.5.1 Zakat

Allah telah mewajibkan zakat dengan substansi yang lerkandung di dalamnya berupa
kepedulian sosial sebenamya dimulai dari periode Makkah. Walaupun tentunya saat
itu belum diistilahkan dengan zakat, namun dari ayat-ayat yang diturunkan pada
" periode Makkah menjelaskan bahwa sejak dari awal munculnya, Islam sangat
menekankan tentang kepedulian sosial. Qaradhawi (1973:57) menyimpulkan hal ini
dengan sangat sistematis, adakalanya Quran merumuskannya dengan kata-kata
“memberi makan orang-orang miskin, seperti yang tertulis jelas dalam surat al-

Muddatsir yang diturunkan di Makkah. Firman Allah:

Universitas Indenesia

Keuangan publik..., Ahmad Muti, Psacasarjana Ul, 2010



43

. o a e - P -

Le=g ol OSmadl oald B 203 By tlaadl 7 0B Al T8 33 Al 3 asenll U
(B oV A3n LIS LSS () ooy 0 Jo %

Artinya: “sefiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya, kecuali orang-orang
di sebelah kanan, mereka barada di taman-taman surga saling bertanya tentang
orang-ordrég durjana, “apakah sebabnya kamu diceblos ke dalam neraka? " mereka
menjawab, “kami bukan golongan orang yang shalat, dan kami tiada memeberi
makan orang yang miskin. Kami asyik membicarakan kebatilan dengan orang yang
berbuat kebatilan itw, dan kami mendustakan hari pembalasan.” (QS Al-
Muddatstsir:38-46)

Tidak cukup hanya dengan memberi makan, kadangkala Al- Quran juga
merumuskannya dengan kata-kata menyuruh, mendorong dan menganjurkan
memeberi makan. Seperti dalam surat al-Haaqah, Allah ta’ala mengancam orang-
orang yang tidak menganjurkan member makan kepada orang-orang miskin dengan

siksaan yang pedih. Firman Allah:

1

x
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Artinya: “Tangkap dan borgol mereka, kemudian lemparkan ke dalam api neraka
yang menyala-nyala, dan belit dengan rantai tujuh puluh hasta! Mengapa mereka
difndkum dan disiksua secara terang-terangan itu? Oleh karena mereka ingkar kepada -
Allah Yang Maha Besar dan tidak menyurnth memberi makan orang-orang

miskin.” (al-Hagqgoh; 30-34)
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Barulah setelah hijrah ke Madinah, Allah mewajibkan zakat dengan istilah
syar’i dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Zakat ditinjau dari
segi bahasa, merupakan kata dasar dari zake yang memiliki arti berkah, tumbuh
bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu

zaka berarti orang itu baik (Qordhowi, 1973:34).

Menurut Al-Bahuti (1991:164) zakat menurut bahasa berarti bertumbuh dan
bertambah, dikatakan: tumbuhan itu zaka jika ia tumbuh dan bertambah, bisa juga
diartikan sebagai pujian, suci dan baik. Dan harta yang dikeluarkan dinamakan zakat
karena yang mencrima bertambah hartanya. Sedangkan menurut tinjauan syariah,
zakat adalah hak yang wajib pada setiap harta yang khusus untuk kelompok tertentu
dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan bisa
dalam bentuk hewan ternak, benda berharga yang berasal dari perut bumi atau barang

perniagaan.

Adapun syarat-syaratnya seperti dituliskan dalam buku Ahkamul ibadat
Fittasyri al-Isalmi yang ditulis oleh Dalul (2006: 124-125) sebagai berikut:

1. Merdeka, dengan begitu zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya karena
ia tidak memiliki harta.

2. lIslam, maka orang kafir ttdak wajib mengeluarkan zakat begitu pula orang
murtad (keluar dari Islam), jika ia masuk Islam maka tidak diwajibkan
qadha.

3. Nishab, walaupun hartanya milik secrang anak kecil atau orang gila,
karena hadits dan perkataan sahabat tidak merinct hal tersebut. Jika tidak
sampai nishab maka tidak diwajibkan zakat kecuali harta karun (rikaz),
untuk harta jenis ini tidak disyaratkan nishab.

4. Kepemilikan sempurna, jika seseorang memiliki harta, namun ia
merupakan kepemilikan bersama dalam arti masih ada hak orang lain

dalam harta itu, maka tidak diwajibkan zakat.
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5. Haul, artinya bahwa harta tersebut telah berada di tangan pemilik tidak
kurang dari satu tahun hijriyah, seperti dalam hadits yang diriwayatkan

oleh Aisyah ra:
(ale o oh g ) Jaaliade dﬁuﬁ;&n“,ﬁﬂs‘jy
Artinya: Tidak diwaj :'bkaﬁ zakat pada harta sampai mencapai haul (HR Ibnu Majah).

Mengenai hal ini Qaradhawi (1973:161) menjelaskan bahwa hikmah
diberfakukannya syarat ini, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qudamah bahwa harta
tersebut agar memiliki potensi untuk berkembang, sebagai contoh hewan ternak yang
memilki potensi untuk melahirkan anak dan mengeluarkan susu, sama halnya dengan
barang dagangan, jika menunggu satu tahun akan lebih menghasilkan laba yang lebih

banyak, dan tentu memtliki manfaat yang lebih banyak pula.

Syarat ini tidak berlaku bagi hasil panen, seperti padi, gandum atau buah-

buahan, karena Allah memerintahkan agar zakat tersebut langsung dikeluarkan jika

tclah tiba masa panen. Firman Allah: ' ;a_:L.I:_;-);;.-L?:.;t,Elzj

Artinya: “‘dan tunaikaniah haknya di hari memetik hasilnya” (0S Al-An’am: 141)

Syarat ini juga tidak berlaku bagi hasil hewan ternak dan laba perdagangan,
dengan demikian harta dari hasil keuntungan jual beli jika telah sampai nishab wajib
dikeluarkan zakatnya, karena hau/ jenis harta tersebut dihitung dari modal awal yang

dikeluarkan.

Zakat tidak diwajibkan atas orang yang memiliki hutang, seperti dijelaskan al
Bahuti (1991:166). Jika hutang terscbut menghabiskan atau mengurangi nishab yang
telah ditentukan, sebagaimana Qaradhawi mencatat dalam Fikih Zakat (1973:155).

Di samping itu dalul (2006:126) juga mensyaratkan adanya niat dalam hati
untuk melaksanakan zakat, jika tidak disertai niat, maka zakatnya tidak sah. Maksud

niat di sini adalah bahwa seorang muzakki harus meniatkan dalam hatinya bahwa
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harta yang dikeluarkan adalah zakat yang diwajibkan, jika niatnya adalah sedekah,

maka kewajiban zakat tidak hilang.

Dalam kaitannya dengan kevangan publik Islam, Nasution (2006:207)
mencatat bahwa zakat memiliki tujuan utama menciptakan distribusi pendapatan
menjadi lebih merata, selain untuk tujuan distribusi, analisis kebijakan fiskal dalam
system ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat
terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilitas kegiatan ekonomi.
Ianya saja dewasa ini, dunia Islam kehilangan semangat keagamaan (spirit
religiositas) dalam system ketatanegaraannya, yang berkembang justru semangat

paham sekularisme dan materialisme yang mendorong dekadensi moral.

Nuruddin (2009) mencaiat ada beberapa alasan yang menjadikan zakat
scbagai instrument keuangan publik dan perlu campur tangan pemerintah di

dalamnya:

Pertama: zakat bukanlah bentuk kedermawanan biaéa, ia merupakan suatu kewajiban
vang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim dengan keriteria yang telah disebutkan
di atas. Sementara infak, shodaqoh dan bentuk kedermawanan lainnya adalah sunnah.
Karena zakat hukumnya wajib, maka pemerintah berhak memaksa orang kaya yang
memenuhi syarat tidak membayar zakat. Hal ini pemah dilakukan olch Abu Bakar
Shiddiq ketika memerangi sekelompok orang yang enggan membayar zakat, karena
mereka menganggap bahwa zakat hanya diwajibkan pada zaman Nabi Muhammad

SAW dan menjadi pendapatan pribadi beliau SAW.

Kedua: Potensi zakat yang dikumpulkan sangat besar. Nasution (2006:213) menulis
bahwa untuk potensi zakat profesi di Indonesia saja bisa mencapai 12,3 Triliun, data
tersebut berdasarkan tahun 2004. Belum lagi jika digabung dengan bentuk filantropi
lainnya. Pusat bahasa dan budaya UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2005
mengungkapkan jumlah potensi filantropi di Indonesia mencapai 19,3 triliun. Jika
dibandingkan dengan APBN 2004, potensi di atas sungguh sangat luar biasa.

Pembiayaan yang digunakan untuk pembangunan pada subsector kesejahteraan sosial
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hanya sebesar 1,7 triliunm, dan subsector kesehatan hanya sebesar 5,3 triliun. Maka
dengan potensi zakat profesi 12,3 triliun atau keseluruhan filantropi 19,3 triliun akan
sangat banyak bermanfaat, dengan cacatan masih dalam batas golongan (ashnaf) yang

delapan.

Ketiga: Zakat turut membantu pencapaian target pembangunan nasional. Dana zakat
yang terkumpul bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika
zakat dapat terkelola dengan baik, lalu didistribusikan dengan baik pula dan sesuai
dengan syariat Islam, maka tidak mustahil zakat akan menjadi instrument kebijakan

fiscal yang dapat membantu pencapaian kesejahteraan dan pembangunan nasional.

2.2.2.52 Jizyah

Secara Literasi jizyah berasal dari kata juza yang artinya imbalan, secara aturan
syariat jizyah dapat diartikan sejumlah harta yang diwajibkan atas kafir dzimmi yaitu
orang yang masuk dalam lindungan dan kekuasaan kaum muslimin. la menjadi
imbalan atas perlindungan yang diberikan pemerintahan Islam kepada kafir dzimmi,
}ika mereka sepakat maka terbebas mereka dapat hidup bersama dengan kaum
Muslimin (lbnu  Nujaim, #:5:119). Mengenai disyariatkannya jizyah, Allah

menyatakan dalam surat at-Taubah ayat 29:

- £ - g, T , - _.
o555 23 Yy el
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Artinya: “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari
kemudian, mereka yang tidak mengaharamkan apa yang telah diharankan Allah dan
Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragamu dengan agama yang benar (agamu
Allah), yaituforang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar
Jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”
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Abdul Barr (2000:241) menyatakan bahwa dalam hadist Rasulullah SAW juga
telah dinyatakan dalam riwayat lmam Bukhori dan Turmudzi dari Abdurrahman bin
Auf bahwa Nabi SAW telah mengambil jizyah dari majusi suku hajar. Dalam riwayat
tersendiri Imam Malik dalam al-Mwwattha’ juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW
mengambil jizyah dari majusi Bahrain, demikian juga Umar mengambilnya dari

Persia, Utsman juga melakukan hal yang sama terhadap kaum barbar.

Mengenai hikmah disyariatkan jizya# ini, Sayytd Sabiq (1990) menulis bahwa
Aliah mewajibkan jizyah atas orang-orang kafir ialah sebagai pengganti kewajiban
zakat atas kaum muslimin, agar terjadi keseimbangan antara dua kelompok tersebut.
Karena kaum muslimin dan kaum kafir dzimmi berada dalam bendera yang sama,
memiliki hak yang sama sebagai warga Negara, dapat memanfaatkan perangkat dan
fasilitas negara secara adil. Oleh karenanya Allah mewajibkan jizyah atas kaum kafir
scbagat imbalan perlindungan yang dibertkan oleh Negara Islam kepada mereka. Jika
mercka telah membayar jizyah, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah Islam untuk
menjaga dan melindungi mereka (orang-orang kafir) dari segala yang membahayakan

mereka.

Menurut Malik dalam Abdul Barr (2000:242) jizyah dipungut dari semua jenis
orang kafir, baik dari golongan ahli kitab, majusi atau lainnya tanpa memandang
apakah dari golongan arab atau non arab. Hal tersebut berdasarkan dalil yang telah
disebutkan di atas. Tentang hal ini lbnul Qoyyim juga menyatakan dalam Sabiq
(1990): “karena majusi adalah golongan syirik yang tidak memiliki pedoman kitab,
maka pengambilan jizyah dari mereka adalah bukti bahwa ia dipungut dari selurub
golongan musyrikin. Adapun Nabi SAW tidak mengambilnya dari orang arab
penyembah berhala, karcna mereka masuk Islam sebelum turun ayat jizyah,
serentara ayat tersebut turun setelah perang tabuk, dan Rasulullah sudah tidak lagi

berperang dengan orang arab, sebab mereka semuanya telah memeluk Islam™.

Jizyah tidak begitu saja diwajibkan kepada semua golongan orang-orang

musyrik. Ada ketentuan yang diberlakukan, tidak seperti pajak/upeti yang diwajibkan
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oleh imperium Romawi yang dengan sewenang-wenang memberlakukan pajak
kepada semua lapisan masyarakat. Dalam Islam ada syarat-syarat yang harus
dipenunhi, jika terpenuhi, maka kemudian pemerintah mengambil jizyah dari mereka.
An-Namiri {1387 H: 2:132) menulis dalam bukunya At-Tamhid, adalah sebagai
berikut: Laki-laki, sudah usia baligh, berakal dan merdeka. Cara pemungutannya pun
harus dengan kasih sayang dan rasa adil. Dengan syarat-syarat tersebut maka jizyah
tidak diwajibkan atas wanita, anak-anak, hamba sahaya dan orang gila. Jizyah juga
tidak diwajibkan atas orang miskin, dan orang yang tidak memiliki kemampuan
bekerja , juga tidak atas orang buta, pensiun dan sudah tua renta dan kafir dzimmi

yang masuk Islam.

fbnu Qudamah (w.630 H:578-579)} mencatat bahwa jizyah juga memiliki
ukuran tertentu, dan ukuran itu sangat rasional, yaitu sebesar | dinar. Seperti yang
diriwayatkan oleh ashabussunan dari Mu’adz bin Jabal, bahwa Nabi SAW ketika
mengutusnya ke Yaman, beliau memrintahkannya untuk mengambil dari setiap orang
kafir (dengan kriteria di atas) sebesar 1 dinar. Kemudian pada masa Umar bin Khatab,
ukuran ini ditambahkan menjadi 4 dinar bagi yang memiliki banyak emas, dan 40
dirham bagi yang memiliki banyak perak per tahun. ljtihad Umar tersebut karena
beliau mengetahui bahwa penduduk Syam adalah penduduk yang kaya harta,
sedangkan penduduk Yaman adalah penduduk miskin. Dari perbedaan ini Abu
Hanifah berpendapat bahwa bagi orang kaya ukuran yang wajib adalah 48 dirham,
bagi golongan menengah sebesar 24 dirham, dan bagi yang miskin sebesar 12 dirham.
Sementara Imam Syafi’i dan Imam Malik berpendapat bahwa hal tersebut diserahkan
kepada kebijakan pemimpin Negara. Tetapi menurut Ibnu Qudamah pendapat Umar

layak dijadikan rujukan.

Dalam Al-Mughni, [bnu Qudamah (w.630 H:578-579) menjelaskan bahwa
tambahan jizyah dalam bentuk suguhan atau jamuan untuk kaum muslimin
diperbolehkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dart Ahnaf bin Qais
bahwasanya Umar mensyaratkan kepada kaum musyrikin (selain jizyah) memberikan

jamuan sehari semalam, dan agar merenovasi jembatan. Dalam riwayat yang lain,
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Nabi Muhammad SAW juga pernah meminta jamuan kepada kaum nasrani suku

Ailah selama tiga hari.

Walaupun demikian, ahli dzimmah yang membaya;' Jizvah tetap harus
diperlaknkan dengan lemah lembut dan tidak memberatkan mereka di luar
kemampuan, sebagaimana Rasulullah mewasiatkan hal itu sebelum beltau meninggal
agar menjaga dan memelihara ahli dzimmah. Bahkan Rasuiullah pernah menyatakan
dalam sebuah hadits : “barang siapa yang menzalimi kaum mu'ahad (dzimmi) atau

memberatkan mereka di luar kemampuan, maka akulah lawannya.” (Sabiq, 1990)
2.2.2.5.3 Usyur

Usyur secara literasi adalah bentuk jamak dari wusyr yaitu sepersepuluh (1/10). Orang

yang ditugaskan oleh kepala negara untuk mengurusi masalah ini disebut Asyir.

Dalam Istilah Figih, disebutkan dalam farawa igisihadivah (tt: 91) bahwa
usyur ada dua macam: pertama: usyur zakat pertanian, kedua: pajak yang diwajibkan
atas pedagang orang kafir yang melewati wilayah Islam. Usyur merupakan jenis
pemasukan Negara yang dihasilkan dari perdagangan internasional. Kebijakan int
lahir dan digagas pertama Kkali oleh Umar bin Khatab. Al-haritsi (2006:570)
mendifinisikan usyur sebagai harta yang diambil oleh petugas Negara dari para

pedagang yang melintasi wilayah kekuasaan Islam.

Usyur merupakan bentuk ijtihad Umar bin Khatab di hadapan para sahabat,
dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyanggahnya, sehingga dapat digolongkan
menjadi sebuah konsensus (1jma’) para sahabat. Sebagaimana dinyatakan oleh Abdul
Fattah (1985:1) bahwa Umar adalah yang pertama kali yang mencetuskan aturan

usyur dalam Isfam.

Dari beberapa riwayat yang dicatat oleh Al-Haritsi (2006:570) pengambilan
usyur dibedakan atas tiga kelompok, yaitu kaum Muslim, kafir dzimmi dan kafir
harbi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Hudhair, “bahwa Umar bin al-

khatab mengutusnya dalam masalah usyur ke Irak dan Syam, dan memerintahkannya
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untuk mengambil 2,5% dari kaum Mushimin, 5% dari kafir dzimmi, 10 %dari kafir

harbi.

Namun dalam riwayat berikutnya, Ziyad bin hudhair berkata kepada Umar:
“kami dahulu tidak mengambil wsyur dari seorang muslim ataupun kafir dzimmi,”
Umar berkata: “lalu siapa yang kamu ambil wsywrnya?”. la menjawab, “para
pedagang dari kalangan ahlul harbi, sebagaimana mereka mengambil usyur dari kami
jika kami datang ke negeri mereka. Dalam riwayat lain Ziyad berkata: “ dan dia
(Umar bin Khatab) melarangku untuk mengambil usyur dari seorang Muslim atau
kafir dzimmi yang menyerahkan kharaj.” Dengan demikian maka tidak ada usyur

yang diambil dari kaum muslim maupun kafir dzimmi.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Imam Al-Munawi (1988:727), beliau
menyatakan bahwa tidak ada wsyur bagi kaum Muslimin. Yang diwajibkan hanya
usyur zakat pertanian (jika irigasinya dari air hujan/tidak butuh biaya). Sedangkan
kafir harbi, para ahli fikih sepakat (berijma’) tentang diperbolehkannya pengambilan
usyur dart mereka. Baik mereka masuk membawa barang dagangan atau pun keluar
dengan barang dagangan. Sebagaimana As-Sa’ati (1t:243) juga menguatkan pendapat
ini bahwa dalam suatu riwayat Nabi SAW mengatakan bahwa tidak ada wsywr bagi

kaum Muslimin, namun hanya diwajibkan bagi kaum Yahudi dan Nasrani.

Jumiah usyur, hukum asalnya adalah 10%, hal ini karena sepadan dengan apa
yang orang kafir harbi ambil dari kaum muslimin, jika melintasi daerah mereka.
Namun adakalanya diserahkan kebijakannya kepada pemerintah, karena Umar bin
Khatab pun dalam menentukan jumlah wsyur melihat dari beberapa kondisi, di
antaranya adalah jika barang dagangan tersebut langka maka dan kebutuhan kaum
mustimin kepadanya besar, maka Umar menurunkan prenstasinya menjadi 5%,
namun jika barang tersebut banyak dibutuhkan, maka wspirmya menjadi 10%.
Kondisi lainnya adalah dilihat dari masa menetapnya para pedagang, jika mcnetap
dalam waktu 6 bulan maka usyur yang diambil adalah 10%, dan jika tinggal selama

satu tahun usyur yang diambil sebesar 5%. Juga dilihat dari perlaknan kafir harbi
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terhadap kaum muslim jika melintasi daerah mereka, jika mereka mengambil 10%

maka kaum muslim juga mengambilnya 10%, begitu seterusnya. Maka dalam hal ini,

kebijakan usyur lebih diserahkan kepada #tihad pemerintah (Al-Haritsi, 2006:574-

577).

Usyur sebagai pendapatan publik, tentu memiliki dampak ekonomi yang dapat

diambil manfaatnya oleh pemerintahan Islam. Khususnya dalam merealisasikan

banyak tujuan dalam bidang perdagangan internasional. Dalam hal ini al-haritsi

(2006:579-584) memaparkan beberapa contoh dari dampak tersebut:

1.

Pembatasan barang impor yang masuk ke negara Islam. Kebijakan ini bias
direalisasikan dengan menaikkan jumlah usyur, jika barang tersebut kurang
bermanfaat untuk kaum muslimin. Tentu karena perdagangan internasional
terjadi dengan semua kalangan, kebijakan wusyur disamping menjadi
pemasukan negara, juga dapat menahan laju barang impor yang mungkin
dapat merusak moral kaum muslim. Di sisi lain juga dapat menyuburkan
produksi dalam negeri.

Sesuai keterangan yang tertera di atas, bahwa tidak ada wsyur bagi kaum
muslim yang meclakukan perdagangan. Hal ini dapat menumbuhkembangkan
perdagangan yang terjadi antar Negara Islam, dengan tidak adanya usyur,
maka pertukaran barang antar Negara Islam dapat dikembangkan. Dengan
demikian keuntungan besar dalam perdagangan lebih banyak dinikmati oleh
kaum muslimin.

Kebijakan Umar bin khatab dalam menetapkan prinsip muamalah sepadan
(muamalah bil amstal) dapat mengukuhkan kebijakan  perdagangan
internasional khususnya dengan non Muslim. Hal ini menjadi bukti bahwa
Negara Islam adalah Negara yang terbuka dengan interaksi perdagangan
internasional, tentu dengan rambu-rambu yang berlaku dalam syariat.
Hubungan ekonomi yang dibangun antar kedua negara Islam dan non Islam,
memberikan peluang kepada pemerintah Islam untuk memasukkan nilai-nilai

positif melalui perdagangan kepada pemerintah non Muslim. Disamping itu
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kaum muslim dapat mengambil pengalaman dari non muslim yang memiliki
perusahaan yang penmasaran produksinya mendominasi di Negara Islam. Hal
tersebut bias saja dilakukan untuk kemaslahan kaum muslim.

5. negara Istam dapat mengambil usyur dari barang impor yang berasal dari
negara non muslim, walaupun improrternya seorang muslim. Dengan catatan
tetap terealisasinya kemaslahatan bagi kaum muslimin secara umum.

6. Kebijakan uspur diberlakukan sekali dalam setahun. Hal ini merupakan suatu
keadilan dan dalam rangka menghindari pajak ganda yang sering terjadi.
Sehingga jika pajak vang diambil hanya sekali dalam setahun akan juga
berdampak kepada konsumen, sehingga pajak yang mereka tanggung tidak
besar.

7. Usyur dapat menjadi pendapatan negara yang signifikan. Apalagi pada masa
Umar bin Khatab, wilayah Islam sangat luas, angkatan bersenjata pun tambah
banyak, ditambah mercka vang jaga perbatasan, system jaminan social dan
lainnya, membutuhkan modal yang tidak scdikit. Usyur bisa turut andil dalam
hal ini.

22254 Ghanimah /Anfal (Rampasan Perang) dan fai’

Ghanimah menurut bahasa adalah diambil dari kata ol-ghunm yang artinya
keuntungan (ar-ribh). Dalam syariat Islam, Al-Bahuti (1991:239) menerangkan
bahwa ghanimah adalah harta yang diambil dan orang kafir harbi secara paksa
melalui peperangan atau pertempuran fisik. dan terdapat dalam tiga jenis, yaitu; harta

yang dapat dibawa, tawanan perang dan tanah.

Dalam istilah lain, rampasan perang juga disebut anfaal/, menurut Sabig
(1990:162) dalam Fighussunnah dinamakan demikian karcna ia menjadi tambahan
harta bagi kaum muslimin. Rampasan perang sebenarnya sudah menjadi kebiasaan
bangsa Arab, harta tersebut didapatkan oleh kelompok yang menang, kemudian
mendistribusikannya kepada para prajurit, dalam hal ini seorang panglima perang

mendapat bagian paling besar.
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Rampasan perang hanya dihalalkan bagi kaum Nabi Muhammad SAW, pada
periode sebelum diutusnya beliau, benda tersebut masih diharamkan. Lalu Alfah

mengahalalkannya dalam firman-Nya:
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Artinva: “Maka makanlah dari sebagian rampasan perang vang telah kamu ambil
itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyavang.”

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Huarairah yang
menegaskan bahwa harta rampasan perang hanya dihalalkan untuk wmat Nabi
Muhammad SAW.

U e 2a Al Jos 18

Artinya: “Dan rampasan perang tidak dihalalkan untuk sesorang pun dari umat yang

datang sebelum kita” (HR. Musiim}

Mengenai pertama kali diberlakukannya aturan pembagian rampasan perang,
telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa, pertama kali diberlakvukan dan
dijadikan pendapatan Negara yaitu ketika terjadi peperangan antara kaum musiimin
dan musyrikin Makkah pada tahun 17 Hijrivah di Badar. Lalu kaum muslimin
berbeda pendapat dalam masalah pembagiannya, kemudian Allah menurunkan surat
Al-anfaal yang memberi keterangan tentang pendistribusian harta rampasan perang.

Berdasarkan ayat 41 dalam surat al-Anfaal:
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Artinya: “dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai
rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim,
orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada
apa yang kami furunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furgan, yaitu pada
hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu”. (QS al-

Anful: 41}

Berdasarkan ayat tersebut. maka bagian yang menjadi pendapatan Negara
adalah sebesar /5 (Khumus). Jumlah tersebut didistribusikan untuk kerabat
Rasulullah, yatim dan orang-orang miskin. Sementara bagian Allah dan Rasul-Nya
didistribustkan untuk fakir miskin, perlengkapan militer, operasional jihad dan
kebutuhan lainnya yang bersifat umum. Menurut Sabiq (1990:163) disebutnya bagian
Allah dalam ayat tersebut, dimaksudkan untuk tabarruk (keberkahan).

Keterangan yang menyebutkan bahwa Rasulullah tidak mengambil bagian
dari rampasan perang adalah hadits riwayat Abu Daud dan Nasa'i dari Amr bin
Absah bahwa Rasulullah bersabda:

(el 3510 5t ol s )) S8 353 pa (geadlly (pualll V) o (Jha pSallit e A s ¥

Artinya: “Tidak dihalalkan bagiku harta rampasan perang kalian seperti ini kecuali
I5nya dan itupun dikembalikan yntuk (kemaslahatan) kalian. "(HR. Abu Daud dan

Nasa'i)
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Adapun bagian Rasulullah yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi
dan keluarga beliau menurut Sabiq (1990:164) adalah fai, sebagaimana Imam Muslim
merwayatkan dari Umar bahwa harta Bani Nadhir khusus menjadi milik Nabt
Muhammad SAW, maka beliau berhak memberikannya untuk keluarganya selama
sctahun, dan sclebihnya digunakan untuk membeli kuda dan senjata untuk jihad di

jalan Allah. Dalam al-Quran, Allah menjelaskan tentang fai’ di surat al-Haysr ayat 7:
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Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasuiNya
{dari harta bendu) yvang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah,
untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang
vang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang
Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan
apa yang dilarangnyva baginu, Maka tinggalkaniah. dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Amal keras hukumannya. " (Al-Hasyr:7)

Al-Maududi mengomentari ayat ini : “Ayat-ayat ini tidak sekedar
menerangkan tentang penuyaluran harta fai’ (rampasan tidak dengan peperangan)
saja, bahkan dengan jelas ayat ini juga menunjukkan Islam bukan dalam pembagian
fai’ saja, akan tetapi juga sistem perekonomiannya secara keseluruhan. Apa yang
dikandung oleh kalimat pendek “supaya ia tidak menjadi barang yang beredar di
antara orang-orang vang kaya di antara kamu”, ini merupakan batu fondasi sistem

perekonomian Islam. (al-Maududi, 2005:180)
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Sementara 4/5 sisanya didistribusikan kepada prajurit perang dengan syarat
laki-laki. merdeka, baligh dan berakal. Jika memenuhi syarat-syarat tersebut maka
berhak mendapat bagian, baik yang bersangkutan kuat maupun lemah, atau
membunuh maupun tidak. Bahkan prajurit yang diutus untuk keperluan mengawasi
dan memata-matai musuh pun mendapat bagian, tanpa harus ikut berperang. (Sabigq,
1990:165)

2.2.2.5.5 Kbharaj

Secara literasi kharaj memilki arti menyewa, atau upah. Allah berfirman:
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Artinya: “Atau kamu meminta upah kepada mercka?", maka upah dari Tuhanmu

adalah lebik baik, dan Dia adalah Pemberi rezki Yang Paling Bail”.

Kharaj menjadi sumber pendapatan Negara yang Abu Yusuf golongkan ke dalam
golongan fai, karena ia didapatkan tanpa pertempuran fisik (Basri, 2007) ia berupa
upah yang diberikan scbagai kompensasi dari pemanfaatan tanah pertanian atas tanah
lain yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan. Kharaj diberlakukan pertama kalinya
oleh Umar bin Khatab, ketika memperoleh kemenangan atas tanah irak. Beliau
berpendapat bahwa jika tanah tersebut dibagikan sebagaimana rampasan perang,
maka ia akan habis begitu saja, tanpa meninggalkan sisa untuk generasi mendatang,
Maka agar ia menjadi pendapatan Negara yang manfaalnya dapat dinikmati oleh
banyak orang, Umar berijtihad agar membiarkan tanah terscbui dan memungut

darinya pajak. (Abu Yusuf, 1979)

Kharaj hanya diwajibkan terhadap tanah yang layak dikenakan kharaj. Yaitu

berdasarkan dua jenis tanah menurut Ra’ana (1977:119):

}. Kharaj Proporsional atau sebanding yang berdasarkan pembagian hasil,
misalnya seperdua, sepertiga atau seperfima dari hasil dari hasil yang

diperoleh.
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2. Kharaj yang pasti yailu suatu pajak tertentu yang dibebankan dengan jumlah

yang jelas dan hasilnya natura.

Lebih jelas Marthon (2004) menyimpulkan bahwa ada tiga poin yang dapat
dipahami dari kharaj, yaitu:

1. Memberikan kebebasan kepada pemilik untuk memanfaatkan tanah yang ada

2. Sebagai persediaan pangan kaum muslimin. Dengan demikian tentara bisa
tetap berlatih untuk meningkatkan kekuatan dengan tidak menyibukkan diri
dengan penggarapan tanah

3. Proses pemerataan harta kckayaan agar tidak hanya dikuasail oleh segelintir

orang.

Definisi kharaj pada hakikatnya mengalami perbedaan di antara para ulama
seiarah dan figih, ada yang mengartikannya scbagai pendapatan khalifah secara
keseluruhan, ada juga yang memahaminya sebagai pendapatan khalifah dart sebagian
wilayah kekuasaanya. Sementara Abu  Yusul dalam bukunya Al-Kharay,
menggunakan istilah tersebut sebagai bentuk pajak tertentu yang dikenakan atas tanah
pertanian yang dinamakan tanash Aharaj yang diwakafkan kepada baitul maal dan
menjadi milik umat Islam seluruhnya (Abu Yusuf, 1979). Dalam bingkai definisi Abu
Yusuf tersebut, maka kharaj menjadi sebuah peraturan pokok dalam ekonomi islam,

khususnya dalam bidang pertanian, yang menjadi penghasiian sebuah Negara.

Rasulullah  sendiri, kettka memenangkan sebuah wilayah dengan
mengislamkan penduduknya tanpa pertempuran fisik, beliau membtarkan tanah yang
mereka miliki agar dipelihara oleh penduduknya, dan memungut pajak /10 (usyur)
dari panen yang dihasilkan, jika irigasinya tidak membutuhkan biaya, seperti air
hujan, maka pajaknya adalah setengahnya atau 1/20 dari hasil panen. Namun pada
kondisi beliau SAW memenangkan sebuah wilayah dengan berdamai, seperti vang
pernah beliau lakukan terhadap ahli kitab, maka tanah tersebut menjadi miliknya
scbagai pemimpin Negara dan agama, bukan sebagai pribadi. Berbeda halnya jika

wilayah vang dimenangkan dengan pertempuran fisik, sebagatmana yang terjadi
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terhadap tanah Khaibar dan Bani Quraidzah, maka stalus tanahnya sama seperti
rampasan perang dan baginya diberlakukan hukum yang sama dengannya, yaitu 4/5
untuk tantara, dan 1/5 sebagai pendapatan negara. Namun pada masa khalifah Umar
bin Khatab muncul ijtihad baru tentang kondisi yang terakhir, sebagaimana yang
telah dijelaskan di atas. (makalah Nasy’atul kharaj fil asril Islamiy, tanpa penulis,
2007:2)

2.2.3 Sejarah dan Latar Belakang Perpajakan Indonesia

Effendi (2006) dalam Rahayu (2010:12) mencatat bahwa sebelum kedatangan bangsa
Eropa, kerajaan seperti Mataram, Kediri, Majapahit dan Pajang sudah mengenal
bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pejabat
kerajaan yang ditugaskan memungut pajak, tidak digaji oleh kerajaan, oleh karenya
sering kali mercka menerapkan pajak secara berlebihan demi kepentingan pribadi
mereka. Bentuk pajak pada masa petumbuhan kerajaan-kerajaan Indonesia ialah upeti
yang berupa hasil bumi dan pajak perdagangan yang perscmbahkan kepada para
penguasa sekaligus sebagai bentuk penghormatar dan tunduk patuh kepada mereka.
{mbalan dari upeti itu, kerajaan memberi pelayanan keamanan dan jaminan

ketertiban.

Pajak yang dikumpulkan tersebut selain untuk kepentingan ekonomi daerah
atau kerajaan yang dominan juga untuk membiayal penyelenggaraan pemerintah dan
pertahanan militer kerajaan. Perubahan terjadi ketika penjajah Belanda datang ke
indonesia dengan mendirikan VOC, mereka menguasai wilavah perdagangan
Indonesia dengan mengganti sistem perpajakan berupa pajak usaha, pajak rumah, dan
pajak kepala kepada pedagang Cina dan pedagang lainnya, sclain itu VOC melakukan
monopoli perdagangan candu, garam pemetikan sarang burung dan lain-lain yang

dijualnya pada pahct-pahct yang biasanya dipegang oleh kapiten.

Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia dimulai dari pengenaan pajak
tanah (Land Rent) oleh pemcerintahan kolonial Inggris yang dipimpin oleh Thomas

Stanford Raffless pada abad 19 tepatnya tahun 1813 di pulai Jawa. Raffless
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menentukan pajak tersebut pada individu. la mengelompokkan tanah ke dalam dua
bagian, tanah kering dan tanah basah. Pemungutannya dilakukan satu tahun sekali
untuk sawah (tanah basah) dan tegalan (tanah kering. Dengan tiga macam sistem

pemungutan yang diadopsi dari India, yaitu:

Pertma: Sistem Zamindari atau Zamindarars yang berarti Landheer atau tuan tanah.
Dalam sistem ini para tuan tanah dikenakan pajak tanah dengan suatu jumlah yang
tetap. Pengenaan tarif pajak dengan suatu jumlah yang tetap dikenal dengan istilah

permanent setilement. Sistem int berlaku di Banggala dan di sekitar barat laut India.

Kedua: Sistern Pateedari yang disebut juga Mazawari, sebenarnya sistem int meniru
sistem pajak bumi pemerintahan Portugis di Goa. Sistem ini memberlakukan pajak
bumi kepada desa yang dianggap scbagai suatu kesatuan. Selanjutnya kebijakan
pengenaannya kepada penduduk diserahkan kepada kepala desa masing-masing.

Sistem juga berlaku di Punyab dan daerah barat laut India.

Ketiga: Sistem Rayatwari. la mengatur pemungutan pajak secara langsung kepada
para petani yang mengelola tanah berdasarkan pendapatan rata-rata dari tanah yang
diusahakan oleh masing-masing petani, sistem ini juga berlaku di Madras dan

Bombay. (Rahayu, 2010:13-14)

Tahun 1945-1951: pajak bumi yang berlaku dihapus di wilayah negara
Republik Indonesia dengan pusat pemerintahan di Yogyakarta, sedangkan di wilayah
federal pajak bumi masih berlaku. Selanjutnya dihapus secara keseluruhan pada tahun
1951 dan diganti dengan Undang-undang No.14 tahun 1951 , yaitu Pajak Penghasilan
atas Tanah Pertanian (PPTP}

Tahun 1951-1959: UU No.14 tahun 1951 melahirkan Jawatan Pendaftaran
dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia (P3TMI). Tugasnya iatlah melakukan
pendaftaran atas tanah-tanah milik adat yang terletak di wilavah Indonesia. Namun
karena P3TMI dianggap hanya mengurus pendaftaran tanah saja. maka namanva

diubah lagi menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI). Dengan
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tugas yang sama dan ditambah kewenanagan mengeluarkan Surat PEndaftaran

Sementara terhadap tanah milik yang sudah terdaftar.

Tahun 1959-1985: Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang
(PERPU) No.11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi telah ditetapkan menjadi
Undang-undang yaitu undang-undangNo.l tahun 1961. Selanjutnya nama jawatan
vang mengelola pajak Hasil Bumi dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi.
Kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Turan Negara PMPPU 1-1-3 29
November 1965, Direktorat Pajak Hasil Bumi diubah namanya menjadi Direktorat
Tuaran Pembangunan Daerah (DIT-IPEDA). Pengenaan Iuran Pembangunan Dacrah
dilakukan terhadap tanah-tanh di pedesaan , perkotaan, perhutanan, perkebunan dan

pertambangan.

Tahun 1985-1995: Berdasarkan Ketetapan MPR No 1I/MPR/1983 telah
diadakan Tax Reform yaitu pembaruan dan penggantian atas peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Tax Reform terscbut berlaku mulai tanggal |
Januari 1984. Dengan adanya fax reform, maka sistem perpajakan Indonesia berubah
Official Assesment menjadi Self Assesment. la juga melahirkan Undang-undang
No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yvang ditetapkan pada
tanggal 27 Desember 1985 dan mulai berlaku pada tanggal | Januari 1986. Dan pada
tanggal 9 November 1994, telah disahkan Undang-undang No.12 tahun 1994; tentang
perubahan atas Undang-undang No.12 Tahun 1985 tentang PBB yang mulai berlaku
pada tanggal 1 Januari 1995. (Rahayu, 2010:15)

2.3 Penclitian Tentang Al-Kharaj

Penelitian atau penelaahan tentang kitab Al-Kharaj Abu Yusuf, bukan [ah yang
pertama dilakukan. Sebelum penelitian ini dibuat, telah ada penclitian tentang
pemikiran Abu Yusuf dalam Al-Kharaj. di aniaranya ialah tesis yang ditulis oleh
Muhammad Nazori Majid yang berjudul “Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf, dan
relevansinya dengan kekiman™, Tesis lersebut kemudian dibukukan, Buku tersebut

sebenamya tidak secara spesifik menggali dan menclaah isi kitab Ai-Kharaj, namun
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berkaitan dengan keuangan publik, namun penelitian tersebut lebih memfokuskan
kepada pemikiran ekonomi dan metode Abu Yusuf dalam menulis kitab A/-Kharaj.
sehingga konsentrasi terhadap kebijakan keuangan publik yang meliputi penertmaan

dan belanja negara serta bagaimana penegelolaannya tidak terlalu mendalam.

Scbelumnya pemah juga ada penelitian tentang kitab Al-Kharaj di Timur
Tengah, yang ditulis oleh Muhammad Dhiyauddin Ar-Rais, judul bukunya adalah
“Al-Kharaj Wan-Nudzum al-Maliyyah Fil [slam"”, hanya sayangnya, penulis belum
menemukan buku tersebut, karena ditulis sudah sejak lama. Namun dari daftar isi,
yang penulis dapatkan dari internet, nampak penulis memang memfokuskan
penelitiannya pada penerimaan dan pengeluaran pemerintah perspektif Abu Yusuf,
namun dari judul yang tertulis, sepertinya penulis tidak mengaitkannya dengan

perkembangan kekinian mengenai keuangan publik.

Di antara penulis yang juga pemah menuliskan tentang pemikiran ekonomt
Abu Yusuf adalah Tkhwan Abidin Basri. Bahasan tentang pemikiran Abu Yusuf
menjadi salah satu judul bab dalam bukunya yang berjudul “Menguak Pemikiran
Ekonom Muslim Klasik”. Pembahasan mengenai pemikiran ekonomi Abu Yusuf
dalam buku tersebut cukup panjang lebar, namun tidak memfokuskan pada kebijakan
keuangan publik yang mencakup penerimaan dan pengeluaran, walaupun tema
tersebut juga dibahas oleh penulis. Yang menarik juga dalam buku tersebut jalah,
penulis selalu mengaitkan pemikiran Abu Yusuf dengan kondisi kontemporer,

schingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya.

Kemudian yang paling baru, buku yang ditulis oleh Euvis Amalia yang
berjudul “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam®. Salah satu yang dibahas adalah
pemikiran Abu Yusuf. Pemaparan mengenai pemikiran ckonomi Abu Yusuf dalam
buku terscbut, tidak terlalu detail, penulis hanya menggambarkan sekilas pemikiran

ekonomi Abu Yusuf dalam kevangan publik Islam.
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Judul Buku Penulis Perbedaan Dengan Penelitian Ini

Pemikiran Ekonomi Abu [ Nazori Madjid Tidak fokus kepada kebijakan

Yusuf, dan Relevansinya pengelolaan keuangan publik dan

dengan kekinian tidak mengaitkannya dengan APBN
R.I

Al-Kharaj Wan-Nudzum | Muhammad Tidak secara khusus mengaitkannya

al-Maliyyah Fil Islam Dhiya’uddin = Ar- | dengan APBN R.I

' Rais ,

Menguak Pemikiran | Ikhwan Abidin | Menggali kilasan pemikiran Abu

Ekonom Muslim Klasik | Basri Yusuf, tidak secara  khusus
membahas isi kitab Al-Kharaj dan
tidak mengaitkannya dengan APBN
R

Sejarah Pemikiran | Euis Amalia Membahas kilasan pemikiran Abu

Ekonomi lslam

Yusuf tidak secara khusus menggali
pemikiran pengelolaan  keuangan
publik dan tidak mengaitkannya
dengan APBN R.1
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang perkembangan keuangan publik dan kebijakannya
yang tertera dalam literatur klasik seorang ilmuan sekaligus ulama yang bernama Abu
Yusuf yang terkenal dengan kitabnya al-kharaj. Sesuai dengan masalah pokok yang
akan dibahas, dalam penelitian ini diawali dengan pemaparan tentang landasan teori
“mengenai keuangan publik, baik konvensional maupun Islam. Dilanjutkan dengan
pembahasan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
Berikutnya dilanjutkan dengan pemaparan hast! penelitian mengenai pembahasan
perkembangan keuangan publik dan kebijakannya serta instrument yang dipakai
dalam pengelolaan keuangan publik perspektif kitab Al-kharaj yang ditulis oleh
lama terkemuka Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim pada masa kekhalifahan Harun Ar-
Rasyid. Konsep keuangan Negara tersebut kemudian dijadikannya sebagai pedoman

pengelolaan keuangan publik pada masa itu.

Maka dari itu, untuk keperlvan penelitian iersebut, digunakan sumber
kepustakaan, baik yang bersumber dari data primer maupun skunder. Karena datanya
vang bersumber kepustakaan, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai studi
pustaka atau penelitian kepustakaan (/ibrary research) atau penelitian yang berbasis

data dokumenter (documentary research) atau analisis teks (¢ext analysis)

Karena penclitian ini berbasis data kepustakaan, maka fokus obyek penelitian
int berupa teks. Teks yang dimaksud dapat bersumber data primer seperti dokumen
yang berkenaan dengan kejadian itu, atau data sekunder seperti buku-buku yang
berisi tentang kebijakan dan pemtkiran Abu Yusuf dalam hal pengelolaan kerangan
publik.
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3.2 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan temuan kebijakan keuangan publik perspektif kitab A/-Khargj,
serta bagaimana perkembangannya dan instrumen kebijakan yang dipakai, maka

digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian Kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan
untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah,
swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, dan
lain-lain sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksankan demi

kesejahteraan bersama.

Dalam metode penelitian kualitatif ada beberapa teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,
karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Secara umum terdapat
empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi,

dan gabungan/iriangulasi.

Penelitian ini  menggunakan metode deskriptif dengan teknik studi
dokumenter atau analisis teks (fext analysis) dalam teknik pengumpulan datanya.
Sedangkan dokumen atau tcks yang akan dianalisa adalah tentang kebijakan
keuangan publik yang tertulis dalam buku Kklasik Al-Kharaj, karangan Abu Yusuf
Ya’qub bin lbrahim. Karena penelitian int dimungkinkan hanya dengan pengumpulan
data melalui studi dokumen atau pustaka atau analisis teks, maka ta tidak
menggunakan teknik pengumpulan data yang lainnya, seperti wawancara mendalam
alau observasi partisipatif.

Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu docere, yang berarti mengajar.
Pengertian dari kata dokumen ini menurut Louis Gottschalk (1986; 38) seringkali
digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu perfama, berarti sumber teriulis bagi
informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artcfak, peninggalan-

peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua
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diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian,
undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lcbih lanjut, Gottschalk menyatakan
bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap
proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat

tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis (Fuadz, 2009)

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen atau teks
peninggalan Abu Yusuf yang sudah dibukukan pada tahun 1979 M oleh penerbit
Daarul Ma'rifah Libanon. Pada awalnya, dokumen tersebut ditulis agar menjadi
pedoman keuangan Negara pada abad ke-dua Hijriyah tepatnya pada masa

kekhalifahan Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah.
3.3 Unit Analisis Penelitian

Unit analisis dalam penelitian tni adalah Kebijakan kevangan publik perspektif Abu

Yusul dalam A/-Kharaj, sementara sub unit analisisnya ada tiga:

I. Pendapatan negara Perspektif kitab Al-Kharaj (mawariduddaulah) yang

menjadi pedoman pemerintahan Islam

I~

Belanja nepara perspektif kitab Al-Kharaj (nafaqotuddaulah) yang juga
menjadi pedoman pemerintahan Islam
3. Relevansi keduanya dengan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara

Republik Indonesia.

Untuk lebih jelas, penulis gambarkan dalam bentuk tabel.
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Obyek penelitian

Keuangan Publik Islam

Unit analisis penelitian

Kebijakan keuangan publik Perspektif
Abu Yusuf dalam al-Kharaj

Sub unit analisis penelitian 1

Pendapatan Negara pada masa khalifah
Harun Ar-Rasyid yang terdapat dalam
kitab al-kharaj (mawariduddaulah).
Belanja Negara pada masa Harun Ar-
Rasyid

Sub unit Anaiisis penelitian [I

Relevansi belanja dan pendapatan negara
perspektif kitab Al-Kharaj Abu Yusuf
dengan keuangan publik kekinian di

Indonesia

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi dokumenter yang datanya bersumber

dari teks tulisan atau pustaka. Dengan demikian pengumpulan data dalam penclitian

ini menggunakan teknik library research, yaitu mencari dan menelaah scrta

nmenganalisa data dokumen sesuai dengan tahapan-tahapan analisis dalam studi

dokumenter.

Merujuk kepada judul penelitian ini, maka data primer yang akan dianalisa

dan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab 4/-Kharaj, tulisan Abu Yusuf Ya’qub bin lbrahim yang wafat pada

tahun 182 H. dokumen tersebut didapat pada tahun 1302 H di perpustakaan

Taimurivvah dan diterbitkan pada 1399 H/1979 oleh penerbit Daarulma’rifah

Libanon.
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Sementara data sekunder yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Al-Kharaj, tulisan Yahya bin Adam yang wafat pada tahun 303 H.

2. Al-Istikhraj Li ahkamil Kharaj, tulisan lbnu Rajab Al-Hanbali yang wafat
pada tahun 795 H.

3. Kitab Al-Bidayah Wannihayah, tulisan Abu Fida Ismail Ibnu Katsir.

4. Kitab Fighul muluk wa mifiahurraiaj al-murshad ala kitabil kharaj, tulisan
Abdul Aziz bin Muhammad Ar-rahabi.

5. Buku-buku mengenai pemikiran Abu Yusuf tentang al-maliyyah al-amman

(keuangan publik).

Karena sifatnya yang kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti berperan
sebagai instrumen Kunci, yang berperan sebagai alat pengumpul data dan analisis
datanya bersifat induktif. Karena penulis adalah instrumen kunci dalam penelitian ini,
maka untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, penulis melakukan beberapa
tahapan peagumpulan data sebagai berikut:

Pertama: mencari teks yang asli yang memuat kcebijakan keuangan publik yang ditulis
oleh Abu Yusuf .

Kedua: mengumpulkan data-data yang memuat kebijakan keuangan publik Islam baik
yang berasal dari teks asli (data primer) atau teks pendukung (data sekunder)

Ketiga: menelaah teks dari data yang telah dikumpulkan dan menganalisanya serta
mengkajinya (fext analysis) dengan penulis sebagai instrumen utamanya. Kemudian
menulis data-data yang berhubungan dengan tujuan penelitian

Keempat: menerjemahkan data dokumen yang berbahasa asing ke dalam bahasa
Indonesia dengan kosa kata yang sesuai dengan penelitian ini.

Kelima: mengklasifikasi data sesuai pertanyaan penelitian.
3.5  Alur Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisa yang digunakan adalah kajian teks (fext Analysis).
Kajian teks atau analysis text dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih

jauh tentang keuangan publik Islam perspektif kitab Ai-Kharaj Abu Yusuf karena
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teks yang akan dikaji merefleksikan realitas yang terjadi saat itu pada saat yang sama

ta menjadi alat konstruksi realita tersebut.

Analisis teks dapat didefinisikan sebagai studi interpretatil dan kritis

mengenai sebuah teks yang dapat menangkap proses konstruksi. Hal ini bertujuan

untuk mengungkap kekuatan teks sebagai wadah ist pikiran dan pengungkapan isi

pikiran manusia. Sedangkan tcks, dapat berupa tulisan, data visuval, audio atau apapun

yang digunakan manusia sebagai media komunikast (Poerwandari, 2008)

Untuk lebih jelasnya alur analisis data dalam penelitian ini dapat dijclaskan

sebagai berikut:

I
2.

Lad

5.
6.

Memulai penelitian atau analisis data berupa teks

Langkah pertama adalah dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan
dengan kebijakan keuangan publik pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid
khususnya dalam dokumen Al-Kharaj. Setelah itu sebelum melangkah ke
proses berikutnya terlebih dahulu dilakukan antisipasi data yaitu dengan
melakukan seleksi terhadap sumber data berdasarkan kerangka berpikir yang
konseptual, atau interpretasi teks untuk menjawab pertanyaan penelitian yang

telah dirumuskan.

. Proses berikutnya adalah mereduksi data yang diperoleh dari penclitian

pustaka. Karena jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci. Pada proses ini peneliti merangkum, mengambil data yang penting
tentang kebijakan keuwangan public yang diberlakukan pada masa itu sesuai
yang tercantum dalam data primer. Karena kitab Al-Kharaj tidak saja memuat
kebijakan keuangan publik dalam Islam, namun ada masalah lain yang juga

tertulis dalam dokumen tersebut, walaupun dalam jumiah yang sedikit.

. Proses selanjutnya adalah data display atau penyajian data. Proses ini bisa

dalam bentuk uraian singkat tentang data yang telah direduksi.
Proses berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

selesai
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BAB IV

KEUANGAN PUBLIK ISLAM MENURUT KITAB AL-KHARAJ ABU YUSUF
DAN RELEVANSINYA DENGAN APBN REPUBLIK INDONESIA

4.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam A/-Kharaj

Konsep dan pemikiran Abu Yusuf dalam A/-Kharaj, yang kemudian
diimpelementasikan sebagai sebuah kebijakan dalam pemerintahan Harun Ar-Rasyid
mengenai  pengelolaan keuangan publik dan pembangunan ekonomi secara
keseluruhan adalah merupakan suatu karya ilmiah yang pertama dalam sejarah Islam.
Walaupun kajian Abu Yusuf dalam A/-Kharaj bersifal kajian fikih, khususnya fikih
Hanafi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kajian tersebut memiliki aspek kajian

ekonomi dan keuangan dalam settap lini pembahasannya.

Dalam membahas mengenai beberapa permasalahan dalam A/-Kharaj, Abu
Yusuf memiliki satu landasan berfikir yang kemudian ia jadikan sebagai dasar dalam
mengambil keputusan, yaity landasan masiahah. Sebagai contoh hal ini tercermin
dalam kebijakannya mengenai kewajiban Baitul Mal membiayai proyek mfrastrukiur
berupa galian sungai dan perawatannya. Dalam hal ini, Abu Yusuf mendahulukan
maslahah baik untuk rakyat dengan tidak membebankan biaya perbaikan kepada
mereka, maupun bagi negara, karena dengannya akan mendatangkan keuntungan dan

menjadi sumber penerimaan dan investasi pemerintah.

Secara lebih sistematis, Al-Hunaidil (1406 H:136) menggambarkan metode
berfikir Abu Yusuf dalam menyusun kitab A/-Kharaj:

Pertama: Abu Yusuf memadukan antara dalil nagli (Al-Quran Dan Hadits) dan dalil
agli (logika), hal inilah yang membedakan kitabnya dengan kitab muridnya Yahya
bin Adam yang hanya menggunakan dalil nagli sebagai sumber pengambilan
keputusan. Dalam menggunakan dalil nagfi pun, Abu Yusuf merujuk kepada hadits-

hadits shahih.
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Kedua: merealisasikan prinsip kebebasan berfikir dan realistis dalam hampir setiap
halaman. Ia tak segan-segan mengkritisi Umar bin Khatab yang dikenal dengan
peletak dasar ijtihad, dalam mekanisme pemungutan kharaj dari sistem masahah
(menghitung luas tanah) kepada sistem mugasamah (membagi berdasarkan tanah
produktif). Yang demikian itu, ia lakukan atas dasat kemaslahatan umum dan

keadilan karena kondisi geografis dan demografis yang sudah berubah.

Al-Kharaj sebagai judul dari buku Abu Yusuf memiliki makna yang iebih luas
dari hanya sekedar sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Al-Kharaj bagi Abu
Yusuf memiliki arti khusus dan umum, dalam konteks judul, berarti yang beliau
maksud adalah Kharaj dengan arti umum, yaitu beberapa sumber penerimaan negara
yang mencakup ghanimah, jizyah, usyur perdagangan, dan sedekah. Hal ini diperkuat
oleh seorang ulama yang bernama Dr. Dhiyauddin Ar-Rais bahwa penggunaan kata
Al-Kharaj pada awalnya adalah untuk arti yang lebih umum, arti yang khusus dari
kata Al-Kharaj datang pada periode fugaha setelah Abu Yusuf. (Al-Hunaidil, 1406 H:
137)

Paling tidak, secara umum, kandungan Al-Kharaj, mencakup dua aspek

pemikiran ekonomi:

Pcrtama: Reformasi sistem keuangan dan ekonomi yang tercermin dalam tiga hal: (1)
restrukturisasi sistem masahah dengan sistem mugasamakb (Abu Yusuf, 1979:47-48),
sehingga dengan sistem yang baru ini bebarti merubah tatanan perekonomian dan
mendatangkan pencrimaan yang lebih banyak untuk negara dari sektor pertanian. (2)
merealisasikan aturan asyur untuk lahan gatah’i (tanah milik negara) dan tanah mati
(mawatul ardh). (3) reformasi menajemen pemungutan dan kcpegawaian pajak,
dengan menghilangkan aturan outsource (taghil) dalam pemungutan pajak dan

memberi kriteria yang sangat ketat untuk para pegawai pajak.

Kedua: peletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi, di antaranya ialah: (1) prinsip
keadilan dan obyektifitas. Abu Yusuf berpendapal bahwa keadtlan merupakan syarat

mutlak terwujudnya kesejahteraan dan dasar fondasi pembangunan ekonomi dan
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sebaliknya kezaliman akan menghancurkan suatu negara (Abu Yusuf, 1979). (2)
memelihara kepemilikan pribadi, salah satunya yang tercermin dalam pemikiran Abu
Yusuf terhadap pemanfaatan tanah mati untuk rakyat, agar dikelola dan diambil
manfaatnya untuk pengelola. (3) campur tangan pemerintah dalam berperan positif
membangun perckonomian, hal ini tercermin dalam arahan Abu Yusuf kepada Harun
Ar-Rasyid pada halaman pertama buku A/-Kharaj bahwa ia menasihati khalifah agar

dalam mengurusi urusan umat selalu menjaga katakwaan. (Abu Yusuf, 1979:3)

4.1.1 Penerimaan Negara (revenue) Menurut Abu Yusuf

“Islam adalah satu sistem yang menyeluruh serta merangkumi semua aspek
kehidupan. la adalah negara dan tanahair ataupun pemerintahan dan rakyat. Ia adalah
akhlak dan kekuatan ataupun rahmat dan keadilan. la adalah kebudayaan dan undang-
undang ataupun keilmuan dan kehakiman. la juga adalah materi dan harta benda
ataupun kena dan kekayaan. la adalah jihad dan dakwah ataupun ketenteraman dan
fikrah. Sebagaimana juga ia adalah akidah yang lurus dan lbadah yang benar,

semuanya sama.” (Al-Banna, 2008)

Itulah sekelumit ungkapan Hasan Al-Banna ketika mendifinisikan Islam. Hal
ini merupakan sesuatu yang baru dalam dunia Islam dalam menterjemahkan Islam
dalam kehidupan. Di mana saat itu pengaruh barat sangat dominan khususnya

terhadap pemerintahan Mesir yang dipimpin oleh Mustafa Kemal At-Taturk.

Islam sebagai agama yang syamil dan muiakamil memiliki sistem yang
terpadu, ia tidak hanya mengatur tata cara peribadétan saja, hamun ia juga mengatur
seluruh aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi dan politik. Untuk
keberlangsungan sebuah negara misalnya, Islam tclah mengatur pos-pos penerimaan
yang berhak diterima oleh negara. Bahkan penerimaan itu juga berfungsi untuk
menscjahterakan rakyat. Jika Jeremy Bentham seorang bapak negara kesejahteraan
(father of welfare state) pada abad ke-18 mengembangkan prinsip utilitarianisme
untuk menciptakan kebahagiaan ekstra bagi sebuah bangsa dengan memaksimalkan

peran sosial, maka Islam sebenarnya telah lebth dulu berbicara masalah tersebut.
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Sebut saja misalnya ayat tentang distribusi zakat, dalam surat at-Taubah ayat G0,

Allah berfirman:

7

ne 30l T 357 ,Leuj,..ujt;b t,u&_.ajl,a}auu_ewlmw

e

P
-
-

2 Ramd le B LR et Al 5

@

Artinya: “Sesungguhinyva zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang befhu!ang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang divajibkan
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut secara gamblang menjclaskan tentang fungsi sosial yang
dijalankan oleh Jslam jauh sebelum Jeremy Bentham berbicara masalah atility.
Menurut Basri (2008:46) dalam ekonomi politik I[slam pemimpin dan pejabat negara
dilarang terlibat dalam aktifitas perekonomtan, maka dari itu pengelolaan Bisnis
Pemerintah tidak boleh melibatkan penguasa atau pejabat negara dalam
penyelenggraannya. Abu Bakar Sidik; khalifah pertama dalam Islam pernah
diingatkan untuk tidak melakukan aktifitas perdagangan oleh para sahabat, lalu beliau
pun berhenti dari bisnisnya, dengan catatan Baitul Maal menambahkan gajinya
beberapa dirham. Hal ini dilakukan agar peran pemimpin dapat optimal dan berjalan

dengan batk, tanpa ada kepentingan pribadi yang mengganggu.

Dalam Al-Kharaj, Abu Yusuf menjelaskan pos-pos penerimaan negara secara
rinct namun tidak berurutan. Bahkan bcliau sendiri tidak memberi judul khusus
mengenai pos pencrimaan. Hanya saja dari judul yang beliau tulis, dapat dipahami
bahwa hal tersebut adalah bagian dari pendapatan negara. Pembahsan tentang pos-pos
penerimaan negara tersebut dapat ditemukan dalam beberapa halaman, dengan

pembagian sebagai berikut:
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Bagian pertama: Perpajakan dan ghonimah. Dengan rincian; rampasan perang
(ghonimah) ada di hal.amanIS, dan ia merupakan sumber penerimaan yang pertama
disebutkan termasuk ghonimah menurut Abu Yusuf adalah bidang kelautan dengan
segala kekayaan yang ada di dalamnya, belian jelaskan di halaman 70 dan 87 serta
peritambangan dan harta terpendam (rikaz). Berikutnya di halaman 23 Abu Yusuf
membahas tentang fai’ dan kharaj, sampai beberapa halaman berikutnya masih
menulis panjang lebar temtang pajak tanah atau pertanian. Sementara usyur
perdagangan, beliau menulisnya di halaman [32-137, adapun jizyah, walaupun
sempat disinggung di halaman awal (28) ketika beliau menjelaskan tentang apa yang
tclah berlaku di tanah Irak (mau ‘umila bihi fissawad), namun lebih rinci lagi, beliau

membahasnya di halaman 122-126.

Bagian kedua: Kepemilikan umum; kepemiltkan umum harus dikembalikan kepada
rakyat, baik berupa harta yang dibagikan langsung maupun berupa pelayanan negara
yang dibiayai dari penjualannya. Dalam hal ini, Abu Yusuf menjelaskan beberapa
bidang yang menjadi sumber pemasukan Negara. Di antaranya adalah; bidang sungai
dan perairan di halaman 91-97. Selain itu ada juga aset milik Negara yang menjadi
sumber pendapatan, di antaranya adalah: 1anah perianian yang sebelumnya di bawah
kekuasaan Persia (Qatha’i) di halaman 63, juga idle asset berupa tanah mati
{(Mwwatul ardh) yang tidak difungsikan dengan baik dan tanah milik pemerintah yang

disewakan, seperti yang Abt Yusuf jelaskan di halaman 88.

Bagian ketiga: Sedckah. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat.
walapun yang menjadi fokus 4/-Kharaj adalah masalah perpajakan, namun Abu
Yusuf berbicara cukup panjang lebar tentang sumber pendapatan ini. Meskipun beliau
hanya merinci satu jenis dalam pasal khusus yang membahas mengenai zakat, yaitu
zakat binatang ternak di halaman 76-79. Namun ada sumber pendapatan lain yang
distmpan dalam pos zakat, seperti zakat pertanian yang dijelaskan bersamaan dengan
penjelasan pajak pertanian (kharaj), zakat perdagangan bersamaan dengan usyur (bea

cukai).
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4.1.1.1 Bagian Perpajakan dan Ghonimah
4.1.1.1.1 Al-Kharaj

Pembahasan mengenai pajak kharaj dalam buku Al-Kharaj Abu Yusuf, menjadi
bahasan yang paling dominan, dari mulai restrukturisasi mekanisme pemungutannya
sampai dengan rinci beliau menjelaskan tentang manajemen pengelolaan pajak dan

kriteria orang yang layak dijadikan pegawai pajak.

Kharaj, menurut bahasa bermakna al-kara’ (sewa) dan al-ghullah (hasil).
Sedangkan menurut istilah adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum
Muslim dari kaum kafir. la merupakan hak yang dikenakan atas lahan tanah yang
telah dirampas dari kaum kafir, dengan cara perang maupun damai. Dan jika mercka

memeluk Islam, setelah penaklukan tersebut, maka status tanah mereka kharajiyyah
{wajib dipungut pajak}. (an-Nabhani, 2009:264).

Ibnu Rajab (w.795 H, 1979:8) mencatat bahwa #kharaj pertama kali
diberlakukan di Sawad Kufah Irak. Sebelum Islam berkuasa, wilayah ini memang
sudah menjadi ardh kharajiyvah (wilayah yang dipungut pajak pertanian) ketika

Persia masih berkuasa.

Kebijakan pemberlakuan iharaj oleh Abu Yusuf diambil dari kebijakan yang
telah diberlakukan pada masa Umar bin Khatab. Abu Yusuf menuliskan dalam al-

kharaj (Abu Yusuf, 1979:24.25)
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“Dan beberapa orang ulama telah memberitahuku, mercka berkata: ketika
sekelompok prajurit Irak dari pasukan Saad bin Abi Waqqos mendatangi Umar
bin Khatab yang sedang bermusyawarah dengan sahabat Nabi Muhammad yang
lain tentang pembentukan diwan (lembaga keuangan). Dan saat itu beliau masih
sependapat dengan Abu Bakar dalam hal pendistrbusian harta fai”. Ketika Irak
dikuasai, beliau kembali bermusyawarah tentang perbedaan kondisi, dan beliau
melihat itu adalah sebuah pendapat dan patut dikonsultasikan apakah yang lain
juga sependapat, lalu bermusyawarahlah beliau tentang pendistribusian tanah
yang menjadi fai’ bagi kaum muslimin tersebut. Sekelompok orang
berpendapat bahwa mereka menginginkan tanah tersebut dibagikan. Namun
Umar berkata: lalu bagaimana dengan orang-orang Islam yang datang setelah
generasi kita? Sementara mereka telah mendapati tanah sudah didistribusikan
dan diwariskan?. Ini bukanlah sebuah pendapat yang bagus. Jika tanah Irak dan
Syam dibagikan (kepada prajurit perang sebagai fai’) lalu apa yang dipakai
untuk menjaga perbatasan? Bagaimana pula dengan keturunan dan janda-janda

yang ada di negeri ini dan sekitar Irak dan Syam?”

Dari tulisan di atas terlihat bahwa ide kebijakan penarikan pajak tanah atau
pertanian dimulai dari Umar bin Khatab. Beliau lebih mengutamakan untuk tidak
membagikan tanah tersebut kepada kaum Muslimin, namun menjadikannya investasi
masa depan untuk keberlangsungan negara dan jaminan sosial. Yaitu dengan
membiarkan tanah tersebut dikelola oleh pemiliknya, sementara negara mengambil

pajak darinya. Beliau berkata lagi: (Abu Yusuf, 1979:25)

FEISY AP PEIVE PRI VR PR PR BEU S PRCEPE S ICH ) PG PICTIERG, R WE s L P

o 3m 00 oo oy By G Cprabendl
“Aku berpendapat untuk menahan tanah-tanah tersebut, dan aku akan
mewajibkan kharaj (pajak) atasnya, disamping mercka juga wajib membayar
Jjizyah (pajak kepala), lalu 1a akan menjadi harta fai’ bagi kaum muslimin: baik

yang ikut berperang, keturunan kita, maupun generasi mendatang”.
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Beberapa alasan Umar bin Khatab untuk tidak membagikan tanah Syam dan
Irak adalah bahwa wilayah negara Islam sudah sangat luas, dengan wilayah yang
luas, maka perbatasannya pun bertambah luas, perangkat negara pun bertambah
banyak. Oleh karenanya negara membutuhkan sejumlah dana untuk
menyelenggarakan semua itu. Jika tidak demikian, maka dari mana negara
membiayainya. Setelah alasan-alasan tersebut dijelaskan dengan gamblang oleh Umar
bin Khatab, kemudian sahabat yang lain pun mengikuti pendapatnya tersebut,
walaupun sebelumnya ada beberapa sahabat seperti Zubair bin Awwam dan Bilal bin
Rabah bersikeras agar tanah tersebut dibagikan sebagaimana Rasulullah SAW
membagikan tanah Kkhaibar. Namun pada akhirnya semua sahabat berijma’
(bersepakat) untuk tetap membiarkan tanah it dikelola oleh pemiliknya, dan
memungut kharaj darinya. (lihat Abu Yusuf, 1979:36)

Abu Yusuf mengutip riwayat tentang Umar bin Khatab dengan panjang lebar,
lalu di akhir tulisan beliau menyatakan bahwa, pendapat Umar bin Khatab merupakan
sebuah taufik dari Allah, juga pilihan terbaik bagi kaum musiimin, karena dengan
pajak, maka militer pun icbih bersemangat dan bertambah kuat untuk berjihad dan

menjaga pebatasan. (Ilihat Abu Yusuf, 1979:37).

Lalu apakah tanah fharai menjadi milik negara atau tetap milik penduduk
setempat?. lbnu Rajab (w.795, 1979:73) mencatat dalam al-istikhraj li ahkamil
kharaj bahwa jika tanah tersebut didapatkan oleh kaum Muslimin dengan cara
berdamai dan tidak dengan pertempuran fisik, maka tanah terscbut milik pemilik
aslinya dan dia berhak menggunakan tanah tersebut dengan membayar pajak kepada
negara. Sementara jika tanah tersebut didapatkan melalui pertempuran fisik (‘umvah)
maka ia menjadi kekayaan publik, baik dengan istilah fai" atau wakaf bagi kaum
Muslimin, dengan tetap diberlakukan pajak atas tanah tersebut dan para ulama

sepakat bahwa tanah tersebut tidak boleh diperjual belikan.
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4.1.1.1.1.1 Restrukturisasi Mckanisme Pemungutan Pajak Kharaj

Pada masa kekuasaan Harun Ar-Rasyid, kharaj menjadi topik yang amat urgen.
Karena usgensitasnya, sang khalifah meminta kepada sang Qadhi Abu Yusuf untuk
membuat pedoman tentang pajak ini, walaupun belian bukan hanya membahas
tentangnya, tapi paling tidak pembahasan tentang pajak pertanian menjadi topik yang
paling dominan. Hal ini karena wilayah irak (ardh sawad) dan syam yang berada di

wilayah kekuasaan Islam sangat potensial dalam bidang pertanian.

Kondisi tersebut sudah jauh-jauh hari diketahui oleh kaum muslimin, saat
seorang sahabat bemama Al-Mughiroh menjadi utusan kaum muslimin untuk
bertemu Rustum; seorang kaisar Romawi, sebelum terjadinya perang Qodisiyyah
yang memerebutkan wilayah Irak dan sekitarnya. Kisahnya disebutkan oleh Abu
Yusuf (1979:29). Al-Mughiroh ditanya oleh Rustum: apa yang kalian bawa dari
negeri kalian? Sebab saya tidak melihat jumlah prajurit yang banyak dan peralatan
perang yang memadai?. Al-Mughiroh menjawab: “Dahulu kami adalah sebuah kaum
yang berada dalam keburukan dan kesesatan, lalu Allah mengutus seorang Nabi
kepada kami, dan Allah memberikan petunjuk-Nya melalui beliau, serta rizki yang
melimpah, dan di antara rezeki tersebut adalah sebuah biji-bijian yang konon tumbuh
di daerah ini, ketika kami memakannya dan memberikannya kepada keluarga kami,
mereka berkata: kami tidak sabar lagi untuk segera menduduki negeri itu, sehingga

kami bisa menikmati biji-bijian itv.”

Kondisi tanah Irak dan Syam yang subur, membuat khalifah Harun Ar-Rasyid
berinisiatill untuk membuat aturan pengelolaannya secara benar dan sesuvai dengan
syariah melalui Qodhi (Hakim Agung), karena ia akan menjadi pemasukan yang
sangat signifikan bagi negara.dibuatlah aturan tersebul dengan merubah mekanisme
pemungutan yang berlaku pada masa sebelumnya, yaitu dengan merubah dari sistem

masahah (luasnya tanah) kepada sistem mugosamah.

Ibnu Rajab (w.795, 1979: 62) mencatat bahwa sistem masahah diterapkan

pada masa Umar bin Khatab dengan menghitung luas tanah, dengan satuan luas yang
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digunakan saat itu adalah jarib. Per jarib dikenakan 1 dirham dan atau 1 gofiz (satuan
berat seperti kilo). Dalam sebuah riwayat Abu Ubaid Bahwa Umar bin Khatab
mengutus Usman bin Hanif untuk mengukur luas tanah sawad, lalu beliau
memberitahukan bahwa Iuasnya adalah 36.000.000 jarid, kemudian Umar

mengenakan pajak untuk setiap jarib sebesar 1 dirham dan atau 1 gofiz.

Sementara dengan sistem mogosamah, pajak yang didapat setiap kali jibayah
(pemungutan) bisa bertambah bisa juga berkurang, dan status pajaknya pun berubah
dari dzimmah (pajak perlindungan) kepada musyarokah (kerjasama rakyat dengan
Ipemerintah) dalam sektor pertanian. Sistem Muqosamah ini walaupun tidak
diconiohkan oleh Umar bin Khatab, namun mayoritas ulama termasuk Ibnu
Taymiyyah membolehkan sistem ini dengan dasar kemaslahatan, sebagaimana hal itu
pemah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap tanah khaibar dengan
menjadikan tanah terscbut dikelola oleh Yahudi dengan hasil dibagi dua
(muqgosamah).( Ibnu Rajab w.795, 1979: 70)

Hal tersebut seperti yang ditulis Abu Yusuf dari riwayat Abdullah bin Abbas: (Abu
Yusuf, 1979:50)

oo Ly plel iy paW1 sl Ul dena b o108 Lk oy 4ide ot ool Jm 78 U
ASasis o Wl 3 bl Jo caailt e adug ade W b i Ja) aeldlad | Lo Lglalas
SUa Al

“Ketika Rasulullah SAW menguasai tanah Khaibar, orang-orang yahudi
berkata: Wahai Muhammad, sesungguhnya kami adalah orang-orang berharta,
dan kami lebth mengetahui tentang pengelolaannya dari pada kamu, maka
biarkan kami yang mengelolanya. Maka Rasulullah SAW pun menyerahkannya
dengan hasil di bagi dua, dan dengan catatan jika kaum Muslimin berkehendak

mengeluarkan kaum yahudi, maka mereka harus keluar dari tanah Khaibar.”

Perubahan sistem kepada mugosamakh ini dibahas dalam bab yang berjudul:

“apa yang seharusnya dilakukan di tanah sawad (Irak)” (maa yanbaghi an yu'mal
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biki fissawad). Bagi Abu Yusuf, merubah sistem, berarti merubah tatanan
perekonomian yang lama. Oleh karenanya Abu Yusuf tidak sembarangan dalam hal
ini. Sebelum beliau melakukanya, langkah pertama yang dilaksanakan adalah
melaknkan survey dan penelitian lapangan, kemudian berdiskusi dengan para petani
seputar kondist tanah saat itu, dan mekanisme pemungutan yang berlaku apakah
masih relavan atau tidak. Setelah itu dilakukan, beliau kembali'bermusyawarah untuk
menghasilkan keputusan yang terbaik terhadap tanah yang tidak produktif petani
yang hasil panennya digunakan hanya untuk keperluan sehari-hari. Beliau menulis

dalam bukunya: (Abu Yusuf, 1979:47-48)
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“Aku  berdiskusi tentang khara] di tanah sawad dan  mekanisme
pengumpulannya, lalu aku mengumpulkan orang-orang yang menguasal seputar
masalah pajak kemudian berdiskusi dengan mercka, dan semuanya berpendapat
bahwa yang telah dilakukan olch pemerintah (tentang pemungutan pajak) tidak
relevan. Lalu aku berdiskusi dengan mereka seputar pemungutan pajak pada
masa Umar bin Khatab dan kapasitasas tanah yang dikenakan pajak wadzifah,
(lalu Abu Yusuf menjelaskan tentang Huzaifah dan Usman bin Hanif, dua
pegawal pajak pada masa Umar yang ditugaskan di tanah sawad). Mereka
(orang-orang yang diajak berdiskusi) berpendapat bahwa tanah subur pada
masa Umar sangat luas, sementara tanah tidak subur jumlahnya sangat sedikit,
mereka juga menyebutkan banyaknya jumlah tanah subur yang tidak produktif

dan sedikitnya tanah subur yang produktif. Lalu menurut mereka bahwa jika
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tanah tidak produktif yang kami miliki akan dikenakan kharaj sebagimana
tanah subur dan produktif maka kami tidak akan bisa membajak tanah pertanian
yang ada sekarang karena kami tidak mampu untuk membayar kharaj terhadap
tanah yang tidak produktif tersebut. Dan jika tanah yang tidak subur sejak
kurang lebih seratus tahun, maka tidak mungkin untuk digarap dan dipetik
hasilnya kemudian dipungut pajaknya dalam waktu dekat, juga yang
menggarapnya, hanya untuk kebutuhan sehari-hari tidak mingkin kenai pajak.

Itulah alasan kami tidak menggarap tanah yang tidak subur.”

Al-Bajari (1990:77) dalam catatan al-‘Ani (2008:2) menyatakan bahwa
restruktrisasi mekanisme jibaya# (pemungutan) pajak kharqj dari sistem masahah
(dihitung dari luasnya tanah) kepada sistem mugosamah merupakan refleksi dari
kondisi makro ckonomi pada saat itu, ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleb

sistem 1ni, di antaranya:

1. Negara akan mendapatkan penghasilan rutin setiap panen

2. Sistem ini juga mendorong produktifitas sektor pertanian

3. Sistem ini pun dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam
mengalokasikan revenue, karena dengan _sistem ini penerimaan negara

bertambah dan belanja negara yang bervariasi pun akan tercukupi dengannya.

Ad-Dunya (1984:21-24) dalam catatan Basri (2008:34) menegaskan Bahwa
Abu Yusuf berpendapat bahwa kondisi lahan pertanian pada masa Harun Ar-Rasyid
berbeda dengan kondisi lahan pertanian pada masa Umar bin Khatab. Jika pada masa
Umar lahan pertanian yang produktif sangat melimpah, sementara pada masa Ar-
Rasyid luas lahan pertanian yang produktif sangat sedikit, ditambah lagi dengan
bertambahnya lahan yang tidak dapat diairi dari irigasi pemerintah. Jika pajak
dipungut dengan sistem masahah, dengan pembayaran berupa nilai dari hasil
pertanian, dengan realita rendahnya harga owsput pertanian karena terjadi over
supplay. maka negara akan sangat sedikit menerima pendapatan dalam sektor ini.

Sementara sektor pertanian pada saat itu menjadi yang paling dominan. Ketika
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jumlah revenue sedikit, sementara expenditure sangat bervariasi, maka terjadilah
defisit anggaran yang mengakibatkan pemerintah menaikkan tingkat pajak (tax rate)

yang membebani para petani.

Setelah survey lapangan dan diskusi interaktif yang dilakukan dengan orang-
orang yang menguasai perpajakan, kemudian Abu Yusuf mengajukan rekontruksi

sistemn lama dengan tulisan beliau dalam bukunya: (Abu Yusuf, 1979: 48)

Gl Jsa 4 — Ul agde puin i Blas palp i peme AS = Glakll (e Ak of cud 3
Ol Akl Aigda g Wl iany (8 pgainny Z) A ol e ol (B 4y ¢ Sl oy oLl
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“Aku melihat bahwa pajak wadzifah — baik berupa hasil maupun dirham (mata
vang) yang diberlakukan dengan jumlah yang berbeda-beda — memang menjadi
sumber pemastkan bagt pemerintahan dan institusi baitul maal, demikian juga
bagi yang membayar pajak. Namun jika harga hasil pertanian menurun tajam,
maka negara/pemerintah akan mengalami defisit anggaran, maka militer tidak
lagi memiliki kekuatan, perbatasan pun tidak akan terjaga dengan aman.
Sementara jika harganya melambung tinggi, pemerintah tidak akan merasa
nyaman untuk mengambil lebih dari yang seharusnya dibayarkan olch

pembayar pajak khiaraf.”

Karena pertimbangan maslahat bagi rakyat dan negara, maka kemudian Abu
Yusuf menyarankan khalifah Ar-Rasyid untuk memberlakukan sistem mugosameh,
disamping sistem ini juga mendatangkan pemasukan yang lebih banyak seperti
dijelaskan di atas. Dan séperti yang ditulis Abu Yusuf tentang hal itu:(Abu Yusuf,
1979:49)
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“Dan aku tidak menemukan cara yang lebih mendatangkan hasil bagi baitul
maal dan lebih menjaga diri para pembayar kharaj dari kezaliman satu sama
lain dan lebih meringankan beban mereka serta lebih menjaga dirt mereka dari
siksaan oleh para petugas pajak dan pegawai dari sistem muqosamah yang adil
dan meringankan. Di dalamnya ada kepuasan bagi pemerintah, ketenangan dan
hasil yang lebih bagi para petani. Amirul mukminin —semoga Allah
memanjangkan umurnya- lebih tinggi penglihatannya dan lebih baik
pandangannya terhadap kewajiban yang Allah telah tetapkan untuk agama dan
hamba-hamba-Nya. Dan Aku meminta taufik kepada Allah untuk Amirul
mukminin dari apa yang diniatkan dan dicintai, dan semoga Allah memberi

pertolongan untuk bimbingan, kebaikan agama dan rakyat”.

Dari ungkapan beliau, jelas bahwa beliau ingin membangun tatanan
perekonomian yang baru dan transparan. Beliau tidak ingin ada kezaliman yang
terjadi antara penguasa dan rakyat. Sejak awal beliau menulis buku ini, sebenamya
sudah dijelaskan bahwa hendaknya khalifah mengadakan pertemuan rutin dengan
rakyat, agar tercipta sebuah keharmonisan. Sebagai contoh adalah salah satu
ungkapan beliau di atas menyinggung masalah pegawai pajak yang zalim dan tidak
transparan, oleh karenanya Abu Yusuf dalam pembahasan berikutnya, menjelaskan
tentang kriteria pegawai pemungut pajak. Masalah tersebut akan dibahas dalam bab

int.

Barulah, setelah beliau panjang lebar membahas mengenai sistem pemungutan
pajak yang baru, beliau mengatur teknis ukuran pajak yang wajib dikeluarkan oleh

wajib pajak (tax payer) dengan sistem mugosamah. Dt antara yang ditulis adalah:
et o baoaa gl Gal (e gy Aaisdl Gas e andly G piegall ael A Bt
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“Aku berpendapat wahai Amirul Mukminin, bahwa tanah pertanian penghasil
gandum dan jelai yang irigasinya alami, maka dikenai pajak sebasar 2/3,
adapun yang teririgasi dengan menggunakan alat maka dikenai pajak sebesar
1/5,5. Adapun buah kurma, anggur, ruthad (kurma muda), dan perkebunan,
maka dikenai pajak sebesar }/3, dan perkebunan tersebut di saat musim panas
dikenai pajak sebesar % (dari hasil panen), pengambilan pajak tersebut tidak
boleh dengan dikira-kira. Jika hasil panen tersebut dijual kepada pedagang,
maka pajaknya senilai dengan yang telah ditentukan, jangan sampai para wajib
pajak terbebani, dan pemerintah pun jangan sampai rugi, maka ambillah dari
wajib pajak yang sesuai dengan kewajibannya, apapun pilihannya, yang
terpenting meringankan bagi wajib pajak. Jika nilai dari jual hasil panen lebih

meringankan, maka lakukanlah.”

Tabel 4.1 Ukuran Pajak Pertanian dengan Mugasamah

Lahan Pajak Pajak Musim Selain Musim
dengan dengan Panas Panas
irigasi alami | irigasi alat

Gandum dan sejenisnya 2/5 1/5,5 - -

Buah  kurma, anggur, Ya 1/3

ruthab dan hasil

perkebunan lainnya

Sumber: Abu Yusuf (1979)

Dengan sistem mugosamah ini, pendapatan negara pada masa Harun Ar-

Rasyid dan setelahnya sangat melimpah. Hal itu digambarkan oleh At-Thabari
{(8:576) dalam catatan Al-‘Ani (2008:2) bahwa walaupun pada masa khalifah Al-
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Makmun telah diturunkan jumiah pajak yang wajib dikeluarkan dari rasio %2 menjadi
2/5, namun tetap saja kharaj menjadi sumber pencrimaan negara terbesar. Pada tahun
210 H saja kharaj yang terkumpul sebanyak 7.000.000 dirham. Sementara pada masa
Al-Mu’tashim, kharaj yang terkumpul mencapai jumlah 30 milyar dirham.
Pencrimaan pemerintah yang melimpah tersebut sangat bermanfaat bagi peningkatan

pembangunanan infrastruktur dan penegembangan sektor industri dan pertanian.
4.1.1.1.1.2 Sistem Pemungutan atau Jibayah (recouvrement) Pajak

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa Abu Yusuf berpandangan bahwa ada
kezaliman yang terjadi terhadap para wajib pajak, sechingga membual mereka lersiksa
dan kesulitan, Hal tersebut karena sistem jibayah (pemungutan) pajak yang dilakukan
pada masa Ar-Rasyid dan sebelumnya dengan menggunakan sistem fagbil atau

gibalah.

Istilah  tagbil atau gibalah dijelaskan dalam almausu atul fighiyyah
{ensikiopedi figih) (2010:31) adalah: seorang pemimpin memperkerjakan sescorang

dalam jangka waktu sekitar satu tahun untuk memungut pajak di luar daerahnya.

Sistem ini membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang dan
kezaliman terhadap wajib pajak. Bahkan menurut Basri (2008:37) sistem ini
memunculkan terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), jika itu yang
terjadi, maka target penerimaan kharqj tidak tercapai, kalaupun tercapai hal it tetap
menyisakan persoalan lain yang tidak kalah bahayanya yaitu kezaliman yang

menimpa para pcmbayar pajak.

Oleh karenanya Abu Yusuf (1979:105) mengusulkan agar khalifah mencabut

sistem ini dengan menulis kepada khalifah:

O Jhid 4GS 3 IS 13 JER (8 3 e S padl 2 Vg Madh e Uk B Y o) s
d;JLaA?L.:Jh;u:.:\eLA::‘Qa;lJ‘;Pnn_,ﬁH‘: s Y laagle d.n;}c'l_):..!'-dﬂh_h.c-cl_}a.!l
¢ BB 3 o el rolay S S F Jaiadly | e M B 5 3 A ally Al 5y e
o oy Bum Ml i 5 WY ol 4y ady o 35S b 43 B85 L ey Jumifiany o 4lad
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“Dan aku berpendapat agar engkau jangan menggunakan sistem tagbil dalam
pengumpulan kharaj, baik di wilayah pertanian sawad maupun selainnya.
Karena para mutaqabbil (pelaku tagbil) seringkali meminta lebih dari standar
kharaj, juga kejam kepada pembayar tharaj, dan membebani mereka dengan
sesuatu yang bukan kewajiban mereka, menzalimi serta mengambil paksa agar
hasil panennya diserahkan kepada mereka. Hal itu dan yang semisal dengannya
hanya akan menyebabkan kehancuran bagi negara dan kesengsaraan bagi
rakyal. Sementara mutagabbil tidak pemah peduli dengan hal tersebut, yang
mereka pikirkan hanyalah keuntungan pribadi, dan sangat mungkin mereka
mengambil lebih dari yang telah ditetapkan, tentu itu dilakukan dengan cara
yang kasar, memukuli, menjemur mereka di bawah terik matahari,
menggantungkan bebatuan di leher, dan bentuk siksaan pedih lainnya yang
diterima para pembayar kharaj dan bentuk kesengsaraan lainnya yang Allah

larang.”

Keadaan yang digambarkan Abu Yusuf di atas amat menyedihkan, bukan saja
korupsi yang mereka lakukan, namun lebih dari itu para pelaku fagbil itu juga
melakukan siksaan fisik terhadap rakyat. Mereka menurut catatan Basri (2008:38)
seolah-olah memiliki surat sakti untuk melakukan cara apapun dalam mengemban
tugasnya, sckalipun hal it harus dibarengi dengan kekejaman terhadapa wajib pajak.
Jika demikian, para pemungut pajak tersebut amat menakutkan bagi para wajib pajak
yang profesinya adalah petani, sehingga berakibat menurunnya produktifitas

pertanian, dan tentunya pajak pun berkurang, dan negara rugi dalam hal ini.

Kezaliman scbagaimana dalam catatan [bnu Khaldun (2000:360) di
muqoddimah kitab A{-'fbar, hanya akan membawa kehancuran bagi peradaban,
kelakuan pemerintah vang mengambil paksa harta milik rakvatnva mengakibatkan

hilangnya semangat untuk berusaha, mencari. dan memperoleh harta, yang pada
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akhirnya berakibat pada mundurnya iklim usaha rakyat, aktifitas ekonomi pun
menurun, jika hal itu dilakukan secara terus mencrus dan meluas, maka penurunan

aktifitas perekonomian juga akan merata.

Hal itulah yang tidak diinginkan oleh Abu Yusuf, jika sistem pemungutan
taghil masih digunakan, maka yang hanya akan ada kerusakan, dan kerusakan tidak
akan menyisakan apa-apa, karena sesunggubnya kehancuran dan kebinasaan yang
dialami oleh umat-umat terdahulu adalah karena mercka menycmbunyikan kebenaran
dan menampakkan kezaliman bahkan mereka rela menjadi pembelanya, dan
pengambilan harta dari rakyat di luar kewajiban yang seharusnya adalah bentuk

kezaliman yang teramat jelas.(Abu Yusuf, 1979:105).

Beliau mengajukan sistem yang lebih baik yaitu agar ncgara sendiri yang
menyelenggarakan penghimpunan kharaj dari para petani. Pemerintah harus memiliki
departemen khusus yang menangani permasalahan publik ini dengan aparat yang

terlatih dan berjiwa profesional. (Basri,2008:38)

Walaupun demikian sistem taghil ini tidak sepenuhnya dilarang oleh Abu
Yusuf, hal itu bisa saja diperbolehkan dcngan beberapa syarat, sebagaimana
dijelaskan olch Abu Yusuf (1979:106) diantara syaratnya adalah dikenal asal
negerinya, direkomendasikan oleh penduduk setempat, memiliki budi pekerti yang

baik, dapat dipercaya agama dan amanahnya. Abu Yusuf menulis:

LJC.LJAJ:S”J;Iduay}nujﬂiﬂlw&_)eﬁa.a}JLma'\'\meAJicyuLLhigL?L‘J]J
Ol el 3 5 Ude caal e o) Gl g g agad A Al s b gz gkl f3a Jal
4y (35 53 pLa¥H (15 e el daa o ade 203l g e g J sl 5 Al 1 (B Y 0L S

“Jika datang sekelompok orang dari penduduk suatu desa atau kota, dengan
membawa seseorang dari kota yang diketahui, kemudian berkata: saya
bertanggung jawab atas pemungutan pajak di daerah ini, lalu penduduk tersebut

merasa puas dengan berkata: ini lebih ringan bagi kami, maka perhatikan jika
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dia dikenal baik oleh penduduk itu, dapat diterima dan bertanggung jawab, dan
bersaksi atasnya, dan pihak pemerintah mempercayainya dari sisi agama dan

amanahnya, maka (tugaskan ia) dan berikan gajinya dari baitul mal.”
4.1.1.1.1.3 Kriteria Pegawai Pajak

Pengelolaan pajak yang profesional akan membawa kebaikan baik bagi negara
maupun rakyat. Istilah yang digunakan oleh Abu Yusuf dalam A/-Kharaj adalah
tawliyatul kharaj (pengelolaan pajak fharaj). Atau dalam istilah kitab —amwal Abu
Ubaid dikenal dengan wilayah. Keduanya memiliki arti yang sama, karena berasal

dari suku kata yang sama yaitu waw lam dan ya.

Menurut Suharto (2004:84) kohsep wilayah memiliki peran signifikan dalam
menentukan bagaimana scharusnya pemerintah mengelola kekayaan publik,
pemerintah hanya berhak mengelola dan mengurus wilayahnya demi kepentangan
umum. Hal ini berarti kekayaan publik bukanlah milik pemerintah tetapi milik publik
(umum). Dengan demikian keuntungan dari pengelolaannya harus didistribusikan
secara merata kepada rakyat. Pemerintah hanyalah pengelola yang sah secara hukum
yaitu sebagai wqli dalam melindungi sumber kekayaan tersebut. Meski demikian,
pemerintah diperbolehkan menggunakan kekayaan tersebut jika diperlukan, hal ini

seperti walf anak yatim yang memanfaatkan harta anak yatim ketika membutuhkan.

Dalam rangka rawliyatul kharaj yang lebih baik dan profesional, Abu Yusuf
(1979:107) berpendapat bahwa musti ada kriteria khusus bagi para pengelola pajak

beliau menulis:
L S agie Culy ey L g1 AT B a1y Caally el e e La B 28T o ol
O dain e v 23 dagh il g Qilay V3 e o aie A alby Y liie g 01 YY) 5lhe Llle
Sl Cogall say Lad b dgie Cila D p e 4 Jao Lag Aiadl 4 catiad Bl e oy B
Leda e Laaaly Jisa¥) An 40 5 Ll lild | o () 8 (B jom 4l iy Wy 255 ] Galgd
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“Aku berpandangan agar engkau mengangkat sekelompok orang yang engkau
jadikan wali (pengelola) kharaj dart golongan orang-orang sholeh baik dari sisi
agama maupun amanat. Maka pengelola itu harus ahli figih (hukum lslam),
alim (pintar), suka bermusyawarah kepada para ahli, menjaga harga diri, aibnya
tidak pemnah terlhat di depan umum, tidak takut celaan orang-orang, menjaga
hak dan menunaikan amanah dengan mengharap surga, semua tugas dikerjakan
karena takut siksa Allah setelah kematian, kesaksiannya dapat diterima, tidak
berbuat zalim ketika memvonis. Kelompok orang yang seperti itulah yang
engkau jadikan pengumpul harta pajak, dengan demikian mercka akan
mengambil dari yang dihalalkan dan menjauhi yang haram. Maka jika tidak lagi

adil, dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya untuk mengelola harta”.

pernyataan di atas, dapat disimpulkan beberapa kriteria pengelola pajak, di

antaranya:

—_—
Il

=l

e Y

Baik agamanya

Amanah
Menguasai ilmu figih
Pintar
Suka bermusyawarah
Menjaga harga diri (afif}
Berani membela kebenaran
Orientasi akhirat dalam menjalankan kewajiban
Jujur
. Tidak zalim

Kemudian setelah itu, dalam tataran impelemtasi Abu Yusuf (1979:107)

menjelaskan hal-hal yang harus menjadi perilaku pengelola pajak ketika berada di

lapangan dan ketika menghadapi para wajib pajak, beliau berpandangan bahwa para

pemungut pajak hendaklah profesional dalam bekerja, tidak meremehkan maupun

menghina para wajib pajak. Pemungut pajak harus senantiasa bersikap lemah lembut,
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tidak zalim dan tidak membebankan dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajiban
wajib pajak. Tentu bukan sikap lembut saja yang harus dimiliki, karena perilaku dan
status masyarakat berebeda-beda, ada yang muslim, ahiu dzimmah, orang jahat dan
berbuat zalim. Terhadap muslim, Abu Yusuf memerintahkan untuk bersikap lemah
lembut, terhadap ahlu dzimmah harus bersikap adil, terhadap orang jahat dan zalim
harus bersikap keras dan terhadap yang dizalimi harus obyektif. Serta
menyamaratakan semua strata penduduk dalam satu kedudukan, agar semua golongan
baik priyai maupun abangan adalah sama dalam memperoleh hak, dan yang terakhir

tidak mengikuti hawa nafsu.
4.1.1.1.2 Usyur

Melimpahnya hasil pertanian di Irak dan sekitarnya dan meledaknya industri dalam
negeri, mengakibatkan berkembangnya transaksi perdagangan internasional. Setelah
kebutuhan pasar lokal terpenuhi dan hasil produksi pun kian bertambah baik, para
pedagang berpikir untuk mengekspor barangnya ke pasar internasional, agar
keuntungan yang diraih lebih banyak dan tidak terjadi over supply di dalam negeri.
Al-‘ani (2008:5) dalam catatannya menjelaskan bahwa perdagangan kaum Muslimin
pada saat itu menempati urutan teratas di pecrsaingan global, bahkan kota

Iskandariyyah dan Baghdad menjadi penentu harga pasar dunia.

Dalam catatan Mahmud dkk (210) geliat perdagangan kaum muslimin begitu
pesat, schingga mereka menguasai pasar dan jalur perdagangan darat yang luas, di
antaranya ke arah timur dari Bagdad ke Hamdan dan Naisabur sampai ke wjung
Bukhara dan Samarkan, lalu ke arah utara sampai kota Iskandariyyah dan Mesir,
kemudian ke arah barat sampai wilayah Eropa dan Andalusia di Spanyol. Jalur
perdagangan internasional lain yang tak kalah penting adalah sepanjang jalur Rusia
menuju utara laut Kaspia sampai ke wilayah Gorgan, Bukhara dan Samarkan di Asia
Tengah lalu ke Bagdad. Bahkan bukan hanya jalur darat yang ditempuh, jalur laut

pun dilalui oleh para pedagang. seperti dari barat Eropa melewati Mesir vang sering
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dilalui pedagang yahudi yang mayoritas berasal dari selatan Perancis dan mahir

berbahasa Arab. Mereka berperan sebagai kurir barang dari wilayah Aswan ke Eropa.

Pada masa khilafah Abbasiyyah fase pertama juga tercatat bahwa telah terjadi
hubungan dagang antara dunia Islam dan Afrika timur, pemerintah Abbasiyyah pun
fokus kepada pelabuhan laut merah, sehingga aktifitas ini menjadikan
berkembangnya pelabuhan-pelabuhan Islam dan membuatnya tersohor di dunia
dengan kapal-kapal dagang yang lalu lalang membawa barang dagangan. Laut merah
saat ilu dikenal sebagai pelabuhan terpenting karena barang-barang dagang Eropa
singgah di sana juga barang dagang dari arah timur. Perkembangan transaksi
internasional ini menycbabkan berkembangnya sistem transaksi keuangan baru dalam
rangka mengahadapi perputaran uang yang sangat cepat antara timur dan barat, maka
ditemukanlah sistem perbankan (niczam mashrafi) yang menjadi media pembayaran
yang aman dari pencuri dan ringan dilakukan. Para pedagang dan orang-orang
berharta lainnya menyimpan harta mereka di bank agar memudahkan transaksi,
begitu pun para pejabat pemerintah menitipkan uang mereka di tempat penyimpanan
itu. Masharif (lempat-tempat penyimpanan vang) itu didirikan oleh orang-orang yang
berpengalaman yang dikenal dengan istilah jahabidzah yang berasal dari pedagang
dan shayarifah (ahli perbankan). Menurut catatan, sistem perbankan ini pertama kali

dikembangkan pada masa khalifah Al-Mansur. (Mahmud dkk, tt: 213-214)

Budaya berdagang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para
sahabatnya. apalagi khilafah Abbasiyyah merupakan keturunan bangsa Quraisy yang
Allah sebut dalam Al-Quran sebagai bangsa yang rutin melakukan perdagangan pada

musim dingin dan panas.

-
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Artinya: “karcna kebiusaan orang-orang Quraisy, (yvaitu} kebiasaan mercha

bepergian pada musim dingin dan musim panas”.
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Al-Hulaisi (1993:20) mencatat bahwa perekonomian kota Makkah saat itu
menjadi kuat karena aktifitas perdagangan internasional yang dilakukan oleh bangsa
Quraisy, sebab posisi kota Makkah saat itu sebagai penghut.:uung transaksi
perdagangan multilateral antar jazirah Arab, disamping adanya kesepakatan
perdagangan bebas antar mereka, dan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi kota
makkah yang terpenting adalah adanya komunitas yang memiliki kepribadian yang
kuat untuk menguasai harta, karena bangsa Quraisy adalah satu-satunya bangsa yang
menguasai perputaran harta paling dominan diantara bangsa-bangsa yang lain, karena

memiliki para pedagang yang tangguh dan mengusai banyak asset.

Dalam catatan Bek (1970:151) dijelaskan bahwa aturan mengenai wsyur, atau
yang sckarang lebih dikenal dengan istilah bea cukai, sebenarnya tidak tercantum
dalam Al-Quran, ini pertama kali berlaku pada masa Umar bin Khatab, sebabnya
adalah karena Abu Musa Al-Asy’ari menulis surat kepada beliau menceritakan bahwa
pedagang kaum muslimin yang mendatangi wilayah kafir Aarbi dikenakan wsynr
(1/10}, lalu Umar memerintahkan agar ia juga mengambil jumlah pajak yang sama
dari mereka, dan dari ahli dzimmah 5% dan dari kaum muslimin 2.5% dengan batas

minimal jumlah barang dagangan mencapai 200 dirham

Kemudian peraturan tersebut dilanjutkan oleh Abu Yusuf. beliau menulis

tentang ketentuan usyur sebagai berikut: (Abu Yusuf, 1979:132-133)

4 sela S ga pladl ol dal (g siall cieas A3 dal Doy sdall g Cpaldl e 335 55
it ey L S g o pfadl e 330 baelial aa py e Sl T iday 3 ladll IS5 il e
A IS e Il et 381 YURa 0 p0e Aailh sl 1 Sy ot i Saip ol ab )3 e e

et Lgie 323 o1 J 3
“Kemudian diambil dari pedagang muslim 2,5 % dan dari ahli dzinunah 5 %
dan dari kafir harbi (yang memerangi Islam) 10%, bagi mereka yang melintasi
pos bea cukai dengan maksud untuk berdagang dan nilai perdagangannya

mencapai 200 dirham atau icbih, jika nilainya tidak mencapai 200 dirham maka

tidak dikenakan apa-apa.”
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Pajak usyur tidak hanya dikenakan atas barang yang dibawa masuk ke negara
Istam untuk dijual saja. Barang-barang yang dibeli dari negara Islam untuk
diperdagangkan juga dikenai pajak, sebagaimana waktu pemungutan usyur juga
hanya satu tahun sekali (Abu Yusuf, 1979:133).

Pendapat Abu Yusuf dalam al-kharaj, secara fikih telah dikuatkan olch Ibnu
Qudamah (w.682 H: 603) dalam al-mughni bahwa usyur hanya dikenakan untuk
barang yang diperdagangkan. Dan bahwa usyur dikenakan hanya satu tahun sekali

sebagaimana zakat bagi kaum muslim. (Ibnu Qudamah, w.682 H: 604)

Pajak wsyur (bea cukai) dikenakan terhadap semua jenis barang, baik itu babi,
minuman keras, atau barang-barang lainnya yang diharamkan dalam Islam. Dalam
hal ini Suharto (2008:85) mengutip pendapat Abu Ubaid yang membagi harta
menjadi dua kategori, yaitu mal mutagowwam dan mal ghayr mutagowwam. Anggur
dan babi adalah milik ahlu dzimmah, karena itu bukan merupakan kekayaan kaum
muslimin. Dengan demikian kedua jenis harta tersebut menurut Abu Ubaid mal
mutagowwam (harta yang bemnilai) untuk non mushim tetapi mal ghayr mutagowwam

{harta yang tidak bemnilai} bagi muslim.

Abu Yusuf mengatur hal itu semua, dan beliau mencatat (1979:134) bahwa
jika ahlu dzimmah atau kafir harbi melintasi pos bea cukai dengan membawa
minuman keras atau babi, maka tetap dikenakan pajaknya dengan tetap menghitung
nifai moneternya, jika mencapai 200 dirham maka dikenakan pajak, jika dibawah itu

maka tidak dikenakan. la menulis: (Abu Yusuf, 1979:134)
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“Dan jika ahle dzimmah melintasi pos petugas bea cukai dengan membawa
minuman keras atau babi, maka dihitung dahulu nilainya lalu dikenakan 5%,
demikian juga ahlul harbi jika membawa barang yang sama, dihitung lalu
dikenakan 10%. Sementara seorang muslim yang melintas dengan membawa
kambing, sapi atau unta, lalu dia bersumpah dan mengatakan bahwa binatang
ini bukan untuk peternakan, maka sumpahnya diterima dan tidak dikenakan
pajak darinya. Begitupun yang membawa makanan dan kurma untuk kebutuhan
pribadi, maka tidak dikenakan pajak, karena pajak wsyur sesungguhnya hanya
dikenakan terhadap barang yang dibeli untuk diperdagangkan.”

Dalam paragrap lain, beliau menulis (1979:134) bahwa jika seorang musiim
melintasi pos bea cukai dengan membawa barang dagangan, lalu bersumpah bahwa ia

telah menunaikan zakatnya, maka sumpahnya diterima dan tidak dikenakan pajak

usyur.

Pajak Usyur bagi muslim sebenarnya telah menjadi perbincangan ulama, hal
tersebut karena pada mulanya Umar bin Khatab mewajibkan pajak bea cukai kepada
siapa saja termasuk muslim yang melintas dengan barang dagangan. Namun dalam
riwayal lain seperti iclah dibahas di bab I halaman 4748 bahwa Ziyad bin hudhair
berkata kepada Umar: “kami dahulu tidak mengambil usyur dari seorang muslim
ataupun kafir dzimmi,” Umar berkata: “lalu siapa yang kamu ambil usyurnya?”. la
menjawab, ‘“para pedagang dari kalangan ahlul harbi, sebagaimana mereka
mengambil usyur dari kami jika kami datang ke negeri mereka. Dalam riwayat lain
ziyad berkata: * dan dia (Umar bin Khatab) melarangku untuk mengambil usyur dari
seorang Muslim atau kafir dzimmi yang menyerahkan kharaj.” Dari aisar ini tertulis
bahwa tidak ada usyur yang diambil dari kaum muslim dan kafir dzimmi yang sudah

dikenakan kharaj.

Pendapat ini diperkuat oleh lmam Al-Munawi (1988:727), beliau menyatakan
bahwa tidak ada wsvur bagi kaum Muslimin. Yang diwajibkan hanva nsvur 7akat

pertanian (jika irigasinya dari air hujan/alami). Sedangkan mengenat kafir harbi, para
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ahli fikih telah membuat konsensus ({jma’) tentang diperbolehkannya pengambilan
usyur dari mereka. Baik masuk dengan membawa barang dagangan atau pun keluar
dengan barang dagangan. Sebagaimana As-Sa’ati (1t:243) juga menguatkan pendapat
ini bahwa dalam suatu riwayat Nabi SAW mengatakan bahwa tidak ada usyur bagi

kaum Muslimin, namun hanya diwajibkan bagi kaum Yahudi dan Nasrani.

Namun Abu Yusuf dalam hal ini, tidak serta merta menggugurkan pajak bea
cukai bagi musiim yang melintas dengan barang dagangan. Beliau tidak mewajibkan
usyur terhadap muslim jika ia telah membayar zakat serta bersumpah atas itu. Namun
jika belum membayar zakat, maka tetap dikeﬁakan usyur. Seolah-olah Abu Yusuf
dalam hal ini menggabungkan antara dua pendapat yang berbeda. Oleh karenanya,
dalam paragrap lain, beliau menjelaskan bahwa harta usyur yang diambil dari muslim
dikelompokkan ke dalam pos zakat, berbeda dengan yang diperoleh dari kafir dzimini
maupun sarbi, karena harta keduanya tidak dapat digolongkan ke dalam harta zakat.

Beliau menulis: (Abu Yusuf, 1979:134)
An el Joowdlind ) 2all e Opalaadl e 330 Lo JS

“Dan setiap harta usyrr yang diambil dari kaum muslimin, maka dimasukkan

ke dalam golongan harta shodagoh (zakat)”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting mengenai

pajak bea cukai perspekiif al-kharaj, diantaranya adalah:

a. Batas minimal untuk barang yang dikenakan pajak bea cukai adalah 200
dirham

b. Pajak bea cukai hanya dikenakan bagi yang melintas dengan barang
dagangan, bukan barang pribadi yang lidak diperdagangkan

c. Barang yang dibawa untuk kebutuhan pribadi, tidak dikenakan pajak

d. Besaran pajak yang dikenakan adalah 2,3% bagi muslim, 5% bagi ahiu

dzimmah dan 10% bagi ahlul harbi.
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e. Jika kaum muslimin melintasi pos bea dan cukal dengan membawa barang
dagangan dan bersumpah telah membayar zakatnya, maka 2,5% yang menjadi
usyur tidak lagi dikenakan. Karena uspur bagi kaum muslimin merupakan
zakat.

f. Barang yang diharamkan oleh Islam, lalu dibawa oleh orang kafir baik dzimmi
maupun harbi, tetap dikenakan pajak jika nilainya mencapai batas minimal
wajib pajak {200 dirham), karena barang-barang tersebut merupakan barang

bernilai bagi mercka, walaupun bagi kaum muslimin tidak bernilai.

Namun demikian, perdagangan bebas tetap membawa dampak negatif jika
pemcrintah tidak pandai dalam mengaturnya. Barang-barang haram yang dibawa oleh
orang-orang non muslim walaupun diperbolehkan melintas, namun tetap ada batasan
dan aturan tertentu. Dan Abu Yusuf telah mengatur hal tersebut dalam bab yang
terpisah, yaitu dalam pasal yaitu fifman marre bimasalihil Islam min ahlil harbi wa
maa yu'khodz minal jenvasis (bagi yang melintasi wilayah Islam dari golongan ahlul
harbi dan sikap terhadap yang memata-matai). Pasal tersebut menggambarkan urgensi
tindakan kehati-hatian pemerintah terhadap asing yang berada di dalam negeri, agar
tidak terjadi campur tangan apalagi jika sampai memonopoli perdagangan dalam

negeri, sementara umat Islam tersimgkirkan. Abu Yusuf menulis: (1979:188)

5505 £y ) G g Loy o pms 58 138 5 o pal il 1) s el gy Ul J6 015
o M cllady ot (g0 Jgun (30 3535 Wy Vg paa Yol IS V3 ALgE (I 5 iy 436 4 0365
Y gy g ey iy padl o e sl o o AL oy Wy L 5 Sl U (e e S Lo W)
S s ¢ cpabisall e agl 358 ()5S Lae oty bz B8 ) (e ook 2 A el (e
a1 620 el A SR Y 5 U s M s ol i g s i Y gl Loy Lngh sl
o Lo Dyl s 8 s o Wy alab g oD oS S (Y llld il Lo g LIy 5380

ol i

“Jika kafir harbi melintas wilayah kaum muslimin dan berkata bahwa aku
adalah seorang utusan raja yang diutus kepada raja arab dengan membawa

pesan, dan yang aku bawa dari binatang temnak, barang-barang dan budak ini
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adalah untuknya, maka perkataannya dapat diterima jika perkaranya sudah
diketahut.. dan seorang utusan imperium romawi tidak dikenakan pajak kecuali
ia membawa barang dagangan... Dan tidak sepatutnya bagi pemerintah
membiarkan seorang harbi masuk dengan aman atau seorang utusan raja keluar
dengan membawa budak dan senjata atau apa saja yang dapat memperkuat
pasukan mereka untuk memerangi kaum muslimin, jika berupa baju atau barang
dagangan lainnya, maka tidak dilarang, dan juga tidak boleh mereka berjualan
minuman keras dan babi tidak juga transaksi riba dilakukan dengan aman,
karena hukum yang berlaku adalah hukum Islam, dan tidak diperbolehkan

transaksi jual beli yang haram dalam negara Islam.”

Sementara terkait kriminalitas dan kejahatan yang dilakukan oleh seorang
kafir harbi, Abu Yusuf (1979:189) melihat bahwa pendapat yang paling baik adalah
tetap dilakukan had atas mereka, jika mencuri maka tangannya harus dipotong, jika
berzina maka harus dicambuk, jika mencaci maki orang maka diberi sanksi. Namun
menurut Abu Yusuf, jika seorang muslim mencuri harta seorang kafir karbi atau
memotong tangannya dengan sengaja, maka mustim terebut tidak dijatuhi had, hal
tersebut beliau akui menyalahi hukum analogi (giyas), namun beliau melihat itu

adalah istihsan.

Bagaimana dengan kapal dagang orang-orang kafir yang terdampar di wilayah
kaum muslimin?, Abu Yusuf (1979:189) berpandangan bahwa kapal beserta isinya
harus ditahan, jika mereka mengaku bahwa yang mereka bawa adalah hadiah dari raja
mercka untuk khalifah, maka harus dikonfirmast kepada khalifah, jika berbohong,
maka seluruh isi kapal menjadi harta faf bagi kaum muslimin. Sementara awak kapal,
diserahkan kepada kebijakan khalifah, untuk memvonis bebas atau menjatuhi

hukuman mati.

Masih lerkait dengan kewaspadaan pemerintah terhadap orang asing yang
masuk ke wilayah Islam. Walaupun hal ini tidak terkait secara langsung dengan

keuagan publik, namun lebih kepada stabilitas negara, Abu Yusuf juga berbicara
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mengenai orang-orang yang memata-matai pemerintah Islam. Mata-mata bisa
dilakukan oleh siapa pun, baik orang Islam, dzimmi maupun harbi. Jika yang menjadi
mata-mata adalah orang kafir baik harbi maupun dzimmi, maka dijatuhi hukuman
mati, namun jika pelakuknya scorang muslim maka dijatuhi hukuman penjara yang

paling lama sampai ia bertaubat. (Abu Yusuf, 1979:190).

Ibnu Qudamah (w.682 H: 605) juga menjelaskan mengenai kewaspadaan
pemerintah terhadap warga asing, jika masuk wilayah Islam. Pemerintah hendaknya
jangan membiarkan kafir horbi masuk melintas wilayah lslam begitu saja tanpa ada
pengamanan yang ketat, karena dikhawatirkan ia bagian dari mata-mata asing yang
membahayakan stabilitas dalam negeri. Hendaknya petugas perbatasan melakukan
introgasi terhadap warga asing tersebut, apakah ia merupakan utusan negaranya, jika
benar, maka dipastikan ia membawa buktt yang berupa surat resmi atau lainnya, jika

ia mengaku pedagang, maka pastikan 1a membawa barang dagangan.
4.1.1.1.3 Ghonimah dan Khumus

Pembahasan mengenai harta rampasan perang menjadi bab yang pertama kali dibahas
dalam kitab A{&-Kharaj. Sctelah beliav membert nasihat kepada amirul mukminin
Harun Ar-rasyid, dan setelah beliau menyebutkan hadits-hadits mengenai motovasi
beramal, beliau memulai pembahasan pedoman keuangan publik dari harta rampasan.
Walaupun yang menjadi bahasan utama dalam al-kharaj adalah mengenai perpajakan

khususnya pajak pertanian (farm tax) atau ai-kharaf sesuai dengan nama bukunya.

Ghanimah dalam catatan Ar-Rahbi (1973:145) merupakan karakteristik umat
Nabi Muhammad SAW, ia merupakan keistimewaan yang Allah berikan antara umat
fainnya. Nabi-nabi atau umat sebelum Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan
mengambil sedikitpun harta rampsan perang. Yang diperintahkan kepada mereka
terhadap harta-harta tersebut adalah dengan mengumpulkannya di tengah lapang, laiu
datanglah api dari langit kemudian membakarnya, hal itu sebagai tanda diterimanya

harta.
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Harta rampasan merupakan bagian pendapatan publik tidak tetap, karena ia
diperolch hanya ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafir harbi.
Ghanimah menurut Mawardi (1988:232) mencakup empat bagian, yaitu: tawanan
perang laki-laki (asro), tawanan perang perempuan dan anak-anak (sabaya), tanah,

dan harta.

Yang dimaksud tawanan perang laki-laki adalah orang-orang kafir yang ikut
berperang melawan kaum muslimin, terhadap mereka ada empat pilihan menurut
Imam Syafi’i; dijatuhi hukuman mati, dijadikan budak, diktukar dengan harta atau
Lawanaﬁ muslim, dan dibebaskan tanpa syarat. Namun jika masuk Islam maka pilihan
pertama ditiadakan. Sementara jika tawanan perempuan dan anak-anak (sabaya) dari
golongan ahiul kitab (yahudi dan nasrani) tidak boleh dibunuh, tapi dijadikan budak
kaum muslimin, namun jika dari agama yang lain seperti atheis dan penyembah
berhala, dijatuhi hukuman mati kalauw enggan masuk Isiam menurut Imam Syafi’l,

menurut Abu Hanifah dijadikan budak kaum muslimin, (Mawardi, 1988:237-238).

Walaupun tanah merupakan bagian dari ghonimah, namun distribusinya
masih diperselisihkan olch para ulama, baik dikuasai dengan pertempuran fisik
maupun dengan berdamai, hal itu telah dicatat oleh Mawardi (1988:234) dalam al-
ahkam as-sulthaniyyah. Namun Abu Yusuf lebih memilih tanah-tanah yang telah
dikuasai tersebut tidak dibagikan kepada prajurit agar manfaatnya lebih besar baik
bagi negara maupun rakyat, sebagimana dahulu Umar bin Khatab lakukan. Dan
pembahasan mengenai hal ini sudah tertulis di atas. Oleh karenanya harta rampasan

berupa tanah, telah dibahas dalam pembahasan kharaj.

Ghonimah bagi Abu Yusuf bukan hanya rampasan perang yang diperolah dari
orang kafir saja, namun ia juga mencakup barang tambang dan perhiasan yang
diperoleb dari laut, serta barang temuan atau harta karun. Walaupun para ulama
membahas barang-barang tersebut dalam bab zakat. Namun demikian, dari sisi

penyimpanan, Abu Yusuf telap menggolongkan harta temuan dan barang tambang ke
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dalam harta =zakat. Kecuali perhiasan yang diperoleh dari laut, beliau

mengkategorikannya ke dalam ghonimah. (Abu Yusuf, 1979: 21-22).

Bek (1970:140) juga mencatat bahwa Abu Yusuf menggolongkan barang
tambang sedikit atan banyak dan barang temuan yang terdiri dari emas dan perak
yang Allah ciptakan dalam perut bumi juga barang temuan biasa yang tidak diketahui
pemiliknya serta barang-barang yang terdapat laut berupa mutiara dan perhiasan
semuanya satu hukum dengan ghonimah yaitu bahwa pemerintah mendapatkan 1/5

dari barang-barang itu.

Abu Yusuf memulai pembahasan mengenai rampasan perang, khsuusnya
khumus yang menjadi penerimaan (revenue) negara dengan firman Allah datam surat

al-anfal ayat 41:

-

-7 R T P -1- T Y N T R A
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Artinya: ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kainu peroleh sebagai
rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul,
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada
Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari
Furgaan, Yeitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala

SCSHAin.

Yang menjadi pendapatan publik sesuat ayat int adalah seperlima ghonimah.
Sementara 4/5 nya didistribusikan untuk para prajurit yang ikut berperang. Menurut
Ar-Rahbi (1973:144-145) vang pertama kali memberikan kAumus kepada Rasulullah
SAW adalah sahabat bernama Abdullah bin Jahsy, hal itu terjadi ketika Rasulullah
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mengutusnya dalam perang badar yang pertama untuk mcnghadang kafilah dagang
kaum Quratsy, setelah beliau memperoleh kemenangan, lalu beliau berkata kepada
para sahabat yang lain: “sesungguhnya apa yang peroleh dari ghonimah ini 1/5 nya
adalah untuk Rasuluilah”. Setelah itu barulah turun ayat Al-Quran yang menetapkan

pembagian khumus untuk Allah dan Rasul-Nya, ,kerabat, yatim dan fakir miskin.

Mengenai distribusi khumus, Abu Yusuf dalam A/-Kharaj membahas panjang
lebar tentang bagaimana para khulafa Rasyidun membagikan harta tersebut, terutama
setelah Rasulullah SAW wafat, Beliau menulis bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan
Ali membagikan khumus hanya vntuk Allah, anak yatim dan fakir miskin. Sementara
bagian Rasulullah dan kerabatnya ditiadakan setelah beliau wafat. Abu Yusuf
menulis: (Abu Yusuf, l97§:2l)

ety lall a4y 1gdal Loy 5l ol Slae (e () pabesal) ol Lad Sagiall o5 38 s
wsedlils A ls dlis pe 71 SH

“Atas dasar itu, ghonimah yang berupa harta yang didapat kaum muslimin baik
peralatan perang, harta keckayaan, scnjata, kuda dan lainnya dikenakan

khnnnus.”

Allah SWT menycbutkan dalam ayat khumus di atas bahwa satu bagian untuk
Allah. Terhadap ayat ini, para ulama, Ar-Rahbi (1973:148-149) berpendapat bahwa
bagian Allah digunakan untuk hal-hal yang bersifat ibadah atau mendekatkan diri
kepada Allah, atau untuk merawat ka’bah, namun ada ulama yang berpendapat bahwa

bagian Allah dimasukkan kedaiam baitul maal.

Keberadaan ghonimah sebagai bagian dari pendapatan publik, jika dikaitkan
dengan kekinian, mungkin kurang rclevan, karena perolehannya dikaitkan dengan
pertempuran fisik antara orang-orang kafir dan muslim atav mungkin di sebagian
negara relevan, karena kondisi yang terjadi seperti di Palestina. Namun terlepas dari
hal itu. yang menarik untuk dicermati adalah Abu Yusuf memiliki perspektif yang

berbeda tentang ghonimah, ia bukan hanya harta yang -dihasilkan melalut
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pertempuran fisik antara mustim dan kafir, Abu Yusuf memasukkan harta-harta yang

terkandung dalam perut bumi dan laut pun ke dalam kategori ghonimah.
4.1.1.1.3.1 Harta Pertambangan (Ma’din) dan Harta Terpendam (Rikaz)

Pembahasan mengenai sumber pendapatan pemerintah dalam sektor pertambangan,
terdapat pada bab yang membahas mengenai ghonimah. Karena ghonimah menurut
Abu Yusuf bukan hanya menyangkut harta rampasan yang diperoleh dari non muslim
melalui pertempuran fisik, namun juga mencakup barang tambang dan barang temuan

yang terpendam dalam perut bumi, baik berupa emas ataupun perak.

Pertambangan menurut para ulama seperti Imam Syafi’i dan Abu Hanifah
dalam Mawardi (1988:216) adalah harta kekayaan zakat, Imam Syafi’i membatasinya
hanya emas dan perak, sementara Abu Hanifah selain emas dan perak, kuningan dan
tembaga juga termasuk yang wajib dizakati jika telah sampai nishab yaitu 20 mitsqol

emas atau 200 dirham perak.

Dalam Al-Kharaj Abu  Yusuf mencatat, bahwa penyimpanan harta
pertambangan ada dua pos; pos zakat dan ghonimah. Pos zakat adalah barang
tambang yang mencapai 20 mitsqol emas dan 200 dirham perak. Maka darinya
dikenakan khumus (seperlima), dan khumusnya disimpan dalam pos zakat. Kedua:
pos ghonimah, yaitu barang tambang yang tidak mencapai 20 mitsqel cmas atau 200
dirham perak, maka khumus yang dikenakan darinya masuk dalam pos ghonimah.
Abu Yusufmenulis: (1979:21)

sad g (eadl A 3 o8 Goleo Mg aall y Gl g Aizaill 5 Cadl G Gpotaall e ol L S
Moy o by ouadll LIS JT OB Ga Gotadll o ctpenl La IS 3 clineall sl g0 458 g (g3
o peadl 4 8 Lad YiEa oy pke 5 (e B 5 Rudad 033 g (09 00 5 (a8 il

Gl a0 e 58 Ladl 8IS 31 pui 5o e 138

“Setiap barang tambang yang ditemukan berupa emas, perak, tembaga, besi,
timah maka dikenakan sepertima, dan disimpan dalam pos penyimpanan zakal.

Setiap barang tambang yang ditemukan baik sedikit atau banyak, maka
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dikenakan seperlima. Jika ada seseorang yang menemukan barang tambang di
bawah 200 dirham perak atau 20 mitsqol emas, maka ia dikenakan seperlima,
dan tidak disimpan dalam pos penyimpanan zakat, namun termasuk dalam pos

penyimpanan ghonimah.”

Menurnt Abu Yusuf (1979:21) dan Imam Syafi’t dalam catatan Mawardi
(1988:216) barang tambang wajib dikenakan scperlima setelah melalui proses
pengolahan. Setelah diolah, lalu dihitung nilainya, dan dikeluarkan seperlimanya.
Dalam hal ini, Abu Yusuf tidak memedulikan hutang orang yang menemukan barang
tambang tersebut. Beliau mengibaratkannya seperti prajurit yang mendapatkan
ghonimah dalam pepcrangan lalu dikenakan seperlima tanpa menghitung dahulu

hutangnya.

Sementara mengenai barang temuan yang ada di perut bumi (rikaz), yang
didefinisikan oleh Abu Yusuf (1979:21) sebagai emas dan perak yang Allah ciptakan
dalam perut bumi dan terpendam. Pada harta ini dikenakan seperlima. Dan berlaku
bagi muslim maupun non muslim yang dzimmi. Sementara kafir harbi yang
menemukan harta temuan dalam wilayah Islam, maka dia tidak berhak mengambilnya

dan wajib diserahkan kepada pemerintah Islam.
4.1.1.1.3.2 Kekayaan Laut

Pandangan Abu Yusuf (1979:70) mengenai kekayaan laut yang berupa perhiasan
seperti permata dan mutiara adalah juga menjadi sumber pendapatan pemerintah, jika
ada sektor swasta yang mendapatkan kekayaan laut semacam itu, maka ia dikenakan
1/5 dari harta tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu dalam
pembahasan mengenai ghonimah, bahwa hasil laut yang berupa perhiasan juga
termasuk ghonimah (Abu Yusuf, 1979:21), ini adalah suatu ijtihad yang unik dan
menarik, karena ulama lain seperti Qudamah bin Ja’far (w.329 H) yang juga menulis
buku tentang al-kharaj yang berjudul al-kharaj wa shina'atul kitabah, beliau tidak

menggolongkannya dalam ghoninuh.
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Sebagaimana ghonimah, Abu yusuf juga memandang bahwa hasil laut yang
berupa perhiasan mutiara dan permata dikenakan pajak sebesar 1/5 dari nilai tersebut.
Dari sisi penyimpanan di baitul mal, Abu Yusuf (1979:21) tidak menggolongkannya
ke dalam harta zakat, namun ia disimpan dalam pos ghonimah. Beliau menulis: (Abu
Yusuf, 1979:70)

el e el e 7 p3a Led (b ¢ i g Adla e el e 2R e Glesalt uad b L,
peedll il y

“Wahai Amurul Mukminin, engkau bertanya mengenai harta yang keluar dari
laut berupa perhiasan dan permata, sesungguhnya perhiasan dan permata yang

keluar dari laut dikenakan 1/5.7

Menurut Abu Yusuf (1979:70) sebagian ahli fikih seperti Abu Hanifah dan Ibnu Abi
Laila, bahkan dalam catatan Ibnu Ja’far (1981:240) bahwa scbagian besar ahli fikih
sebenarnya berpendapat bahwa hasil kekayaan tersebut tidak dikenakan apapun,
karena menurut mereka ia sama statusnya dengan ikan. Namun demikian Abu Yusuf
juga yang sependapat dengannya yaitu Qudamah bin Ja'far (1981:240) memandang
bahwa negara berhak mendapatkan 1/5 dari harta itu, sementara 4/5 nya dibagikan

kepada sektor privat yang menemukannya.

Pendapat ini kemudian diperkuat dengan sebuah atsar dari Umar bin Khatab

vang diriwayatkan oleh Abduilah bin Abbas: (Abu Yusuf, 1979)

Wi by Jaludl e da ban 5 ke 5 4l oS8l e ol o o Jaxid QUasl o yee
Ji g OB ((eatll st o o35 Ja b 3k Lady Lo ) s o s ) pae ) A (lgd e

cto el Gdae ol e

“Sesungguhnya Umar bin Khatab mempekerjakan Ya’la bin Umayyah sebagai
petugas bidang kelautan, lalu ia menulis surat kepada Umar tentang permata yang
didapatkan oleh seseorang dari sisi lautan, ia bertanya apa kebijakannya dan berapa

pajak yang dikenakan. Umar menulis bahwa ia merupakan sail Allah, dan apa yang
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Allah keluarkan dari laut berupa periasan maka dikenakan 1/5. Abdullah bin Abbas

berkata: inilah pendapatku.”

Ibnu Ja’far (1981:240) dalam catatannya, dijelaskan bahwa sebagian ulama
menyamakannya dengan harta temuan yang ada dalam perut bumi (rikaz) yang sama-
sama dikenakan 1/5. Menurutnya (1981:205) makna saib dalam atsar di atas adalah

al- ‘atha (pemberian) karena ia merupakan pemberian dari Allah yang maha memberi.
4.1.1.1.4 Jizyah

Jizyah merupakan pajak kepala bagi non muslim yang masuk ke dalam wilayah dan
perlindungan pemerintah Islam, sebab mereka tidak ikut serta berperang bersama
kaum muslimin dalam memerangi musuh, dan jika non muslim ikut berperang
membantu kaum muslimin melawan musuh, maka menurut Bek (1970:150) mereka

tidak dikenakan jizyah, karena mereka turut melindungi negara.

Menurut Ra’ana (1997:99-100) sebenarnya, jizyah mermpakan pajak
pengganti tugas kemiliteran dan upah mereka yang menggantikan tugas tersebut,
misalnya seorang kafir dzimmi dibebaskan dari tugas kemiliteran setelah membayar
Jjizyah. Jizyah juga scbenarnya sistem pajak lama yang pernah diterapkan oleh bangsa
Persia dan Romawi yang dikenal dengan nama giziar dan ribuiam capitus. Pajak ini
dibcbankan kepada sescorang tanpa melihat agama yang dianutnya dan asal-usul
kebangsaanya. Scdangkan Islam membatasinya hanya kepada non muslim. Biasanya
di Iran, para pengumpul pajak membebankan jumlah pungutan tertentu kepada
sebuah desa atau kota yang dibagi-bagi sesuai jumiah penduduk yang ada. Kemudian
Kisra 1 mengubah sistem itu dengan ketentuan pajak wajib bagi warga negara pria
berusia 20-25 tahun. Keluarga-keluarga istana dibebaskan dari kewajiban ini dan

secmua yang memiliki hak istimewa baik pejabat sipil maupun militer.

Abu Yusuf (1979:122) berpendapat bahwa jizyah diwajibkan bagi semua kafir
dzimmi baik yang di wilayah sawad (Iraq) dan seturuh wilayah yang dihuni oleh
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kaum nasrani, yahudi, majusi (zovoaster), shabi’in, dan samirah. Terkecuali kaum

nasrani dari bani Taglib, bagi mereka ada perlakuan khusus.

Yang menarik untuk diperhatikan adalah perlakuan khusus terhadap kaum
nasrani ban Taglib. Mereka tidak dikenakan jizyah, justru dikenakan zakat seperti
kaum muslimin, hanya saja mecreka harus membayar dua kalt lipat zakat. dalam
catatan Abu Yusuf (1979:120) disebutkan bahwa nasrani Bani Taglib adalah
komunitas nasrani Arab yang keras dan selalu memihak musuh, kemudian Umar bin
Khatab melakukan perdamaian dengan mereka dengan catatan tidak memasukkaﬁ
anak-anak mereka ke dalam agama nasrani dan mercka diharuskan membayar dua

kali lipat zakat sebagai pengganti kharaj dan jizyah, Abu Yusuf (1979:120) menulis:
Baall pgale celing g A5 jualll B aasY g (e baad  gusaiy ¥ O e jem pgallial

“Lalu Umar melakukan perdamaian dengan mercka (nasrani bani Taglib)
dengan syarat tidak menjerumuskan anak mereka ke dalam agama nasrani dan

dilipatgandakan zakat atas mereka.”

Menurut Abu Yusuf (1979:121) pelipatgandaan zakat terscbut beriaku pada
semua jenis harta zakat, jika binatang ternak yang mereka miliki sudah sampai
nishab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya dua kali lipat dari kaum muslim, begitu
pun jika mereka memiliki tanah pertanian, maka harus membayar zakatnya sebesar

20% jika irigasinya alami, atau 10% jika membutuhkan biaya.

Bahkan menurut Yahya bin Adam (w.203:26) meskipun seorang muslim
membeli tanah bani taghlib, maka zakat yang dikenakan tetap dua kali lipat, tidak
akan berubah selamanya, baik ia dari komunitas Bani Taghlib laiu masuk Islam atau

menjuainya kepada orang Islam.

Ketentuan Jizyah dalam Al-Kharaj (1979:122) diatur dengan seadil-adilnya, ini
hanya diwajibkan bagi laki-laki, tidak bagi wanita dan anak-anak. Juga disesuaikan
dengan tingkatan ekonomi rakyat, pada masyarakat non muslim tingkat atas

dikenakan 48 dirham perak, dan kelas menengah dikenakan 24 dirham, sementara
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kelas bawah hanya dikenakan 12 dirham. Dan semuanya itu dipungut hanya satu kali
dalam setahun. Baik berbentuk barang scperti hewan ternak yang halal, maupun uang.
Namun babi dan minuman keras tidak diperbolehkan, kecuali setelah barang haram

tersebut dijual lalu dibayarkan uangnya, maka yang demikian itu diperbelehkan.

Jizyah tidak dipungut dari orang miskin dari golongan mustahik, tidak pula dari
orang buta yang tidak memiliki pekerjaan, serta golongan pensiun. Namun jika

mereka memiliki harta kekayaan, maka tetap dipungut pajaknya (jizyah).
4.1.1.2 Bagian Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum seperti telah dijelaskan di atas bahwa ia merupakan kekayaan
negara yang berupa sumber daya alam yang negara berhak untuk mengelolanya demi

kepentingan rakyat.
4.1.1.2.1 Bidang Sungai dan Perairan

Mengenai sektor perairan dan sungai Abu Yusuf berpandangan bahwa, jika seseorang
memanfaatkan sebuah pulan yang kosong tanpa ada pemiliknya yang sah, untuk
bercocok tanam atau membangun scbuah bangunan, maka hal itu diperbolehkan olch
pemerintah setelah meminta izin kepada pemerintah dan menunaikan sesuatu yang
menjadi hak pemerintah. Dan dengan syarat tidak membahayakan orang lain,
khususnya kapal pedagang yang melintas. Pemanfaatan pulau tanpa penghuni
menurut Abu Yusuf (1979:92) sama status hukumnya dengan menghidupkan atau

memanfaatkan tanah mati (idle asset). Abu Yusuf menulis: (1979:91)

Loz il gall i ) Wy g Qlabull (B tgte oaly b g 5 el o gtiand Ja j ola (8
da b

“Dan jika seseorang datang kepada suatu pulau (gundukan tanah di tengah
sungai), lalu membangunkannya sebuah benteng yang melindunginya dari air,

kemudian bercocok tanam dan menunaikan kewajibannya terhadap
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pemerintah, maka ia sama statusnya dengan tanah mati (idel) yang

dimanfaatkan oleh seseorang.”

Dari pemyataan di atas, dijelaskan bahwa pemerintah berhak medapatkan
pajak dari pemanfaatan sebuah pulau yang kosong. Dan status hukumnya sama

dengan tanah mati (akan dibahas dalam pembahasan khusus tentang tanah produkdtif).

Bek (1970:150-151) mencatat bahwa Abu Yusuf telah mengatur masalah
kepulauan (lahan berupa gundukan tanah di tengah sungai) dengan rinci, dimulai dari
jika ada orang yang memanfaatkan, laiu menggunakannya sebagai lahan pertanian,
maka jika pulau itu statusnya scbagai tanah wsywr, maka yang memanfaatkannya
dikenakan zakat pertanian sebesar 10%, jika status tanahnya adalah kkargj, maka ia
dikenakan pajak pertanian. Abu Yusuf juga mengatur masalah pengaturan sungai
Tigris dan Efrat, dengan membuat aturan agar sungai tersebut dapat dimanfaatkan
oleh rakyat secara optimal, baik untuk perairan atau lainnya, disamping karena
memang kedua sungai tersebut merupakan jalur perdagangan kaum muslimin, maka
jangan sampat jalur tersebut terganggu dengan aktitas lainnya, yang dicontohkan Abu

Yusuf adalah membangun ghurbah di sekitar sungai efrat dan dujlah.

Dalam bidang perairan, seperti yang dijelaskan Bek (1970:151) di atas, Abu
Yusuf telah membahas irigast sungai Efrat untuk kebutuhan pertanian dan air minum.
Dalam af-kharaj (Abu Yusuf, 1979:94) dijelaskan bahwa pengelolaan sungai harus
benar-benar profesional, agar optimal dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Sebagat
contoh jika keberadaan sebuah sungai membahayakan bagi rumah di sekitarnya,
maka pemerintah harus wrun tangan, dan pengelolaan air minum dan air irigasi
pertanian menurut Abu Yusuf harus dibedakan, karena mungkin saja akan tercemari

jika penggunaannya tidak di atur. Abu yusuf menulis:

Gl e de ) e G B $gmiar o el 138 e A ClaiaY y | Gria WY S e RSN a3 O
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“Air minum tidak sama dengan air irigasi, penanggung jawab sungai yang digunakan
untuk air minum berhak melarang jika ada pctani yang mengambil aimya untuk

irigasi pohon kurma miliknya jika hal itu membahayakan.”

Keadaan irigasi pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid sangat tergantung pada
dua sungai besar yaitu sungai efrat dan tigris, namun ada juga sungai-sungai kecil
yang digunakan batk untuk irigast maupun minum. Dalam pengelolaan sumber daya
alam di bidang ini, Abu Yusuf telah merincinya dalam a/-kharaj, dan pemerintah
harus turun tangan mengatur hal tersebut agar manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
Pengelolaan sumber daya perairan dalm a/-kharaj, tidak hanya terhadap dua sungai
besar, namun sampai sumur yang berada di rumah-rumah penduduk pun di atur
kedalaman dan jarak satu sama lainnya. Sehingga semuanya jelas dan tidak terjadi
keributan di masyarakat karena ketidakadilan. Abu yusuf menulis sebuah hadits yang
diriwayatkan oeh Asy’ats bin Siwar dari As-Say’bi: {(1979:101)

e (B Y5 daisn Baalade oy Viea y Ugs Oeled D gpnal 3w

“Batas sumur adalah empat pulub hasta. Tidak boleh seorang pun kecuali

pemiliknya masuk ke dalam batas itu maupun mengambil airnya (tanpa iztn).

Senada dengan Abu Yusuf, Mawardi (1988:309) merinci dengan cukup detail
mengenai pengelolaan sumber daya perairan dalam Islam, belian membagi sungai ke

dalam tiga macam:

Pertama: sungai yang tidak digali oleh tangan manusia seperi Efrat dan Tigris yang
debit airnya sangal mencukupi untuk irigast dan air minum, serta sama sekali tidak
ada kemungkinan kering sehingga memicu konflik penduduk. Maka siapa saja boleh
mengambil air ini baik untuk minum maupun irigasi.

Kedua: Sungai-sungai kecil alami, yaitu ada dua jenis: |. sungai kecil vang debit air
mencukupi penduduk sctempat, walau lanpa bendungan. Maka penduduk setempat
diberi kebebasan untuk memanfaatkan sungai tersebut, namun jika ada penduduk lain

ingin mengalirkan air sungai itu ke sungai lain, tidak diperbolehkan jika
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membahayakan penduduk setempat. 2. Sungai kecil yang debit airnya mencukupi jika
dibendung, maka penduduk yang dekat ke hulu, diperbolehkan untuk membendung
sungai sesuai dengan keperluannya, lalu melepaskannya jika sudah terpenuhi
kebutuhannya, kemudian penduduk yang dibawahnya melakukan hal yang sama,
sampai penduduk yang dekat ke hilir.

Ketiga: sungai buatan manusia yang dibuat untuk irigasi atau kebutuhan tanah mati
yang mereka manfaatkan. Maka sungal jenis ini, menjadi kepemilikan bersama antar

mercka yang memanfaatkan tanah tidak produktif tersebut.

Persoalan berikutnya adalah sumber daya alam yang berupa air, apakah boleh
diperjual belikan?. Abu yusuf telah membahasnya dalam Al-Khargj, beliau (1979:95)
mencatat bahwa jika ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan} atau binatang ternak
melintasi sebuah sumur atau mata air milik penduduk, maka pemiliknya tidak berhak
untuk melarangnya, dan tidak pula menjualnya kepada siapapun. Hal ini karena hadits

Rasulullah yang riwiyatkan oleh Ibnu Hibban:
(uh:\u..li o'l_,_)) JUH_,&SI‘_,;L\J‘ : ES)GQA c.is_)..:wu.'ﬂ
“Manusia berserikat dalam 3 macam: air, padang rumput dan api.” (HR Ibnu Hibban}

Namun jika kondisi airnya dalam kemasan atau di tempat khusus, misalnya
sebuah perusahaan air minum yang menampung air bersih untuk kebutuhan

penduduk, maka Abu Yusuf membolehkannya. Beliau menulis: (1979:95)

Al Oy anm oo Mo ade y 50 5al 1355 )a0 38 cla s L W) 3 JS T eldl g 2 ¥
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“Dan diperbolehkan jual beli air yang telah ditampung atau di kemas. Jika ia
telah menampungnya dalam tampungan, maka boleh baginya menjualnya, atau
jika ia membuat sebuah perusahaan air, lalu menampung air sebanyak-

banyaknya, maka baik baginya untuk menjuainya.”
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Pendapat ini diperkuat oleh Yahya bin Adam (w.203:109) dalam buku yang
memiliki judul yang sama dengan buku Abu Yusuf yaitu Al-Khargj, beliau mengutip
pendapat Atha bin Musayyab tentang air yang dikemas lalu dijual, kemudian beliau
menjawab: “air tersebut dibawa dan dikemas, maka diperbolehkan karena itu tidak

seperti air yang tidak ditampung yang mengalir seperti air sungai.”

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah berhak mengelola sumber daya perairan
yang merupakan bagian dari kepemilikan umum untuk kemaslahatan rakyat. Jika
memungkinkan untuk mengelola perusahaan air minum sebagat, lalu memungut iuran
dari masyarakat maka hal tersebut sangat dimungkinkan, seperti yang telah

digambarkan Abu Yusufjuga Yahya bin Adam dalam A/-Kharaj.
4.1.1.2.2 Bidang Aset Produktif Milik Negara

Islam memerintahkan setiap orang untuk mengoptimalkan tanah yang mereka miliki,
agar tidak ada asset yang menganggur {(idle asset). An-Nabhani (2009:138) mencatat
bahwa setiap orang yang memiliki tanah dipaksa untuk mengelola tanahnya secara
optimal. Jika ia membutuhkan biaya untuk keperluan tersebut, maka baitul mal akan
menanggungnya, namun apabila yang bersangkutan mengabaikannya selama tiga
tahun. Maka tanah terscbut akan diambil dan diberikan kepada yang lain, Umar
berkata: “orang yang memagari tanah tidak berhalk lagi atas tanah tersebut setelah

menelantarkannya selama tiga tahun.
4.1.1.2.2.1 Qatha’i

Qatha’i adalah tanah yang diberikan pemerintah kepada rakyat yang telah
berkontribusi untuk negara. Tanah tersebut pada masa Abu Yusuf mecrupakan tanah
peninggalan kerajaan Persia yang belum menjadi milik seseorang. Abu Yusuf
mengisahkan bahwa Umar bin Khatab setelah menguasai wilayah Iraq, ia memilih
sebidang tanah yang dahulu dimiliki raja Persia dan keluarganya yang luasnya
mencapai empat juta jarib, kemudian Umar bin Khatab membagikannya kepada

rakyat yang ia kchendaki. {(Bek, 1970:148)
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Abu Yusuf (1979:57) menyebutkan bahwa ada sepuluh jenis shawafi (tanah
yang dipilih pemimpin negara) yang Umar pilth saat menguasai wilayah lraq,
diantaranya adalah: tanah orang yang terbunuh dalam peperangan, tanah orang yang
kabur, tanah milik raja Persia, tanah milik keluarga raja Persia dan lainnya. Status
tanah tersebut adalah milik negara, dan pemerintah berhak memberikannya kepada
siapa saja untuk dimanfaatkan atau dimiliki lalu dioptimalkan dengan baik agar tidak

menganggur. Abu Yusuf menulis: (1979:58)

A S e ey s 4ie Saas Of Jlad AL g oy B Vg aaY 0% ol 63 Jlall A ey s

“Status tanah tersebut sama seperti tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun atau
menjadi warisan seseorang, maka scorang kepala negara yang adil berhak untuk
menghadiahkannya atau memberikannya kepada orang yang telah berjasa

dalam Islam.”

Setelah tanah tersebut dikelola dengan baik dan menghasilkan, maka
pemerintah berhak menarik pajaknya dengan besaran antara 10% sampai 20%
tergantung kebijakan pemerintah. Jika pemerintah memandang bahwa petani tersebut
membutuhkan biaya untuk mengelola tanah itu, maka kepadanya dikenakan 10%
untuk menutupi biaya yang dikcluarkan. Jika irigasinya berasal dari tanah &haraj,
maka dikenakan kharaj (Abu Yusuf, 1979:58)

Dalam memberikan status tanah negara, Abu Yusuf (1979:58-59) merinci
wilayah mana yang termasuk tanah yang boleh dibagikan, dipungut usyur, atau
dikenakan kharaj atasnya. la mencatat bahwa wilayah Jazirah Arab, seperi Makkah,
Madinah, Yaman dan wilayah Arab lainnya mcrupakan tanah wusyuriyyah, karena
status hukumnya telah berlaku sejak jaman Rasulullah SAW. scmentara tanah Irak
dan sekitarnya seperti Basrah dan Khurasan merupakan tanah khargjiyyahr karena
tanah tersebut didapatkan melalui pertempuran fisik, maka tanah tersebut menjadi

milik negara.
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Dalam hal ini An-Nabhani (2009:128) menyimpulkan beberapa status tanah
dalam Islam, yaitu: pertama: tanah yang dikuasai melalui peperangan, maka tanah
tersebut menjadi milik negara dan statusnya ialah tanah kharajivyah. Selain Jazirah
Arab. Kedua: jika tanah tersebut dikuasai melalui perdamain dan disepakati bahwa ia
menjadi milik pemerintahan Islam dengan tetap membiarkan penduduknya mengelola
tanah tersebut dengan membayar kharaj, maka statusnya adalah tanah kharajiyyah
untuk selamanya, walaupun ia telah dijual kepada kaum muslim. Ketiga: jika tanah
tersebut dikuasai dengan cara berdamai dan disepakati bahwa tanah tersebut tetap
menjadi milik mereka, dengan dikenakan kharaj, maka status tanahnya kharajiyvah,
namun jika si empunya masuk Islam atau menjuainya kepada umat Islam, maka ia

berubah menjadi tanah usyuriyyah.
4.1.1.2.2.2 Tanah Mati/ menganggur (Mawatul Ardh)

Aset produktif lainnya yang disebutkan Abu Yusuf (1979:63) adalah mawatu! ardh
(tanah mati), yaitu tanah yang belum pernah terjamah oleh siapapun dengan aktifitas
pcrtanian, bekas bangunan, pemakaman, tempat mengembala hewan dan tidak
menjadi milik siapapun. Orang vang mengelolanya berhak atasnya, ia boleh
menjualnya atau mewariskannya jika telah meninggal dunia (Yahya bin Adam,
w.203:90)

Pemerintah memiliki hak untuk memberikan tanah mati kepada rakyat yang
ingin mengelolanya. Kemudian dikenakan pajak baik usyur maupun kharaj atas tanah
terscbut. lu yang menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah, disamping
pemberdayaan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Abu Yusuf mencatat
bahwa pemerintah berhak memberlakukan pajak kharaj jika status tanahnya adalah
kharaj atau irigasinya dari tanah kharaj, seperti tanah sawad di Iraq. Dan pajak usyur

jika tanah wsynriyyah seperti jazirah Arab.

Ar-Rahbi (1973:446) menjelaskan bahwa perkataan Abu Yusuf mengenai
kewajiban membayar usyur maksudnya ialah jika yang menghidupkannya seorang

muslim, namun jika yang mengelolanya seorang cdzimmi walaupun di tanah
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usyuriyyah tetap baginya dikenakan kharaj karena status yang non muslim tidak

diwajibkan atasnya usyur karena ia termasuk zakat kaum muslimin.

Abu Hanifah dalam Abu Yusuf (1979:64) mewajibkan bagi stapa saja yang
ingin mengelola tanah mati agar meminta izin kepada pemerintah untuk
mengelolanya, dan pemerintah mempertimbangkannya atas dasar maslahat. Abu

Yusuf menulis: (1979:64)
T3 4l (5 57 Loy i Janiy o a8 5l g Gl gl (s o Al

“Anda berhak selaku pemimpin negara untuk memberikan tanah tersebut
kepada saipa saja yang anda sukai, dan saya memandang anda boleh
menyewakannya atau melakukan apa saja yang mengandung kebaikan

(maslahat).”

Dengan demikian pemerintah berhak mengelola tanah-tanah menganggur
untuk aktifitas apapun yang mengandung maslahat bagi masyarakat, pertanian,
perdagangan atau apa pun yang mengandung shalah (kebaikan). Sebagimana
Qatha’l, tanah mati dalam lslam tidak bolch menganggur selama lebih dari tiga
tahun, jika seseorang telah diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola harta,
namun setelah itu tidak ada aktifitas dan berlangsung selama tiga tahun, maka
pemerintah berhak mengambilnya kembali, seperti ditulis oleh Abu Yusuf (1979:65)

mengutip perkataan Umar bin Khatab:
Catbes 30 3y 5o ainal el g4l g8 WSise Lia Jf Lial e

“Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka ta berhak mengelolanya, dan
orang yang memagari tanah tidak berhak lagi atas tanah tersebut setelah

meneclantarkannya selama tiga tahun.”™

Pemanfaatan tanah mati dengan berbagai aktifitas yang tidak melanggar
syariat dianjurkan dalam Islam. Abu Yusul dalam hal ini, cenderung menganjurkan

pemerintah agar mengelola tanah-tanah terscbut untuk seswatu yang produktif,
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sebagai contoh di saat sebagian ulama memperdebatkan masalah boleh tidaknya

muzaro 'ah (bagi hasil pertanian) dan musagoh dengan nisbah antara 1/3 hingga 1/2 ,

bahkan di-antara yang tidak sepakat adalah gurunya sendiri Abu Hanifah, Abu Yusuf

(1979:88-89) memandang bahwa perlu mengembangkan usaha muzaroah karena

baginya ia sama dengan mudharabah (bagi hasil dalam jual beli) apa pun bentuk

pertaniannya, baik kurma, gandum atau padi.

Tabel 4.2 Jenis dan Status Tanah Perspektif Abu Yusuf

Jenis Tanah

Status Tanah

Tanah Jazirah Arab

Tanah usyrivyah

Tanah non jazirah Arab:
1. Tanah taklukan
I.I Negara yang kalah perang

memeluk Islam

1.2 Tidak didistribusikan

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

Didistribusikan kepada prajurit
Milik negara
Qatha’i
Tanah mati
2. Tanah dibawah perjanjian damai
(ardh shulh)
2.1 penduduk masuk Islam
2.2 Penduduk tidak masuk Islam

3. Tanah milik Muslim

1.1 Tanah usyriyyah

1.2 Tanah kharajiyyah (berlaku untuk
semua pemilik tanah baik muslim
maupun dzimmi)

1.3 Tanah usyrivah

1.4 Tanah  usyriyyah  (jika  yang

mengelolanya adalah muslim dan

bukan di tanah Aharajivyak) atau

tanah kharajiyyah jika mengelola

baik di

maupun kharajiyyah

dzimmi tanah  usyriyvah
2.1 Tanah usyriyyah
2.2 Tanah kharajivyah

3. Tanah usyriyyeah

“Sumber: .A.f.r-l.aiii.i”(QOIO) (dengan penyesuaian)
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4.1.1.3 Bagian Zakat

Suharto (2004:188) mencatat bahwa masalah apakah zakat dibayarkan kepada
pemerintah dan bukan kepada pribadi Nabi, muncul pada masa khalifah Abu Bakar
Shiddik, ketika beberapa orang cenderung enggan membayar zakat dengan berasumst
bahwa zakat adalah pendapatan personal Nabi SAW. Menurut pemahaman mereka,
setelah Nabi wafat, zakat tidak lagi wajib bagi kaum muslimin. Namun demikian,
kesalahan pemahaman ini terbatas pada suku Arab baduwi yang masih tergolong baru
dalam memeluk Islam dan tidak memiliki jalur komunikasi dengan mayoritas
masyarakat yang menyadari sifat zakat scbagai institusi yang tidak bisa dipisahkan

dari shalat.

Dalam masalah zakat, berbeda dengan Abu Ubaid, Abu Yusuf tidak begifu
sistematis membahasnya. Bahkan yang dibahas dalam bab yang khusus tentang zakat,
Abu Yusuf hanya merinci tentang zakat peternakan, yaitu pada halaman tujuh puluh
enam sampai tujuh puluh sembilan. Sementara menurut Suharto (2004:187) ruang
yang diberikan Abu Ubaid untuk membahas topik zakat hampir empat puluh persen
dari keseluruhan buku. Suhario (2004:200) juga mencatat bahwa kitab al-amwal
menjadi bukti bahwa Nabi, pada masa kchidupan beliau telah menjelaskan aturan-
aturan zakat secara dctail. ini membatalkan keraguan yang dikemukakan orientalis
seperti Schact tentang pendapatnya mengenai ketidakjelasan zakat  pada kehidupan
Nabi. Abu Ubaid menyebutkan bahwa ada dokumen Nabi yang merinci khusus

mengenai zakat.

Abu Yusuf (1976:76) dalam bab mengenai zakat, yang ia namakan dengan
Jashlun fish-shadaqgor (pasal tentang zakat) sebagaimana Abu Ubaid, ia menjelaskan

juga bahwa ada dokumen Nabi yang berisi khusus tentang zakat, ia menulis:

sy 43 38 el AU S Al g agle A loa Bl g Ol Lagie NS il pin 5 jee opb 05
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“Dari lbnu Umar -~semoga Allah meredhai keduanya- bahwa sesungguhnya
Rasulullah SAW  menulis sebuah dokumen mengenai sedekah lalu

menghubungkannya dengan pedangnya.”

Meskipun yang menjadi tema utama Abu Yusuf adalah masalah perpajakan
sesuai dengan nama kitabnya al-kharaj. Namun demikian, Abu Yusuf sebenamya
membahas banyak hal mengenai zakat, walaupun di tempat yang terpisah dan tidak
beraturan. ada beberapa sumber pendapatan publik yang sebenarnya menurut para
ulama seperti Qaradhawi (1993) dalam Fighuzzakah (edisi tefjemahan:Hukum Zakat)
adalah bagian dari zakat, seperti wsywr pertanian, zakat harta perdagangan, zakat
barang tambang (ma din) dan zakat harta temuan (rikaz). Namun Abu Yusuf tidak
secara gamblang menyebutnya sebagai zakat, hal itu dapat diketahui sebagai sumber
pendapatan zakat, dari pernyataan beliau tentang penyimpanan harta tersebut yaitu
bahwa harta itu disimpan dalam pos zakat. seperti pernyataan beliau tentang zakat
barang tambang yang telah sampai nishab 200 dirham jika berupa perak dan 20
mitsqal jika berupa emas, ia menulis: (Abu Yusuf, 1979:21)

“Dan khumus-nya disimpan dalam pos sodaqoh (zakat).”

Mengenai usyur pertanian, Abu Yusuf membahasnya bersamaan dengan pajak
pertanian {(kharay). Jika kharaj berlaku bagi kaum minoritas (ahlu dzimmah) dengan
standar yang telah ditentukan yang disesvaikan dengan kondisi cuaca dan irigasi,
maka usyur pertanian berlaku bagi muslim dengan aturan yang telah ditentukan pula.
Sedangkan zakat perdagangan, Abu Yusuf mecmbahasnya bersamaan dengan
pembahasan mengenai usyuur tijaroh (bea cukai perdagangan), di mana beliau
merinci kewajiban untuk masing-masing kafir harbi, dzimmi dan muslim. Yang
menjadi kewajiban muslim adalah sebesar 2,5 % dari total asset dagangan yang
dimiliki. Oleh karenanya kebijakan Abu Yusuf dalam hal ini, jika seorang muslim
sudah membayar zakat perdagangan schesar 2,5 %, maka ia tidak dikenakan pajak

bea cukai, karena pada hakekatnya wusyur (beacukai) bagi muslim adalah zakat
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perdagangan, sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan usyur di atas. Sementara
mengenai barang tambang (ma’'din) dan harta temuan (rikaz), Abu Yusuf
menggolongkannya ke dalam ghonimah (rampasan perang) dan tidak masuk dalam
bagian zakat, namun dari sisi penyimpanan, harta-harta tersebut disimpan dalam baitu

maalizzakat (pos khusus zakat).

Paling tidak ada tiga sumber pendapatan zakat yang menjadi perhatian Abu
Yusuf dalam Al-Kharqj, hanya saja pcmbahasan keempat macam itu, beliau tulis
secara tidak beraturan dan tidak sistematis. Ketiga macam itu ialah: zakat binatang

ternak, zakat perdagangan dan zakat hasil pertanian.
4.1.1.3.1 Zakat Pertanian

Sebagaimana disinggung di atas bahwa zakat pertanian dalam kitab 4/-Kharaj,
dibahas oleh Abu Yusuf bersamaan dengan pembahasan mengenai kkaraj yaitu pajak
pertanian yang diwajibkan atas non muslim. Hal ini karena khargj dan usyur menjadi
sumber pendapatan negara dari sektor yang sama yaitu pertanian, Sekalipun Abu
Yusuf tidak secara definitif mengistilahkan wsywr pertanian sebagai zakat bagi
muslim, namun beliau tetap membedakannya, dan menegaskan bahwa kharaj tidak
sama dengan wsyur pertanian. Paling tidak ada dua hal yang membedakan antara
kharaj sebagai pajak pertanian non muslim dan wsyur scbagai zakat bagi muslim

dalam A/-Kharaj sekaligus menegaskan pembahasan mengenai zakat pertanian:

Pertama: Abu Yusuf menegaskan sendiri dalam pasal khusus yang berjudul haddi
ardhil usvr min ardhil kharaj (batas tanah wsyur dari tanah tharaj), di sana beliau
menulis bahwa setiap tanah yang penduduknya masuk Islam, maka ia termasuk tanah
usyur. dan setiap tanah non Muslim yang dikuasi oleh kaum muslimin dengan
membiarkan tanah itu dikelola oleh penduduknya yang non muslim, maka -ia
termasuk tanah Aharaj. (Abu Yusuf, 1979:69)

Kedua: Kutipan Abu Yusuf terhadap hadits Rasulullah SAW mengenai zakat
pertanian, yang dalam hadits itu jelas tertulis shadagah atau zakat. (lihat Abu Yusuf,
1979: 53-56)
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Yahya bin Adam (w.203:112) dalam catatannya, berbeda dengan Abu Yusuf,
jika Abu Yusuf tidak begitu jelas menyebutnya sebagai zakat, namun Yahya bin
Adam menegaskannya dengan istilah zakat, beliau mencatat: “Adapun zakat bumi
dan pertanian serta buah-buahan yang tidak berasal dari tanah kharaj, yaitu dari tanah
usynr. Dan yang dimaksud uspur adalah sodaqoh dan ia adalah zakat yang diwajibkan

atas kaum muslimin pada tanah dan buah-buahan mercka.

Pembahasan mengenai zakat pertanian dalam al-kharaj, Abu  Yusuf
menuliskannya kurang lebih sekitar enam halaman. Dimulai dari konsensus (ijma’)
para ulama tentang ukuran yang wajib dikeluarkan dari zakat pertanian sesuai dengan

kondisti irigasinya, beliau menulis: (Abu Yusuf, 1979:51)

Al (o pdedl Liadly V) 4y el Lad adl (il e S gally LA A ABaally a0 Lail
e O Oedde aaiadl 3gd Agbillyadiallg o plls Sule e plalliaaiglan, dute Jo
AW 45 el Lo g Liflale 0 US il

“Uysur dan sedekah (zakat) hanya berlaku pada buah-buahan dan hasil
pertanian yang berasal dari 1anah wsywr dengan ketentuan  yang wajib
dikeluarkan 1/10 (10%) jika irigasinya alami sesuai ketcrangan atsar dan
hadits, dan 5% jika irigasinya membutluhkan biaya, inilah ijma’ ulama kita dan

sebagaimana tercantum dalam arsar”.

Dari pernyataan di atas, dijelaskan bahwa yang wajib dikeluarkan dari zakat
pertanian adalah sebesar 10% jika irigasinya alami (saih) atau tidak membutuhkan
biaya seperti sungai dan mata air yang mengalir dan 5% jika irigasinya membutuhkan
biaya, namun jika menggunakan keduanya. maka dilihat yang paling dominan antara
keduanya, atau diambil tengah-tengah antar lima dan sepuluh persen, seperti ditulis

oleh Mawardi (1988:212) dalam al-ahkaam as-sulthaniyyah.

Mengenai jenis hasil pertanian apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, Abu
Yusuf (1979:531) mencatat bahwa hasil pertanian vang tidak tahan lama seperti buah

semangka, mentimun, terong, wortel, dan jenis sayuran hijau lainnya juga rerumputan
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(pakan ternak) dan kayu tidak wajib dizakati. Sementara yang wajib dizakati adalah
makanan yang disimpan dan tahan lama seperti gandum, padi, jagung dan biji-bijian
lainnya yang ditimbang atau ditakar. Menurut Imam Syaft’l yang diwajibkan adalah
yang menjadi makanan pokok penduduk di tempat itu seperti dalam catatan Mawardi
(1988:213).

Namun demikian Abu Yusuf berpandangan bahwa tidak harus makanan
pokok yang wajib dizakati, karena dalam A/-Kharaj beliau juga menyebut hasil
pertanian seperti kacang-kacangan, kunyit, zaitun, bawang merah dan putih,

ketumbar, wijen, kelapa dan lainnya yang tahan lama diwajibkan zakat atasnya.

Tentang nishab zakat pertanian, Abu Yusuf mencatat bahwa nishabnya adalah
lima wasag, jika hasil pertanian itu tidak sampai lima wasag, maka ia tidak wajib
dizakati. Ketentuan lima wasag tersebut berlaku walaupun jenis hasil pertaniannya
berbeda-beda, contohnya padi 2 wasaqg, gandum 1,5 wasag, kurma 1,5 wasag dan
dijumlah menjadi lima wasag, maka wajib dizakati, karena telah sampai nishab.
Sementara menurut Abu Hanifah dalam catatan Abu Yusuf (1979:52) hasil pertanian
wajib dikeluarkan zakatnya berapa pun hasil yang didapat, walaupun tidak sampai
lima wasaq tanpa menghitung upah pekerja dan sapi pembajak, namun yang dihitung
adalah jenis irigasi yang membutuhkan biaya. Abu Hanifah meriwayatkan sebuah

atsar dari Hamad dari Ibrahim An-Nakha’i yaitu:
o osall i f 22 e 384l QB e g W 3 e

“Yang dihasilkan dari tanah pertanian baik sedikit maupun banyak di dalamnya ada
1710 (10%)”.

Namun Abu Yusuf berbeda pendapat dengan gurunya dalam . hal ini, karcna scsuai
dengan beberapa riwayat Hadits Rasulullah SAW yang beliau tlis: (Abu yusuf,
1979:53)

Aad Oy lasd el (8 Al iy adie b a2l e Lagie (Tabdld ) Al e 0 e e
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“Dari Jabir bin Abdullah —semoga Allah meridhai keduanya- dari Nabi SAW
sesungguhnya beltan bersabda: “(pertanian yang hasilnya) di bawah 5 wasagq

tidak diwajibkan zakat”.

Wasaq dalam Hadits Nabi dijelaskan oleh Abu Yusuf (17979:53) ialah sama dengan
60 sha’, dengan demikian lima wasag sama dengan 300 sha'. Al-Utsaimin
{1426:452) mencatat bahwa satu sha’nya Nabi sama dengan dua kilo empat puluh
gram ukuran sekarang. Dengan demikian 300 ska " sama dengan 612 kilo gram. Abu

Yusuf menulis:
- fhao 5l o sl AucadBla aloy e i oo il plims lolia ) g (Bl

“Wasag sama dengan enam puluh ska’ Nabi, maka lima wasaq sama dengan

tiga ratus sha ™

Hasil pertanian menurut pandangan Abu Yusuf jika telah sampai nishabnya,
maka ia wajib dikenakan zakat, walaupun telah terkurangi jumlahnya untuk makanan
keluarga, biaya pekerja, biaya bajak, bahkan meskipun terkurangi karena hasil
pertaniannya dicuri, tetap wajib dikenakan pajak. Namun demikian, Abu Yusuf tetap
menyerahkan kebijakan tersebut kepada pemerintah, beliau berpandangan bahwa
hendaknya pemerintah mengambil pendapat yang bisa mendatangkan keuntungan
lebih banyak bagi baitul maal, dan lebih mendatangkan maslahat, beliau menulis:

(Abu Yusuf, 1979:53)
cand o8 @ el Al Cay e i 415 el sl adf sl ) Loy el 3 2

“Maka ambillah pendapat yang lebih mendatangkan maslahat dan keuntungan
yang lebih banyak bagi baitul maal, dari antara dua pendapat yang lebih engkau

sukai.”
4.1.1.3.2 Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan dalam A/-Kharaj tidak banyak dibahas. Karena penulsinya; Abu

Yusuf lebih banyak menulis tentang bea cukai bagi produk luar negeri dan kebijakan
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tentang perdagangan inlemasional (international trade policy). Hal tersebut karena
Abu Yusuf menggolongkan zakat perdagangan ke dalam pembahasan bea cukai
(usyur), meskipun demikian, siapapun yeng membaca kitab a/-kharaj akan mendapati
bahwa usyur bagi kaum muslimin adalah zakat perdagangan. Ada dua hal yang
mendukung pendapat ini:

Pertama: Abu Yusuf menyebutkan bahwa jika ada seoré'n.g muslim yang melintasi
petugas bea cukai, lalu berkata kepada petugas bahwa ia telah menunaikan zakatnya
(perdagangan), dan bersumpah tentang itu, maka tidak dikenakan usyur atasnya.
Beliau menulis: (Abu Yusuf, 1979:134)

iy s e il 6 el e il g 408 5 sl 8 M55 U 5 Jley 3 e il e 131

Al

“Jika seorang pedagang (muslim) melintas pos bea cukai dengan membawa
harta dan barang dagangan, lalu berkata: saya tclah menunaikan zakatnya

dengan bersumpah, maka sumpahnya diterima, dan gugur baginya usyur. ™’

Kedua: catatan Abu Yusuf mengenai penyimpanan harta usyur yang diperoleh dari
pedagang muslim, bahwa harta tersebut disimpan dalam pos penyimpanan zakat,
sementara usyur yang diperoleh dart non muslim baik dzimmi maupun harbi

disimpan dalam pos fharaj. Beliau menulis: (Abu Yusuf, 1979:134)

gl dalp Lasan el Jal (e 3350 Lo vy A80all (Jiss alinnd jadiall e puelisald (e 340 La US4
gl dae

“Dan setiap (usyur) yang diperoleh dari kaum muslimin maka pos penyimpanannya
adalah pos shodaqeh (zakat) dan pos yang diperolch dari ahlu dzimmah dan ehiul

harbi semuanya dimasukkan ke dalam pos kharaj.”

Dengan demikian, maka sebenarnya Abu Yusuf menulis juga tentang zakat
perdagangan, hanya saja tidak secara rinci, karena ketentuan zakat perdagangan dari
beberapa sisi sama dengan ketentuan wusyur (bea cukai). Pertama: dari sisi nishab

sama dengan usyur yaitu dua pulub dinar atau dua ratus dirham. Kedua: dari sisi jenis

Universitas Indonesia

Keuangan publik..., Ahmad Muti, Psacasarjana Ul, 2010



124

harta yaitu harta perdagangan yang dimaksudkan untuk diperdagangkan oleh

pemiliknya.

Yusuf Qaradhawi (1993:298) mencatat bahwa harta benda perdagangan yang
wajib ditunaikan zakatnya adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain nang
kontan dalam berbagai jenisnyam meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian,
makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak
bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud
dengan harta benda perdagangan, yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk
tujuan memperoleh keuntungan. Dan yang wajib dikelnarkan adalah 2,5% yang

dihitung dari modal dan keuntungan, bukan hanya dari keuntungan.

Landasan yang mendasari kewajiban zakat perdagangan adalah firman Allah

dalam surat Al-baqoroh ayat 267 :
. “'d-‘lgflh f = LI W L . . o Wl | S . T ,!f,
Cadli Laas N3 23 Y1 (2 ST Gl L 2206 ool o Tyl Tyaale (nall Lol

- 3z
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3 dea G 0 O 3dET ws Tpianss o V] ey (5207 55885 4y
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
uniuk kamu. dan janganiah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kanmu menafkahkan
daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi
Maha Terpuji.(Al-Baqoroh: 267)

Menurut lbnu Arabi dalam Qaradhawi (1993:300) bahwa yang dimaksud
“hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan hasil
bumi yang kami keluarkan untuk kalian itu adalah tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan
avat ini, maka dapat dikatakan bahwa usaha ada dua macam. vaitu usaha vang

bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari
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atas bumi seperti perdagangan, peternakan dan menangkap ikan di laut. Ailah
memerintahkan orang-orang kaya di anatara mereka memberi orang-orang miskin
sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah

SAW.

Sedangkan landasar yang mendasarinya dari hadits Nabi adalah Riwayat Abu Daud:
(.\_"IJ_,:JI al_,_))@._‘llax_iLuii_\.ali G_)i.!uih_).u’t._"alu}gin &IWL_:mld}uJ o\s

Artinya: “Rasulullah memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala

yang kami siapkan (maksudkan) untuk dijual”. (HR Abu Daud)

Landasan lain berupa konsensus para sahabat, tabi’in dan ulama salaf]
dijclaskan bahwa tuntunan yang diberikan oleh para sahabat di antaranya peristiwa
yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanadnya sendiri dari sumber Abdul Qari
{berasal dari suku Qara), “saya bertugas di kas negara pada masa Umar bin Khatab,
bila beliau keluar, mengumpulkan kekayaan para pedagang kemudian
menghitungnya, baik yang ada pada waktu itu maupun yang bukan, kemudian
menarik zakat dari kekayaan yang ada pada waktu itu untuk yang ada waktu itu
maupun bukan.” Ibnu Hazm meriwayatkan pula hadits itu dalam al-Muhalla, dan

mengatakan sanadnya shahih. (Qaradhawi, 1993:303)
4.1.1.3.3 Zakat Binatang Ternak

Abu Yusuf menerangkan masalah zakat petermakan dengan cukup panjang lebar,
karena topik zakat dalam al-kharaj yang secara jelas dibahasakan oleh beliau dan
dijadikan sebagai salah satu tema adalah zakat peternakan. Belian namakan pasal itu
dengan “fish-shodagot”, pasal tersebut secara penuh hanya berisi tentang zakat
peternakan, beliau menuliskannya dalam empat halaman, yang diawali dengan dasar
beliau menuliskan tema tersebut, yaitu atas dasar permintaan Amirul Mukminin Harun
Ar-Rasyid agar Abu Yusuf membuat ketentuan mengenai zakat unta, sapi, kambing
dan kuda, dan bagaimana seharusnya mengatur hal-hai tersebut dalam sebuah

pemerintahan.
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Sebelum Abu Yusuf menjelaskan ketentuan zakat peternakan, beliau
menyarankan kepada khalifah Harun Ar-Rasyid agar memerintahkan kepada para
petugas untuk menarik zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai al-Quran
dan Hadits serta sunnah para Khulafa Rasyidin, beliau menegaskan bahwa yang
mentradisikan kebiasaan yang baik maka akan mendapatkan pahala dan pahala orang
yang mengikutinya, dan sebaliknya orang yang mentradisikan keburukan, akan dapat

dosa dan dosa orang yang mengikutinya. (Abu Yusuf, 1979:76)

Dari pernyataan di atas tercatat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati
adalah kambing, sapi atau kerbau, kuda dan unta. Namun dipertengahan bab, Abu
Yusuf menjelaskan tentang perselisihan pendapat para ulama mengenai apakah kuda

wajib dizakati atau tidak. Berikut rinciannya:

Mengenai zakat kambing, Abu Yusuf menjelaskan bahwa ketentuan tentang
itu dan .Iainnya telah ada dalam dokumen Nabi SAW, dengan rincian jika kambingnya
mencapai 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya satu kambing, 121 sampai 200 ekor
zakatnya dua ekor kambing, 201 sampai 300 ekor zakatnya tiga ekor kambing, jika
lebih dari jumlah tersebut, maka dihitung setiap 100 ekor kambing ditarik zakatnya |
ckor kambing. Dengan demikian nishab zakar kambing, domba atan yang sejenisnya
adalah 40 ekor.

Adapun unta, nishabnya adalah lima ekor unta, jika telah sampai lima ckor
zakatnya ialah satn ckor kambing, sampai dua puluh ckor, zakatnya masth kambing
dengan ketentuan setiap lima ekor unta dizakati satu kambing. Baru kemudian, jika
telah 25 sampai 35 ekor unta, maka zakatnya salu ekor unta jenis binfu makhadh, 35
ckor unta sampai 45 ekor dikenakan zakat satu unta jenis binfu labuun, 46 sampai 60
ekor unta dikenakan zakat sebanyak satu ekor unta jenis higgoh, 61 sampai 75 ekor
unta, ditarik zakatnya sebanyak satu ekor unta jenis Jaza 'ah, 76 sampai 90 ekor unta
dikenakan zakat sebanyak dua ekor unta jenis bintu labuun, dari 91 sampai 120 ekor

unta ditarik zakatnya scbanyak dua ekor unta jenis higgoh, jika lebih dari 120 ckor
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unta, maka zakat yang dikenakan setiap 50 ekor unta sebanyak satu ekor unta jenis

hiqqoh, dan setiap 40 ekor dikenakan satu ekor unta jenis hinfu lubuun.

Sementara ketentuan zakat sapi atau kerbau, memiltki nishab 30 ekor. Dengan
aturan setiap 30 ekor sapi atau kerbau, zakat yang dikenakan sebanyak satu ckor sapi
atau kerbau jenis fabi’, dan setiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakat yang ditarik

sebanyak satu ckor sapi atau kerbau jenis musinnah.

Perbedaan pendapat antara ulama terjadi seputar masalah zakat kuda, apakah
ia wajib ditarik zakatnya atau tidak. Abu Yusuf mengutip pendapat Abu Hanifah
bahwa kuda yang digembalakan dikenakan zakat sebanyak satu dirham setiap
ekomya, pendapat tersebut behau tambah dengan pendapat yang sama menurut
riwayat Ali bin Abi Thalib. Namun Abu Yusuf juga menyebutkan riwayat lain dari
Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya beliau bersabda : “Aku
telah menghapus untuk ummatku zakat kuda dan budak.” Sebagaimana Abu Yusuf
juga meriwayatkan dari perawi-perawi yang dikenal integritasnya (rifal ma’rufun)
dengan lafadz yang berbeda namun memiliki arti yang sama, juga yang diriwayatkan
olch Sufyan bin Uyaynah dari Abu Ishak. (Abu Yusuf, 1979:77)

Dari perbedaan pendapat di atas, yang amat disayangkan adalah Abu Yusuf
membiarkan masalah ini mengambang dan beliau tidak memperkuat salah satunya, di
satu sisi belian mengutip pendapat gurunya yaitu Abu Hanifah, di sisi lain beliau juga
mengutip beberapa hadits yang bertentangan dengan pendapat Abu hanifah yang
berjumiah tiga buah hadits dengan perawi yang berbeda-beda, namun setelah itu

beliau tidak mengarahkan kepada salah satu pendapat.

Ada beberapa kriteria yang Abu Yusuf sebutkan mengenai binatang ternak
yaﬁg wajib dizakati, dapat disimpulkan scbagai berikut: pertama: Jika hewan dari
jenis kambing , maka usianya tidak boleh kurang dari dua tahun, sehat fisiknya, tidak
caéal. dan tidak sedang mengandung. Kedua: Jika hewan dari jenis unta dan sapi,
maka tidak bolch dari hewan yang digunakan untuk dipekerjakan untuk membajak

sawah misalnya. Di samping itu syarat yang lain adalah hewan-hewan yang udah
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sampai nishab berada di tangan pemiliknya tidak kurang dari satu tahun (haul). (Abu
Yusuf, 1979:77-79)

4.3 Tabel Nishab Zakat Peternakan

Jenis Hewan Nishab Jumlah zakat
Kambing 40 - 120 ekor 1 ekor
121 — 200 ekor 2 ekor
201 — 300 ekor - | 3ekor
301 — 400 ekor 4 ekor
Keterangan: Selanjutnya setiap seratus ekor kambing zakatnya ditambah satu ekor
Sapi dan Kerbau 30 ekor | 1 ekor tabi’
40 ekor | ekor musinnah
Unta 5-9 ekor 1 ekor kambing
10 ~ 14 ekor 2 ekor kambing
15— 19 ekor 3 ekor kambing
20 - 24 ekor 4 ckor kambing
25— 35 ekor | ekor unta bintu makhadh
36-45¢ekor | ekor unta bintu labun
46 — 60 ekor I ekor unta higqok
61 ~75 ekor | ekor unta Jaza ah
76 - 90 ekor 2 ekor unta bintu labun
91 - 120 ekor 2 ekor unta higgoh

Keterangan: jika di atas jumlah tersebut maka setiap 50 ekor zakatnya 1 ckor unta

higgoh dan setiap 40 ekor zakatnya binfu labun

Sumber: Abu Yusuf (1979:77-79)
4.1.2 Pengelvaran (Expenditure) Negara Perspektif Abu Yusuf

Sebagian para ahli ekonomi Islam meyakini bahwa ketika Abu Yusuf membahas

mengenai pengeluaran negara dalam Al-Khargf tidak begitu merincinya secara
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sistematis seperti ia merinci pendapatan negara satu persatu. Menurut Al-Awadh
(1985:129) analisa tersebut mungkin saja dibenarkan, karena di awal bukunya, Abu

Yusuf (1979:3) menulis:

o3y ZAN Al 4y Jany laals WS 4l sl o il s o iagall b o
Sl eally cin ally

“Sesungguhnya Amirul Mukminin —-semoga Allah memberinya kekuatan-
memintaku  untuk menyusun sebuah buku yang dijadikan pedoman

pengumpulan kharaj, usyur, sedekah dan jawala (jizyah).”

Namun manakala kitab tersebut dibaca, maka di dalamnya akan ditemukan
poin-poin mengenat pengeluaran negara, hanya saja memang tidak sistematis karena
karakter kitab A/-Kharaj yang merupakan poin-poin jawaban dari pertanyaan
Khalifah Harun Ar-rasyid, dan sangat dimungkinkan dalam menulis A-Kharaj, Abu

Yusuf mengikuti alur pertanyaan sang Khalifah.

Khudhari Bek (1970:152) mencatat bahwa paling tidak ada lima pengeluaran
ncgara yang ditulis Abu Yusuf dalam Al-Kharaj, di antaranya ialah: pertama: gaji
para pegawai negeri, hakim dan pengelola pajak. Kedua: fasilitas tentara untuk
pertahanan. Ketiga: memperbaiki Irigasi. Keempat: membuat saluran air. Kelima:
fasilitas para narapidana. Jika ditulis icbih jelas lagi, pengeluaran pemerintah yang
ditulis dalam A/-Kharaj meliputi gaji pegawai, pertahanan militer, pembangunan

infrastruktur, memenuht kebutuhan dasar rakyat.
4.1.2.1 Belanja Pegawai

Sebelum Adam Smith menulis dalam the Wealrh of Nation bahwa di antara kewajiban
pemerintah adalah menanggung semua pengeluaran yang digunakan untuk pelayanan
publik yang manfaatnya kembali kepada semua masyarakat. Abu Yusuf telah jauh-
jauh harl melampauinya dalam Al-Kharaj (Abu Yusuf, 1979:186-187) dengan

menulis:
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“Maka berilah gaji untuk para hakim dan pegawai pajak dari baitul mal yang
berasal dari pos hasil pertanian dan pajak pertanian serta jizyah karena hal itu
bagian dari kerja untuk kaum muslimin. Juga setiap orang yang bekerja untuk
kaum muslimin, maka berilah gajinya dari baitul mal dan jangan berikan gaji
mereka dari pos zakata, kecuali pegawai zakat, karena gajinya memang dari pos
tersebut. Adapun penambahan dan pengurangan gaji hakim dan pegawai, maka
sesuai kebijakan anda. Dan lakukanlah segala hal yang baik dt mata Allah
untuk urusan rakyat, jangan sesekali mengakhirkannya, aku berharap Allah

memberimu pahala yang paling besar dan balasan yang paling utama,”

Pelayanan publik dalam Islam yang harus ditangung oleh negara bukan hanya
mencakup sektor gaji pegawai, namun untuk keseluruhan masyarakat berhak
mendapatkannya seperti pendidikan, kesehatan, keadilan, air minum, penerangan dan
lain sebagainya dan alokasi anggarannya berasal dari penerimaan negara baik zakat
jika ada salah satu golongan 8 di sana, atau pun penerimaan lainnya. Negara
berkewajiban menggaji semua pegawai yang telah melakukan tugas pelayanan publik

dengan gaji yang layak sesuai kelasnya. (Ad-Damu’i, 1979:269)
4.1.2.2 Pertahanan Militer (& thoyatul junud)

Dalam Catatan Bek (1970:153) dijelaskan bahwa fasilitas pertahanan militer yang
hanya terdiri dari kaum muslimin secara keseluruhan pada masa Rasulullah SAW
tidak disediakan, yang diberikan untuk sektor ini hanya berasal dari bagian 4/5
rampasan perang yang ientara dapatkan dan dari pajak perianian khaibar. Fasilitas
militer yang lebih banyak dimulai pada masa Khalifah Abu 3akar, ia membagi rata

kepada seluruh kaum muslimin. Pada masa Umar pembagian tersebut dibedakan dan
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tidak disama ratakan. Pembedaan terscbut disesuaikan dengan kontribusi dan

pengorbanan masing-masing golongan sahabat untuk negara.

Abu Yusuf (1979:43) mencatat bahwa Umar bin khatab membagikan
kekayaan dari baitul mal untuk sektor militer dengan membedakan antara golongan
sahabat yang dahulu memerangi Rasulullah sebelum mereka masuk Islam dengan
sahabat yang dari awal bersama Rasulullah memerangi orang-orang kafir. dengan
rincian; 12000 dirham untuk masing-masing istri-istri Nabi dan pamannya Abbas,
5000 dirham untuk masing-masing prajurit perang badar dan kedua cucu nabi Hasan
dan Husain, 4000 dirham untuk orang-orang yang masuk Islam sebelum perang
badar, namun belum sempat mengikuti perang, termasuk yang mendapat bagian
tersebut adalah Usamah bin Zaid, 3000 dirham untuk sebagian anak-anak kaum
muhajirin dan anshar termasuk Abduliah bin Umar, 2000 dirham untuk anak-anak
kaum muhajirin dan anshar selain di atas, 800 dirham untuk penduduk Makkah, 400
dan 300 dirham untuk semua golongan penduduk, 600, 400, 300, 200 untuk istri-istrt

kaum muhajirin dan anshar.
4.1.2.3 Pecmennhan Kebutuhan Dasar Masyarakat (minimum level of living)

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan karakteristik ekonomi Islam ia
merupakan fondasi kebijakan ekonomi sebuah ncgara. Berbeda dengan ekonomi
kapitalis yang mementingkan kekayaan sektor swasta, ketika sistem ini mulai nampak
keburukannya,  didirikanlah lembaga-lembaga asuransi, charify (amal) untuk
menyantuni kaum fakir miskin. Hal tersebut dilakukan untuk meringankan kezaliman
yang telah diakibatkan oleh sistem itu. Karena jaminan sosial, asuransi dan lainnya
bukanlah fondasi dari sistem ekonomi kapitalis, namun hanya kebijakan temporal
untuk meringankan kezaliman yang telah dilakukannya. Begitupun dengan ckonomi
sosialis yang muncul sebagai lawan dari sistem kapitalis, yang memiliki sistem
penyamarataan semua golongan masyarakat secara berlebihan sehingga

menghilangkan kepemilikan pribadi. Jikapun ada jaminan sosial vang diberikan, ia
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hanya merupakan implementasi penyamarataan tersebut, tanpa peduli apakah jaminan

itu dapat memenuht kebutuhan dasar atau tidak. (Ahmad, tt:195-196)

Al-Fanjari (1982:34) menekankan bahwa jaminan sosial yang merupakan
komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minimal setiap penduduk, apapun
agama dan etnisnya, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan yang layak bagi dirinya
ialah prioritas dalam ekonomi Islam. Dalam dalam ajaran Islam ia merupakan
komitmen keislaman seseorang, orang yang mendustakannya dan tidak ingin
melaksanakannya dianggap telah mendustakan agama, seperti ditegaskan dalam surat

al-ma’un:

b e SN gy sl g sl WD

Artinya: “1. tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. ltulah orang yang

menghardik anak yatim, 3. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.”

Umar bin Khatab juga pernah berkata: “aku sungguh sangat menginginkan
untuk tidak membiarkan satu kebutuhan {masyarakat) kecuali aku menutupinya.”
Abu Dzar al-Ghiffari menyatakan: “aku heran dengan orang yang tidak memiliki
makanan di rumahnya.” Imam Syafi’] juga pernah mengatakan: “sesungguhnya
orang-orang fakir memiliki hak atas harta, sehingga boleh jadi harta itu menjadi milik

antara orang yang memilikinya dan si fakir.”

Basri (2008:57) menegaskan bahwa persoalan tunjangan kehidupan minimal
merupakan isyu yang relatif baru dalam sistem ekonomi kapitalis. Program tersebut
baru disadari pada awal abad 20 dan itu lebih disebabkan karena ada tekanan dari
kelompok sosialis dan konsep perckonomian sostalis marxis. Tekanan ini makin
memuncak rmanakala morcka berhasil mendirikan ncgara sosialis di Rusia scbagai

hasil dari revolusi Boshevik pada tahun 1917.
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Abu Yusuf (1979:149) sebagai salah seorang ckonom Muslim telah

menjelaskan hal tersebut dalam Al-Kharaj. ia menulis:

O ot o 15281 13} Ganalill s Budlly 5 Jeall dab el e Cuiagall sl b die cllu L L,
A0S d M aglla Jia (B JS Gl 2 Y T Gaall B pei 5 L pgale (5 a0 da Ve 5 Sl
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“Dan adapun yang engkau tanyakan wahai amirul mukminin mengenai para
pelacur dan kriminil serta pencuri jika mereka melakukan sebuah kejahatan lalu
dipenjara, apakah mereka semua diberi makanan di dalam penjara?. Orang-
orang yang seperti itu dan orang-orang yang yang tidak memilik: harta serta
tidak mampu untuk bekerja, maka harus diberikan (jaminan kebutuhan
minimal) baik berasal dari harta zakat ataupun baitul mal. Namun aku lebih

menyukai mengambilnya dari baitul mal untuk memberi mercka makanan.”

Dari permnyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang tidak
mampu bekerja, baik karena memiliki cacat fisik atau lanjut usia serta orang-orang
yang di dalam pcnjara sckalipun berhak mendapatkan jaminan kebutuhan minimal
dari negara. Karena [stam mewajibkan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.

Hal ini senada dengan hadits Rasulullah SAW:

S tadoly ) GIANA & WS e aghadie coald 3 ek s o Uil 2850 5l
(_1_}&4!} ) ‘f Yoo
Barang siapa yang hidup aman dalam rumahnya, schat badannya, memiliki makanan

yang cukup untuk hari itu, maka ia bagaikan diberikan seluruh kenikmatan dunia.
(HR Bukhari dalam al-adabul mufrid no 300)

Ahmad (205) mencatat bahwa jikapun negara tidak memiliki anggaran untuk
memenuhi kebutuhan minimal rakyatnya, maka negara bolch mencari jalan lzin

dengan mengambil harta lebih yang dimiliki orang-orang kaya, karena hal it
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merupakan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Sesuai yang disabdakan oleh
Rasulullah SAW:

(WTA;ngel.ueﬁyioi_U)d_ﬂjYQaUl;q.u,:liaUgAMddSm

“Barang stapa yang memiliki kelebihan bekal, maka hendaklah ia memberikannya

kepada orang yang tidak memiliki.” (HR Muslim}

Mengenai anggaran negara yang digunakan untuk keperluan ini, Al-Fanjari
(1982:34) mencatat bahwa zakat adalah institusi jaminan sosial dalam lsla_m_,
karenanya [slam tidak hanya menyeru umatnya melaksanakan jaminan sosial, namun
scjak 14 abad yang lalu sudah mendirikan istitusi zakat untuk menangani masalah
tersebut.. Karena peran utama zakat adalah menjamin kehidupan yang layak untuk
setiap rakyat (haddul kifayah). Tidak hanya peran itu yang dimainkan, zakat juga
dapat diproyeksikan untuk memberikan modal bagi siapa saja yang ingin melakukan
aktifitas bisnis, disamping zakat juga dapat meringankan beban keluarga, seperti yang
pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab ketika memberikan tunjangan setiap bayi
yang baru lahir uang sebesar 100 dirham, dan saat tumbuh menjadi besar, tunjangan

tersebut ditambahkan.
4.1.2.4 Proyek Infrastruktur

Sumber penerimaan yang paling dominan pada masa khalifah Harun Ar-rasyid adalah
sektor pertanian, hal inilah salah satu yang melatarbelakangi ditulisnya aofl-kharaj
sebagai pedoman keuangan negara. Oleh sebab itu, dalam hal pengcluaran, Abu
Yusul menyarankan agar harta yang dikeluarkan dari baitul mal, selain pengeluaran
tetap (fixed expenditure) dan bermanfaat bagi rakyat, juga harus memiliki nilai
tambah berupa penerimaan pajak yang lebih banyak. Hal itu ditulis oleh Abu Yusuf
(1979:109-110) bahwa negara bertanggung jawab membiayai proyek infrastruktur
seperti perawatan sungai, dan penggaliannya agar irigasinya lancar sehingga hasil

pertantan pun menjadi lebih melimpah. [a menulis:
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“Dan manakala penduduk sawad membutuhkan perbaikan siungai besar Efrat
dan Tigris, maka engkau harus lakukan itu dan biayanya bisa diambil dari
baitulmal dan tidak dibebankan selurvh biayanya kepada ahlul kharaj
(penduduk yang membayar kharaj).”

Abu Yusuf juga menulis: (109-110)

Aazal Apole 1 et padB 3 O ped 19838 agal 3 s e o8 et 13 £ AN Jlae el i 5
o2a 2 jac Lo elal) (5 sal g ta g iiat 5 L3 GllS ol ¥ ga AT () agily B a2 8588 el
Ay Fig sy uall Aol e Doy D als ) Ay S ¢ gal A 3 3 5 palill G g T
Oa 48lel g 403y (i3 g 4 5 pmally B aall b i Jls i Il i Gl 8 4 358 AL
Y g Aniia el 4 Y o Wy A3 may 5 pmmy 4l es AL Gl ol 8 a8 gl g ol Vs al
eVl i e gl 2 5a0 L3530 5y Ladha B B o e | paaial Bl 5 s 4y L pdy
Ol hpas o e a3 Tgsmms OF o8 Al o o 25l Jaas ¥y Jladl gy g 45080 Cdea
skl g o il g s )l 8 1 oAl JaY dsbics i Lo JS 5 e Vg dany gy agdle ady G a i 1500
DS (B pelsn Laa J3) 7 g b o byt o ) e 4 OS5 1 1 4l saal agd Gl 30

A hsday A 2 )l S g agTihay adg a2 e 0 olly 4

“Aku berpendapat agar sebaiknya anda menginstruksikan para petugas kharaj
untuk merespons jika para penduduk datang lalu menginformasikan bahwa
mereka memiliki sungai tua dan tanah-tanah luas yang menganggur. Karena
jika mercka mengelola sungai itu dengan (dcngan baik) dan menggalinya lalu
dialiri irigasi, tanah tersebut akan menjadi subur/produktif, (jika demikian}
maka kharaj pun bertambah. Dalam hal ini hendaknya engkau menugaskan
seseorang yang dikcenal integritasnya, baik dalam agama dan amanatnya, setelah
itu engkau kirim ia untuk urusan tersebut, sehingga dapat melihat di lapangan
kemudian mendiskusikannya dengan para ahli pribumi yang dikena! baik
agama dan amanatnya selain juga penduduk sctempat yang memiliki

pengalaman dan keahlian serta tidak membawa bertujuan untuk kepentingan
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pribadi. Manakala mereka semuanya sepakat bahwa ada manfaat bersama yang
diperoleh serta meningkatnya jumlah kharaj, engkau harus segera
mengeksekusi penggalian sungai-sungai tersebut, dan dibiayai oleh baitul mal,
sementara penduduk tidak dibebankan baiaya apa pun, pada dasamya lebih baik
mereka mengelola tanah itu dari pada menghancurkannya dan lebih baik
menetap dari pada pergi dengan membawa harta lalu menjadi lemah. (yang
terpenting ialah) setiap ada kemaslahatan untuk para pembayar kharaj
khususnya untuk tanah dan sungai mereka, lalu mereka meminta pemerintah
untuk memperbaikinya, maka segeralah respons permintaan itu manakala tidak
membahayakan dan merugikan penduduk lain, jika demikian, maka jangan

engkau respons.”

Dari pernyataan Abu Yusuf di atas, Basri (2008:52) menyimpulkan beberapa
pelajaran. Pertama, sifat-sifat terpuji yang harus melekat pada diri aparat pemerintah
yang ditugaskan dala bidang perpajakan, sifat-sifat itu antara lain, reputast pribadi
yang baik, komitmen keagamaan yang kuat dan sifat amanah. Kedua, sifat-sifat
terpuji yang dimiliki oleh para petugas pajak, tidak serta merta membuatnya dapat
segera melakukan tugas di lapangan dengan sukses. Karakter yang baik hanya
merupakan necesarry condition, ia juga diminta berdiskusi dengan para ahli dari
manapun untuk memperoleh hasil yang obyektif tentang kondisi lapangan, agar
perannya dapat optimal dalam rangka meningkatnya pajak. Ketiga, ncgara
menggunakan anggaran belanja baiml mal untuk mendanai  proyek-proyck
infrastruktur yang sisi manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakal, disamping
memiliki nilai tambah berupa peningkatan pendapalan negara, karena proyek
infrastruktur semacam itu memiliki nilai investasi yang akan menambah penghasilan
nasional dan pendapatan negara. Keempat, pemerintah harus jeli melihat peluang dan

potensi sumber daya yang dapat menambah pemasukan bagi negara.
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4.1.2.5 Mustahik Zakat

Ekonomi Islam memiliki sistem alokasi terbatas untuk anggaran tertentu, hal itu
dikenal sejak diutusnya Rasulullah SAW untuk mengalokasikannya pada golongan
tertentu dari masyarakat dan ini merupakan kaedah umum dalam sistem keuangan
Islam. Sementara ekonomi konvensional diyakini tidak memiliki aturan mengenai
alokasi anggaran untuk pembelanjaan tertentu. bahkan sistem ekonomi konvensional
tidak membolehkan pengalokasian khusus anggaran untuk pengeluaran tertentu
terhadap aktifitas apapun. Namun sistem tersebut yang mengatur bahwa pendapatan
apapun bisa dialokasikan untuk berbagai macam pembelanjaan tanpa batas dan
alokasi khusus. (Al-Awadh, 1985:195)

Asy-Syayiji (2005:282) dalam catatannya menjelaskan bahwa pendapatan
khusus dalam Islam yang dialokasikan secara khusus untuk golongan tertentu sesuai
yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits ialah harta yang diperoleh dari zakat
selain seperlima ghonimah. Islam tidak membiarkan alokasi sumber pendapatan yang
begitu besar ini, diserahkan kepada siapapun baik ulama ataupun pemerintahan,
bahkan Rasulullah SAW sekalipun. Namun yang mengatur alokasinya secara
langsung adalah Allah SWT. la membatasi alokasinya untuk golongan tertentu yang
discbutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, dan tidak mengikut sertakan yang lainnya

selain yang Allah sebutkan tersebul. Allzh berfirman:

-

S PP A L & S D - P A TR - A
03.3)’-_&]1} L’__.)Le_fjl 5 E,,_;’.jls aal5adt3 e 04_’].9;.”} é,«_S‘_...,Jij ) aal) b iiall LA_,l &

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir. orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakal, Para mu'allaf yang dibujuk hatinva, untuk

fmemerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, wntuk jalan Allah dan wuntuk
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mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah:60)

Abu Yusuf (1979:78-79) sebagaimana ulama yang lain tanpa ada perselisthan
mancatat bahwa golongan yang mendapat alokasi khusus dari harta zakat berjumlah
delapan golongan, mereka adalah, orang-crang fakir, miskin, ‘amilin (yang
mengurusi zakat), mu'allaf (yang baru masuk Islam), ar-rigob (memerdekakan
budak), orang-orang yang berhutang, kebutuhan untuk jalan Allah, dan orang yang

sedang dalam perjalanan (ibnu sabil).

Poin-poin itulah yang Abu Yusuf sebutkan scbagai dimensi pembelanjaan
negara. Tentunya masih ada dimensi lain yang dibiayai pemerintah dalam ckonomi
Islam, hanya saja Abu Yusuf tidak merinci semuanya dalam al-kharaj, karena
beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Perlu juga dalam hal ini menyebutkan
aturan Islam mengenai kebijakan tentang belanja negara yang terdiri dari beberapa
kaidah: {Ahmad, 190)

Pertama: apabila harta zakat telah terkumpul, maka harus segera didistribusikan
kepada 8 golongan mustahik, dan jika belum terkumpul, maka harta yang ada di
baitul mal tidak bolch didistribusikan kepada 8 golongan terscbut.

Kedua: apabila harta yang tersedia di baitul mal tidak mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan dasar fakir miskin dan jihad di jalan Allah, maka negara berhak untuk

menarik pajak dari orang-orang kaya. Hal ini telah dijelaskan dalam hadits:
(@Lﬂ\o\_,))sls_ﬁldylhdldlujﬁj
“Sesungguhnya harta memiliki hak sclain zakat.” (HR Tirmidzi)

Ketiga: pengeluaran negara yang digunakan untuk menggaji para pegawainya, lalu
belum mencukupi, maka negara bolch meminjam kepada orang-orang kaya dan harus
membayarnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Abdullah bin
Umar divtus oleh Rasuluiltah SAW uniuk membagikan unta kepada sekelompok

orang, schingga untanya habis, lalu ia menayakannya kepada Rasulullah SAW,
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kemudian beliau memerintahkannya untuk membeli unta dengan menghutang,
schagai gantinya ialah unta sedekah jika sudah tersedia. Setelah unta sedekah
tersedia, lalu Rasulullah menggantinya.

Keempat: belanja negara digunakan untuk irigasi pertanian dan air minum,
membangun jalan, sekolah, masjid dan rumah sakit serta sejenisnya yang berifat
dharuriyyat menggunakan harta yang termpul dari selain zakat.

Kelima: belanja ncgara digunakan untuk proyek investasi scperti pertambangan
minyak, pengadaan listrik, air minum, industri senjata dan alat berat menggunakan
sumber pendapatan selain zakat, kecuali industri senjata yang digunakan untuk
berjihad, maka boleh menggunakan harta zakat.

Kecnam: kebijakan belanja necgara dilaksanakan sesegera mungkin tanpa menunda-

nunda dan mempersulit.

Disamping ity pembelanjaan dalam pemerintahan Islam juga harus memiliki
tujuan, di antaranya, pertama, mencari ridha Allah dan mendapatkan pahala. Kedua,
saling menolong antar sesama dengan merealisasikan jaminan sosial. Ketiga,
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyejahierakan diri, kelvarga,
masyarakat demi kemajuan ekonomi. Keempat, meringankan beban pengeluaran
zakat dengan merealisasikan bentuk perintah lainnya seperti infak dan sedekah.
Kelima, pelaskanaan kewajiban negara terhadap masyarakat dan orang yang
membutuhkan. (An-Najjar, 2004:344-348)
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Jenis Bentuk Macam-macam Pendapatan Pos
Pendapatan | Pendapatan penyimpanan
Pendapatan | Zakat Zakat Peternakan, Zakat pertanian, | Zakat
Tetap zakat perdagangan
Kharaj Pajak pertanian kharaj dan
Jizyah
Jizyah Pajak kepala bagi non Muslim yang | kharaj dan
masuk lindungan negara Islam Jizyah
Bagian Bidang Perairan dan sungai, asset kharaj dan
Kepemilikan } milik negara, di antaranya: tanzah Jjizyah
Umum pertanian (Qatha i), tanah mati
(Mawatul ardh)
Usyur (Bea | Pajak bea cukai yang berlaku atas | Aharaj dan
Cukai) pedagang non muslim, dan muslim { jizyah
diwajibkan membayar manakala
belum membayar zakat perdagangan
Pendapatan | Ghonimah | Rampasan perang, kekayaan laut, | ghonimah, jika
Tidak Tetap barang tambang dan rikaz yang | 20 mitsqol atau

nilainya tidak sampai 200 ditham

perak atau 20 mitsqal emas

200 dirham

termasuk zakat

Jenis Pembelanjaan

Bentuk Pembelanjaan

Pembelanjaan Khusus

kebutvhan minimal masyarakat.

Mustahik Zakat dan pembelanjaan darn harta

khumus dan Ghonimah (militer) serta pemenuhan

Pembelanjaan Umum

Operasional

rutin  pemerintah meliputi

gaji

pegawai negeri, pembangunan infrastruktur

Sumber: Abu Yusuf (1979)
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4.2 APBN dan Prinsip Perpajakan Indonesia

Karim (2002:124) mencatat bahwa dalam ekonomi konvensional, pemerintah
memiliki banyak cara untuk menghimpun dana guna membiayai jalannya
pemerintahan, antara lain membuka usaha bisnis dengan mendirikan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), memungut pajak, seperti pajak penjualan, pendapatan dan .
pajak bumi dan bangunan, dan cara yang ketiga adalah meminjam uang masyarakat

atau sumber-sumber lain.

Basri dan Munandar (2009:263) mencatat bahwa semua negara di dunia telah
dan kian tergantung pada pajak scbagai sumber pendapatan utama. Semakin maju
suatu negara, kian besar pula pajaknya, karena negara maju kian membatasi diri dari
peran sebagal pemain langsung dalam perekonomian (melaivi BUMN, BUMD, dan
sebagainya). Namun rasto pajak Indonesia sebagai negara berkembang relatif sangat
rendah, karena masih begitu sedikit penduduk Indonesia yang membayarakan pajak

penghasilannya secara rutin dan jujur.

Pemerintah Republik Indonesia setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(RAPBN). APBN dan RAPBN Republik Indonesia disusun berdasarkan tahun
anggaran yang dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun
berikuinya, yang menggambarkan tentang Penerimaan Negara dan Pengeluaran
Negara selama satu tahun anggaran. la merupakan kewajiban pemerintah berdasarkan
pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan bahwa: “Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara scbagal wujud dari pengelolaan kcuangan negara ditetapkan setiap
tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung

jawab untuk scbesar-besar kemakmuran rakyat.”

APBN dan RABPN Republik Indonesia menganut sistem anggaran berimbang
adalah antara jumlah penerimaan dan pengeluaran sama bésarrnya, serta

dimungkinkan terjadinya peningkatan setiap tahunnya. (Rahayu, 2010:54)
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Dari sisi Penerimaan negara menurut APBN dan RAPBN Negara Indonesia

dapat dirinci sebagai berikut: (Rahayu, 2010:54)

Pertama: penerimaan dalam negeri: (1) penerimaan migas yang terdiri dari minyak
bumi dan gas alam. (2) penerimaan non migas yang terdiri dari: pajak penghasilan,
pajak pertambahan nilai, beamasuk, cikai, pajak ekspor, pajak bumi dan bangunan,
pajak lainnya, penerimaan bukan pajak, laba bersih minyak.

Kedua: Penerimaan pembangunan, yang terdiri dari dua unsur: bantuan program dan

bantuan proyek.

Scmentara pengeluaran negara menurut APBN dan RAPBN adalah sebagai
berikut: pertama, pengeluaran rutin yang terdiri dari (1) belanja pegawai yang
mencakup gaji pensiun, tunjangan beras, vang makan lavk pauk, belanja pegawai
dalam negeri dan luar negeri, (2) belanja barang yang mencakup barang luar dan
dalam negeri, (3) subsidi daerah otonom yang mencakup belanja pegawai dan non
pegawai, (4) bunga dan cicilan utang dalam dan luar negeri, (5) Subsidi bahan bakar
mtnyak dan pengeluaran rutin lainnya. Kedua, pengelvaran pembangunan yang

meliputi pembiayaan rupiah dan bantuan proyck, (Rahayu, 2010:54)

Beianja negara di Indonesia sangat ditopang dari sumber penerimaan pajak,
hal ini tercermin dari sumber pendanaan belanja negara yang berasal dari pajak rasio
kontribusinya semakin besar. Sebaliknya, penerimaan negara dari sumber non pajak
relatif kecil dan rasio kontribusinya terhadap belanja negara juga semakin mengecil.
Belanja negara pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintahan,
baik di tingkat pusat maupun daerah, pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri,
pcmbiayaan subsidi, Serta pembiyaan proyck-proyek pembangunan. Sampai saat ini,
belanja negara Indonesia masih diklasifikasikan dalam pengeluaran rutin dan

pembangunan. (Hutahacan, 2002:100-101)
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4.2.1 Peran Strategis Kebijakan Fiskal di Indonesia

Dalam Nota Keuangan 2009 (I-4) dijelaskan bahwa kebtjakan fiskal mempunyai tiga
fungsi utama, yaitu alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, distribusi
pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan stabilisasi
ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Seperti disebut
diatas, peran ini menjadi sangat penting saat ini dimana peran dari investasi swasta
dan ekspor sedikit banyak terpengaruh oleh kondisi perekonomian global. Dalam
kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran Pemerintah yang bersifat autonomous,
khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, dapat memberi stimulus
kepada perekonomian untuk tumbuh. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang
memanas akibat terlalv tingginya permintaan agregar, kebijakan fiskal dapat berperan
melalui kebijakan yang kontraktif untuk menyeimbangkan kondisipermintaan dan
penyediaan sumber- sumber perckonomian. Oleh karena itu, kebijakan fiskal
memiliki fungsi strategis di dalam memengaruhi perekonomian dan mencapai sasaran

pembangunan. (APBN 2009: 1-5}

Dampak dari kebijakan fiskal pada perekonomian pada tahun 2009 dapat
dilihat dari dampak APBN tahun 2009 terhadap tiga besaran pokok adalah scbagai
berikut.

Pertama: Dampak terhadap sektor riil (permintaan agregar). Dalam APBN tahun
2009, komponen konsumsi Pemcrintah mencapai Rp517,4 triliun atau sekitar 9,7
persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan komponen pembentukan
modal tetap bruto (PMTB) mencapai Rp168,5 triliun atau sekitar 3,2 persen terhadap
PDB. Oleh karena itu, sejalan dengan peran fiskal dalam memacu perekonomian
nasional, maka total dampak APBN tahun 2009 pada sektor riil diperkirakan
mencapai Rp685,8 triliun (12,8 persen terhadap PDB), atau meningkat 22,6 persen
dari perkiraan realisasi tahun 2008. Dengan stimulus belanja barang dan jasa serta

PMTB. maka perekonomian dapat dipacu lebih tinggi.
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Kedua: Dampak terhadap sektor moneter. Secara total, transaksi keuangan
Pemerintah dalam APBN tahun 2009 diperkirakan berdampak ekspansif, yaitu
sebesar Rp196,3 triliun (3,7 persen terhadap PDB). Tingkat ekspansi rupiah pada
tahun 2009 tersebut menunjukkan penurunan 19,8 persen dari tingkat ekspansi rupiah
dalam perkiraan realisasi tahun 2008,

Ketiga: Dampak Neraca Pembayaran {Cadangan Devisa). Secara keseluruhan,
dampak APBN tahun 2009 terhadap neraca pembayaran diperkirakan dapat
meningkatkan cadangan devisa nasional sebesar Rp110,3 triliun (2,0 persen PDB),
atau mengalami penurunan 27,2 persen dari kinerja yang sama dalam perkiraan

realisas] tahun 2008.

4.2.2 Pokok-pokok Kebijakan Fiskal

Dicatat dalam Nota Keuangan dan APBN 2009 (I-8) bahwa sejalan dengan tcma
pembangunan nasional yaitu “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dan Pengurangan
Kemiskinan®, kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2009
diarahkan kepada upaya mendukung kegiatan ckonomi nasional dalam memacu
pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Di samping hal tersebut di atas, kebijakan alokasi anggaran akan tetap
menjaga stabilitas nasional, kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional
pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Alokasi
anggaran dalam tahun 2009 diletakkan pada: (1) belanja investasi, terutama di bidang
infrastrukiur dasar untuk mendukung kegiatan ckonomi nasional; (2) bantuan sosial,
tcrutama untuk menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di
bidang pendidikan dan keschatan, dan pemberdayaan masyarakat (PNPM); (3}
perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (4)
peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan operasional

pemerintahan; (5) penyediaan subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang
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dan jasa pada tingkat yang terjangkau masyarakat; serta (6) pemenuhan kewajiban

pembayaran bunga utang.

Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal di atas, maka postur APBN
tahun 2009 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut.
Pertama: Pendapatan Negara dan Hibah ditetépkan sebesar Rp985,7 triliun (18,5
persen terhadap PDB), yang terinci dalam penerimaan perpajakan sebesar Rp725,8
triliun (13,6 persen terhadap PDB), penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp258.9
triliun (4,9 persen terhadap PDB), dan hibah sebesar Rp0,9 triliun.
Kedua: Total Belanja Negara ditetapkan sebesar Rpl.037,1 triliun (19,5 persen
terhadap PDB), yang terinci dalam belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp716,4 triliun
(13,4 persen terhadap PDB), dan transfer ke daerah sebesar Rp320,7 triliun (6,0
persen terhadap PDB).
Ketiga: Keseimbangan Primer (primary balance) ditetapkan sebesar Rp50,3 triliun
(0,9 persen terhadap PDB), sedangkan secara keseluruhan APBN tahun 2009
diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp51,3 triliun (1,0 persen terhadap PDB).
Keempal: Pembiayaan Defisit dalam APBN tahun 2009 bersumber dari pembiayaan
dalam negeri sebesar Rp60.8 triliun (1,1 persen terhadap PDB), dan pembiayaan luar

negeri (neto) sebesar negatif Rp9,4 triliun (0,2 persen terhadap PDB).

4.2.3 Kondist APBN 2009

Alckasi anggaran belanja Pemerintah disamping bertujuan untuk menigkatkan
kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan, juga diharapkan bisa berperan
lebih besar untuk meredam kemerosotan ekonomi akibat krisis finansial global. Di
tengah kecenderungan investasi swasta dan konsumst masyarakat yang tertekan, satu-
satunya pendorong pertumbuhan yang paling bisa diandalkan sebenarnya adalah
belanja negara. Yang menjad.i ironis, belanja negara tahun 2009, praktis jalan di

tempat, hanya naik 4,5 triliun dibandingkan dengan rcalisasi APBN 2008.
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Atas dasar kenyataan ini, ternyata peningkatan defisit anggaran yang sangat
besar (dari ! persen menjadi 2,5 persen dari PDB) tidak c'iikarenakan bertambahnya
rencana belanja pemerintah sebagai stimulus perekonomian seperti yang terjadi di
berbagai negara, melainkan lebih disebabkan oleh penurunan target pendapatan
. negara yang sangat tajam yaitu dari Rp 986 triliun di tahu 2008 menjadi hanya sekitar
Rp 858 triliun. (Basri dan Munandar, 2009:576-577)

Pereokonomian dunia masih sangat tergantung kepada negara-negara maju,
ketika mercka mengalami pertumbuhan negatif, negara berkembang ikut terpukul,
kemudian mengajukan pinjaman ke Dana Moneter Internasional (IMF) karena
cadangan devisa yang melorot tajam. Hal itu terjadi karena krisis yang menimpa
Amerika Serikat yang sampai saat ini masih menjadi lokomotif perekonomian dunia.
Sekalipun demikian, sepertinya kapitalisme sulit dimusnahkan. la masih menjadi

pegangan bagi mayoritas perekonomian di dunia.

Kondist tersebut jika dikaitkan dengan pemikiran Abu Yusuf, dalam Al-
Kharaj, maka dapat dikatakan bahwa APBN Indonesia sangat rentan mengalami
defisit anggaran, sementara APBN menurut pemikiran Abu Yusuf dan berdasarkan
impelementasinya dalam pemerintahan Harun Ar-Rasyid, hampir bisa dikatakan
bahwa tidak pernah terjadi defisit anggaran dalam pemerintahanya. Hal ini karena,
penerimaan pajak sangat optimal, sebagaimana tercatat di atas, bahwa setelah Abu
Yusuf merubah tatanan perekonomian dengan merubah sistem pemungutan dari
masahah kepada mugasamah, penerimaan negara dari sektor pertanian scmakin
bertambah, bahkan negara mengalami surplus menurut beberapa catatan sejarawan

Muslim seperti Ath-Thabari.

Disamping itu, tentu masalah lain scperti korupst juga mengakibatkan
kerugian terhadap negara. Sepanjang sejarah manusia, korusi merupakan perilaku
yang selalu ada, Abu Yusuf dalam hal ini mengantisipasinya dengan meniadakan

sistem lama. vaitu gibalah (outsourcing) serta memberlakukan keriteria yang sangat
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ketat bagi calon pegawai pajak, sehingga negara tidak kecolongan dan mengalami

kerugian.

Tema pembangunan nasional perspektif APBN R.I pun berbeda dengan
perspektif Abu Yusuf, jika Indonesia lerbatas hanya pada peningkatan kesejahteraan
rakyat dan pengentasan kemiskinan, maka Abu Yusuf mendahulukan perwujudan
keadilan pemerintah terbadap rakyainya, hal ini yang mendasari pembangunan
ekonomi menurut Abu Yusuf, disamping itu pemberdayaan masyarakat melalui
program pemanfaatan lahan kosong untuk dikelola juga menjadi program riil
pemerintahan, tidak mengandalkan subsidi dan bantuan langsung yang kurang

mendidik masyarakat untuk lebih berdaya.

4.3 Relevansi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik

Indonesia.

4.3.1 Pcnerimaan Negara Perspektif A/-Kharaj dengan Penerimaan Negara

Perspektif Anggaran Pendapatan Republik Indonesia

Asmuni (2010:6-7) mencatat bahwa muatan konseptual A/-Kharaj dan visi
stratcgisnya terhadap kcbijakan sumber pendapatan negara mencerminkan
keunggulan dan pengalaman Abu Yusuf dalam bidang ekonomi, dan tidak lepas dari
jabatannya sebagai hakim agung, interaksinya dengan penguasa dari satu sisi, dan
kepakarannya dalam ilmu figh dari sisi [ain, telah menempatkan kitab 4A/-Kharaf
menjadi “istimewa dan komprehensif'. Keberadaan karya Abu Yusuf ini juga
memperiegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan
mencjemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat
kepada pemerintah untuk menyejahterakan mereka. Dengan kata lain, tema sentral
pemikiran - ckonominya menekankan pada tanggungjawab pcnguasa  untuk
mensejahterakan rakyatnya. la adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang

dikemudian hari “diambil” oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation,
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Penerimaan negara perspektif APBN tidak jauh berbeda dengan penerimaan
negara perspektif A-Kharaj, penerimaan migas digolongkan oleh Abu Yusuf ke
dalam ghonimah yang jika dikelola oleh swasta, maka pajaknya sebesar 1/5
dibayarkan untuk negara. Sebagimana ada relevansi, ada juga beberapa perbedaan

khusunya pada perspektif pajak.
4.3.1.1 Kharaj atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pertama kali diatur dalam Undang-undang Nomor
12 Tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1994. Beberapa istilah yang penting untuk dipahami dalam pembahasan mengenai
Pajak Bumi dan Bangunan ialah sebagai berikut: (1) Bumi adalah permukaan bumi
dan tubuh bumi yang ada di bawahnya (2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang
ditanam atau dikatkan secara tetap pada tanah dan/atau peratran. Termasuk dalam
pengertian bangunan adalah: jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompieks
bangunan seperti hotel dan lainnya, jalan TOL, kolam renang, pagar mewah, tempat
oleh raga. galangan kapal/dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang
minyak, air dan gas, fasilitas lain yang memberikan manfaat. (3) Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jula beli yang
terjadi secara wajar, NJOP dijadikan dasar pengecnaan pajak, yang besarannya

ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Kevangan. (Casavera, 2009:231-232)

Jika dibandingkan dengan Khargj yang ditulis oleh Abu Yusuf, maka ia
sedikil berbeda, kharaj ialah pajak yang dikenakan terhadap lahan pertanian,
sementara PBB ialah pajak yang dikenakan untuk semua jenis tanah, baik yang
digunakan untuk pertantan maupun bangunan dan lainnya. Jika undang-undang
mengenai kharaj perspektif Abu Yusuf dengan sistem muqosamah maupun Umar bin
Khatab dengan sistem muasahah diberlakukan di Indonesia, maka ditinjau dari
karakter Indonesia yang agraris, akan sangat potensial untuk meraup pajak secara
optimal. Sebagai buktinya dapat dilihat pada catatan Al-‘Ani (2008:2) bahwa

walaupun pada masa khalifah Al-Makmun telah diturunkan jumlah pajak yang wajib
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dikeluarkan dari rasio 2 menjadi 2/5, namun tetap saja kharaj menjadi sumber
penerimaan negara terbesar. Pada tahun 210 H saja kharaj yang terkumpul sebanyak
7.000.000 dirham. Sementara pada masa Al-Mu’tashim, kharaj yang terkumpul

mencapai jumlah 30 milyar dirham.

PBB akan lebih serupa dengan kharaj jika perspektif yang digunakan adalah
perspektif Umar bin Khatab dengan sistem pemungutan masahah (menghitung
luasnya tanah), maka kharaj seperti yang ditulis oleh Nabhani (2009:132)
diberlakukan atas tanah itu sendiri bukan atas hasiinya, ia merupakan pungutan yang
diambil oleh negara dari pemilik atau pengclola tanah dengan kadar tertentu yang
telah ditentukan dan dibatast oleh negara, yang umumnya sesuai dengan perkiraan
penghasilan tanah, bukan penghasilan realnya, dan dipungut setahun sekali baik
ditanami ataupun tidak, baik subur maupun kering. Seperti yang ditulis Abu Yusuf

(1979) dalam Nabhani (2009:132)
1ol y Las 5 dlis JanyLas 5de g yale oy n S s

“Umar menetapkan untuk setiap satu jarib (1 jarib=1366 m2) baik yang ditempati
ataupun ditanami, yang termasuk bisa disamakan dengan (kharaj) nya sebesar satu

dirham dan satu gofiz (1 gofiz=26,112 kg gandum).”

Dengan demikian, kharaj dengan sistem masahah memiliki sisi persamaaan
dari segi status tanah yang tidak mengharuskan bahwa tanah itu digunakan scbagai

lahan pertanian.

Perbedaan kharaj dan Pajak Bumi dan Bangunan terletak pada pembayarnya
(tax payer), kharaj pada hukum asalnya adalah pajak yang diberlakukan atas tanah
yang dikelola orang kafir yang kalah dalam peperangan dan mereka memilih tidak
masuk Islam, dalam kondisi seperti itu, maka wajib pajaknya adalah orang kafir,
namun jika pun tanah tersebut dikeloia oleh seorang Muslim, maka tetap diwajibkan
kharaj atas tanah tersebut karena status tanahnya adalah kharajivvahr (Nabhani,

2009:132). Begitupun yang tegaskan oleh lbnu Rajab (w.795, 1979:73) bahwa tanah
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tersebut menjadi milik negara dengan status fai’ atau wakaf bagi kaum Muslimin.
Namun dalam kasus tanah tersecbut didapatkan dengan berdamai dalam arti
penduduknya memilih masuk Islam, maka yang dipungut bukanlah iharaj, akan

tetapi zakat pertanian atau usyur pertanian.

Tarif PBB seperti ditulis oleh Casavera (2009:232) adalah sebesar 0,5 % dari
objek pajak. Sedangkan kharaj dengan sistem masahah adalah sebesar 1 dirham
ditambah 26,112 kg gandum. Dan dengan sistem mugosamah 2/5 jika irigasi alami
dan 1/5,5 jika irigasi membutuhkan biaya. (lihat hal. 21).

4.3.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Casavera (2009:3) Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self
assessment. Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarmya pajak yang harus
dibayar. Sesuai dengan sistem ini, maka setiap wajib pajak wajib membayar pajak
yang terutang sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan perpajakan,
dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal
Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua surat
pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Pencrbitan surat ketctapan pajak hanya
terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam
pengisian surat pemberitahuan atan karena ditemukannya data fiskal yang tidak

dilaporkan oleh wajib pajak.

Prinsip Self Assessment menurut Basri dan Munandar (2009:324) ikut
menyuburkan praktik korupsi pajak di Indonesia. Jika sebuah perusahaan membayar
pajak yang jumlahnya terlalu kecil kalau dibandingkan dengan penampilannya, maka
petugas pajak yang menanganinya bisa dengan mudah cuci tangan. yakni hitungan
pajak itu dibuat sendiri oleh pihak perusahaan. Kalau DJP memutuskan perlu
dilakukan audit susulan, maka biasanya hal ini justru menjadi ladang pemerasan

berikutnya. Perusahaan akan ditakut-takuti dan dipaksa memberi upeti lebih banyak
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agar kasusnya selesai tanpa diperkarakan. Kalau saja perhitungan pajak juga
ditentukan oleh aparat pajak. maka si petugas bertanggung jawab atas hitungan pajak
yang dibayarkan oleh perusahaan itu, sehingga kalau jumlahnya terlalu kecil, si

petugas harus dapat menjelaskannya secara tuntas.

Dalam A/-Kharaf, dijelaskan bahwa sistem yang berlaku sebelumnya adalah
sistemn gibalah yaitu (Basr1, 2007:38) sistem pemungutan kkaraj, di mana seseorang
dari masyarakat mengajukan dirinya kepada pemerintah untuk bertanggung jawab
dalam pemungutan kharaj di wilayahnya. Cara ini seperti dijelaskan oleh Abu Yusuf
(1979:105) hanya akan menimbulkan kezaliman di masyarakat, karena orang vang
mendapat tugas qibalah, sering memungut harta di lvar zakat dan melakukan
pemerasan, bahkan siksan fisik, jika wajib pajak tidak memberikan hartanya.
Kemudian Abu Yusuf mengusulkan agar merubah sistem terscbut dengan sistem
yang lebih baik yaitu agar negara sendiri yang menyelenggarakan penghimpunan
kharaj dari para petani. Dalam hai ini Pemerintah harus memiliki departemen khusus
yang menangani permasalahan publik ini dengan aparat yang terlatih dan berjiwa

profesional.

Sistem yang ditawarkan oleh Abu Yusuf, masih sangat relevan untuk
diterapkan, apalagi sistem self Assessment yang berlaku di negara ini juga
menimbulkan pemerasan yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap wajib pajak
seperti tertulis di atas. Rahayu (2009:101) mencatat bahwa Indonesia sampai tahun
1967 pernah menerapkan sistem Official Assessment yaitu sistem perpajakan yang
inisiatif pemenuhan kewajiban pajaknya berada di pihak [liskus, artinya bahwa

fiskuslah yang aktif mencari wajib pajak.

Pada dasarnya sistem apapun yang dipakai, asalkan petugasnya bertanggung
jawab dan kesadaran masyarakatnya tinggi, maka ia akan berhasil. dalam hal
pemungutan pajak, Abu Yusuf pun seperti telah dijelaskan di atas, tidak sepenuhnya
melarang sistem gibalah atau tagbil. walaupun sistem tersebut jelas-jelas telah

menimbulkan kezaliman, beltau membolchkan diberlakukan kembali sistem gibalah
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Keadaan di atas, mungkin tidak akan terjadi jika pegawai pajak di Negara ini,

memiliki moral scperti yang ditulis oleh Abu Yusul dalam Al-Kharaj (1979:107)

bahwa pegawai pajak harus memiliki kriteria sebagai berikut:
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amanah, menguasai ilmu fiqih, cakap, suka bermusyawarah, menjaga harga diri,
berani membela kebenaran, orientasi akhirat dalam menjalankan kewajiban, jujur,

dan tidak zalim.
4.3.1.4 Usyur atau Bea Cukai

Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa
lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang
tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang-undang,
yaitu barang-barang yang dalam pemakaiannnya antara lain perlu dibatasi atau

diawasi, maka atas barang tersebut telah melekat hak-hak negara. (Rahayu, 2010:49)

Pajak bea cukai dikenal dalam al-kharaj dengan istilah usyur, sebagaimana
telah dijelaskan di atas bahwa usyur pertama kali diberlakukan pada masa khalifah
Umar bin Khatab ketika Abu Musa Al-Asy’ari menulis surat kepada beliau
menceritakan bahwa pedagang kaum muslimin yang mendatangt wilayah kafir Aarbi
dikenakan wusyur (1/10), lalu Umar memerintahkan agar Abu Musa mengambil
jumlah pajak yang sama dari mereka, dan dari ahli dzimmah 5% dan dari kaum
muslimin 2,5% dengan batas minimal jumlah barang dagangan mencapai 200 dirham.

Ini lah yang kemudian dalam ilmu fikih dinamakan al-mi'amalah bil amisal.

Jika dilihat relevansi dan hubungan usyur dengan pajak bea cukai modern saat
ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut: (1) usyur mcrupakan bentuk pajak
atas barang niaga yang dibayarkan kepada negara dengan tujuan perlindungan dan
kemaslahatan umum. (2) wsywr merupakan bentuk pajak benda dengan melihat
pribadi pemiliknya, sebab jumlah yang dikenakan akan berbeda sesuai dengan
agamanya, berbeda dengan pajak bea cukai saat ini yang tidak melihat sisi agama
pemiliknya. dalam hal ini, usyur yang dikenakan atas muslim, bukan hanya menjadi
pajak, namun merupakan kewajiban zakat atas harta niaganya. (3) usyur adalah
bentuk pajak tidak langsung, karena ia dikenakan atas barang pemiagaan yang

pembayarannya dilakukan pada pos perbatasan negara baik pintu masuk maupun
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pintu keluar sebagaimana pajak bea cukai saat ini. (4) usyur ialah pajak nominal,
yang dihitung dari ukuran kadar lertentu, yaitu sebesar 200 dirham sebagai batas
minimal, berbeda dengan pajak bea cukai yang mengambil dari dasar nominal
terhadap sebagian barang dagangan dengan standar barang yang lain. (Rahmawati,
2010:15)

4.3.1.5 Barang Tambang

Hutahean dkk (2002:89) mencatat bahwa pertambangan merupakan jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP), hal ini diberlakukan oleh Undang-undang Nomor 20
Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pencrimaan sumber
daya alam pertambangan umum meliputi penerimaan /andrent dan royalli.
Penerimaan landrent proyeksinya dihitung berdasarkan atas luas areal pertambangan,
sedangkan yang berasal dari penerimaan royalti dihitung berdasarkan atas produk
barang tambang yang dihasilkan, tarif yang berlaku, serta nilai tukar rupiah terhadap

dolar Amerika Serikat.

Formula penerimaan pertambangan umum adalah sebagai berikut: (1)
Landrent= Luas areal pertambangan x tarif. (2) Royalti= (produk barang tambang x

tarif) x nilai tukar.

Jika dilihat relevansi antara pertambangan perspektif APBN Indoncsia dan
perspektif Al-Kharaj, maka dapat dituliskan sebagai bertkut: (1) pertambangan
{ma’din) dalam al-kharaj bukan hanya merupakan hak pemerintah untuk
mendapatkan bagian, namun juga merupakan kewajiban zakat bagi muslim, jika harta
pertambangannya mencapai 20 misqol cmas (85 gram) atau 200 dirham perak. (2)
pertambangan dalam al-kharaj tidak memberlakukan sistem landrent maupun royalti
scbagaimana dalam APBN Indonesia, namun hanya memberlakukan seperlima dari
hasil pertambangan setelah melalui proses pengolahan. (3) pertambangan dalam /-
kharaj, yang hasilnya mencapai batas minimum sebesar 20 misgo/ emas atau setara
dengan 85 gram atau 200 dirham setara dengan 642 gram perak, maka itu menjadi

harta zakat yang pos penerimaannya harus terpisah dari penerimaan lainnya.
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4.3.1.6 Kekayaan Laut

Kekayaan laut yang ditulis oleh Abu Yusuf dalam Al-Kharaj lebih kepada kekayaan
materi yang berupa perhiasan permata, mutiara dan sejenisnya. Namun™ berbeda
dengan kekayaan laut yang dimakud dalam APBN Indonesia, sektor yang dimaksud
ialah perikanan, yang bersumber dari pungutan jasa pelayanan di pelabuhan
perikanan yang pelaksaannya di unit pelaksana teknis (UPT) dan pungutan perikanan

yaitu pungutan atas pengusahaan perikanan dan hasil perikanan.

Dalam pengenaan pungutan hasil perikanan (PHP) berdasarkan jumlah kapal
penangkap ikan yang telah menerima surat penangkapan ikan (SPI) dan pungutan
pengusahaan perikanan (PPP). Dalam penerimaan sumber daya perikanan
proycksinya didasarkan tas tarif pengenaan pungutan hasil perikanan yang berlaku.

(Hutahaean dkk, 2002:90)

Abu Yusuf tidak berbicara sektor perikanan dalam Al-Kharaj, namun
berbicara pada scktor yang lebih besar dari itu, yaitu sektor perhiasan mutiara dan
permata. Namun, dalam catatan lbnu Ja’far (1981:240) bahwa sebagian besar ahli
fikih sebenarnya berpendapat bahwa hasil kekayaan tersebut tidak dikenakan apapun,

karena menurut mercka ia sama statusnya dengan ikan.
4.3.1.7 Aset dan Kekayaan Negara

Aset negara atau juga dikenal dengan barang milik adalah semua barang yang
diperoleh atas beban APBN/APBD atau yang bearsal dari perolehan lainnya yang sah
sebagaimana tertera dalam UU Nomor | Tahun 2004. Kckayaan ncgara dapat
dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kekayaan yang dimiliki pemerintah
{domein privat) dan kekayaan yang dikuasai negara (domein publik) dalam landasan

kontstitusi pada pasal 23 ayat 1 dan pasal 33 ayat 3 UUD 145.

Dengan lahirnya peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
3arang Milik Negara (BMN) yang amanatkan oleh UU No 1/2004, telah terjadi

perubahan paradigma dari “penatausahaan barang milik negara/kekayaan negara”
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menjadi “pengelolaan barang milik negara/daerah atau BMN/D”. Maka untuk
menjalankan business process ;pengelolaan BMN/D secara memadai, PP No 6/206
mengamanatkan terbitnya beberapa produk hukum yang mengatur lebih lanjut aspek
pengelolaan BMN/D, seperti (1) peraturan menteri Kevangan Nomor 96/PMK.06/200
tentang tata cara penggunaan, pemanfaatan penghapusan dan pemindahtanganan
Barang Milik Negara, (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007
tentang penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara, (3) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang penatausahaan Barang Milik Negara,
dan (4) peraturan menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian
Barang Milik Negara. (Abimanyu dan Megantara, 2009:277-278}

Pengelolaan aset negara yang optimal merupakan faktor penting pengendali
APBN yang efektif dan Efisien, melalui penghematan belanja modal dan belanja
pemeliaraan, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui
pemanflaatan aset, dan mendukung pembiayaan APBN melalui jaminan aset
(underlying asset) bagi instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
(Abimanyu dan Megantara, 2009:283)

Pengelolaan aset milik ncgara juga dijelaskan oleh Abu Yusuf dalam Ai-
Kharaj, hanya jenis dan bentuknya yang berbeda, jika dalam A/-Kharaj di antara
bentuk kekayaan ncgara yang harus dikelola dengan baik ialah sungai dan tanah
produktif yang menganggur. Hal ini disebabkan karena sektor ekonomi yang paling
menonjol saat itu adalah sektor pertanian, maka kekayaan negaranya pun berupa
penunjang pertanian yang dapat mengoptimalkan penerimaan negara. Semcntara
kekayaan negara saat ini lebith bervariast, dapat berupa aset tetap atau aset lainnya

seperti aset tak berwujud, asct cks BPPN, aset barang sitaan dan lainnya.
4.3.1.8 Zakat

Tentu zakat bukan termasuk penerimaan negara Republik Indonesia, namun paling
tiduk sampai saat ini perkembangan zakat di Indonesia cukup signifikan, diiringi

dengan banyaknya lembaga zakat yang mengelola harta zakat, infak dan lainnya.
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Penelitian mengenai zakat sudah banyak dilakukan oleh para akademisi, bahwa zakat

merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial, jtka sektor ini mau digali.

Baznas mencatat dalam Antara (2010) bahwa potensi zakat setiap tahunnya
bisa mencapai angka 19 triliun, namun pada tahun 2008 zakat yang terkumpul baru
Rp.900 miliar. Hafidzudin (Antara, 2009) menegaskan bahwa Pada 2006
pengumpulan zakat secara nasional mencapai Rp300 miliar,tahun 2007 meningkat
mencapai Rp700 miliar dan pada 2008 naik menjadi 900 miiar. Grafiknya
menunjukkan kenaikkan, namun tetap saja tidak sebanding dengan potensi zakat vang

mencapai Rp 19 triliun per tahun.

Gambar 4.1 Grafik Pencerimaan ZIS
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Sumber: www.baznas.or.id

Surri (1991:52)) mencatat, pada hakikatnya zakat memiliki dampak ekonomi
yang sangat posilif, paling tidak, ada beberapa poin, di antaranya, pertama, zakat
mendorong tumbuhnya investasi, karena harta yang tidak diinvestasikan akan habis
oleh zakat. untuk menghindari hal tersebut. maka orang akan terdorong untuk
melakukan investasi. Kedua, zakat akan meningkatkan produksi, hal ini disebabkan

karcna mustahik zakat, biasanya menggunakan hartanya untuk dikonsumsi langsung,
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sehingga akan merangsang investasi yang pada akhimya meningkatkan produksi.
Ketiga, zakat berdampak positil terhadap pembangunan ekonomi, karena salah satu
mustahik zakat adalah orang yang berhutang, baitul maal akan menjamin orang yang
memberi piutang, sebagaimana ini juga menjamin orang yang berhutang, maka hal ini
akan mencegah kebangkrutan dari kedua belah pihak yang dapat mengahalangi dari -

aktifitas perekonomian,

Sebagaimana, tanpa diragukan lagi bahwa zakat memiliki dampak positif
terhadap redistribusi kekayaan, karena zakat sendiri dipungut dari harta yang
berkembang, seperti barang niaga, hasil pertanian dan sebagainya, disamping itu,
pelaksanaanya yang periodik yaitu setiap satu tahun sckali, bahkan sebulan sekali
untuk zakat penghasilan, dan yang terakhir adalah bahwa banyaknya golongan yang
menerima bantuan zakat, yaitu sebanyak delapan golongan, seperti yang tercantum
dalam Al-Quran. Dan masih banyak lagi hikmah diwajibkannnya zakat bagi kaum

muslimin.

4.3.2 Relevanst Belanja Negara Menurut A/-Kharaj dengan Belanja Negara
Menurut Anggaran Belanja Republik Indonesia

Kebijakan belanja negara indonesia tidak jauh berbeda dengan kebijakan
belanmja Abu Yusuf dalam Al-Kharaj. Abu Yusuf menggunakan penertmaan negara
untuk menggaji para pegawai negara, militer, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat,
pembangunan infrastruktur, dan bantuan lainnya yang dikhususkan dari harta zakat.
Hanya saja belanja negara perspektif Abu Yusuf dan Islam secara kescluruhan
menurut Al-Awadh (1985:193) memiliki sistem alokasi terbatas untuk anggaran
tertentu seperti zakat yang hanya dipeuntukkan bagi delapan golongan, atau khumus
ghonimah yang alokasikan untuk militer dan penerimaan lainnya yang juga memiliki
alokasi belanja khusus. Sementara ekonomi konvensional tidak memiliki aturan
mengenai alokasi anggaran untuk belanja tertentu. bahkan sistem tersebut tidak

membolehkan pengalokasian anggaran khusus untuk belanja tertentu. Yang berlaku
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adalah bahwa pendapatan apapun bisa dialokasikan untuk berbagai macam

pembelanjaan tanpa batas dan alokasi khusus seperti telah dijelaskan di atas
4.3.2.1 Belanja Pegawai

Hutahaean (2002:101) menyebutkan bahwa di negara-negara berkembang dan yang
sudah maju sekalipun, anggaran untuk pembayaran gaji pegawai mempunyai andil
yang cukup besar pada pengeluaran pemerintah. Oleh karenanya, kebijakan gaji dan
pegawai mempunyai dampak yang signifikan pada anggaran suatu negara. Kebijakan
kepegawaian mempunyai hubungan dengan kebijakan penggajian, baik dalam
tingkatan maupun strukturnya. Dan pengeluaran gaji pegawai ditentukan oleh dua

komponen, yaitu jumlah pegawai dan tingkat gaji.

Jumlah pegawai pemerintah yang ada bejum tentu menunjukkan kebutuhan
yang efisien bagi suatu negara. Di beberapa negara, terutama yang jumlah
penduduknya relatt besar, kebijakan kepegawaian pemerintahan terkadang menjadi
suate bagian dari kebijakan tanaga Kkerja seccara nasional, seperti kebijakan
mengurangi pengangguran. Sehingga penetapan jumlah pegawai sering tidak
mempertimbangkan aspck minimalisasi biaya. Sampai Mei 2010 di Indonesia tercatat
jumiah PNS mencapai 4.732.472 sesuai informasi dari Deputi Kepegawaian BKN.
Belum ]agi.jum!ah pensiunan yang mencapai jutaan orang. Sehingga sangat

berpengaruh pada belanja negara.

Mengenai belanja pegawai dalam Al-Kharaj juga dicatat bahwa pemerintah
harus bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan gaji pegawai yang layak
bagt pegawai yang telah bekerja untuk pelayanan publik yang dialokasikan dari pajak
kharaj. Bahkan bukan hanya gaji pegawai, dalam islam, segala yang menjadi
pelayanan publik, maka semua masyarakat berhak mendapatkannya, hal itu
mencakup pendidikan, kesehatan, air minum, penerangan dan bentuk pelayanan
publik lainnya yang alokasinya dapat diperoleh dari harta zakat jika ada salah satu

dari delapan golongan yang berhak menerima.
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4.3.2.2 Belanja Pertahanan Militer

Departemen Pertahanan (Dephan) mengaiami peningkatan rata-rata 13,2 persen per
tahun, yaitu dari Rp20,8 triliun (0,8 persen dari PDB) dalam tahun 2005 menjadi
sebesar Rp30,2 triliun (0,6 persen dari PDB) dalam tahun 2008. Dengan
perkembangan ini, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, porsi anggaran belanja
Dephan terhadap total alokasi belanja K/L menurun dari sekitar 17,2 persen pada
tahun 2005 menjadi sebesar 11,3 persen pada tahun 2008. Realisasi anggaran belanja
Dephan dalam kurun waktu tersebut, sebagian besar merupakan realisasi anggaran
dari program: (1) pengembanglaﬁ pertahanan matra darat, dengan alokasi anggaran
Rp8.7 triliun pada tahun 2005 menjadi Rpl,2 triliun pada tahun 2008; (2)
pengembangan pertahanan matra laut, dengan alokasi anggaran Rp3,] triliun pada
tahun 2005 menjadi Rp900,4 miliar pada tahun 2008; (3) program pengembangan
pertahanan matra udara, dengan alokasi anggaran Rp2.4 triliun pada tahun 2005
menjadi Rp875,3 miliar pada tahun 2008; serta (4) pengembangan industri
pertahanan, dengan alokasi anggaran Rp19,7 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp4,5
triliun pada tahun 2008. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan pertahanan guna mewujudkan agenda Indonesia yang aman dan damai.
(APBN 2009: 1V-37)

Realisasi anggaran Dephan dalam periode tersebut antara lain digunakan
untuk  membiayai  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan: (1) pembangunan dan
pengembangan kekuatan dan kemampuan sistem, personel, materiil dan fasilitas TNI;
(2) pembentukan kemampuan pertahanan pada skala kekuatan pokok minimum
(minimum essential force) mencapai kesiapan alutsista rata-rata 45 persen dari yang
dimilikinya, dengan pencapaian rata-rata 35 persen pada tahun 2005 dan 40 persen
pada tahun 2008; serta (3) penambahan baru, menghidupkan kembali, atau
repowering terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang secara ekonomi

masih bisa dipertahankan. (APBN 2009: IV-37)
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Abu Yusuf mengalokasikan anggaran pertahanan yang berasal dari ghonimah
(rampasan perang). Gaji prajurit perang dipcroleh dari bagian 4/5 rampasan perang
yang diperoleh dari musuh, berbeda dengan APBN Indonesta yang mengalokasikan
gaji TNI/POLRI termasuk dalam belanja pegawai. Perhatian terhadap kebutuhan
militer, menjadi fokus Abu Yusuf, hal ini terlihat dari catatan beliau tentang sektor
tersebut, bukan hanya membahasnya secara rinci, namun meletakkannya di awal bab,

yaitu bab tentang pembagian harta ghonimah.

4.3.2.3 Pembangunan Infrastruktur

Dalam kaitan dengan belanja negara, masth ada isu yang cukup penting yaitu
investasi pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastrukivr. Sedikiinya ada tiga
persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian. Pertama, bagaiamana proyek-
proyek dari investasi pemerintah tersebut dinilai (gppraised). Kedua, apakah
keseluruhan program dari investasi pemerintah tersebut konsisten atau sesuai dengan
kondist ekonomi makro dan kapasitas kelembagaan yang dimiliki. Ketiga, bagaimana
masalah-masalah yang dihadapi dalam menyiapkan program investasi pemerintah

tersebut dapat diatasi.

Secara teoritis, kegiatan investasi pemerintah scmestinya didasarkan pada
adanya kegagalan pasar (marker failure) dan tujuan-tujuan sosial, walaupun pada
level operasional tertentu ada sejumlah lembaga pemerintah yang juga terlibat dalam
aktifitas investasi yang bertujuan komersial. Sehingga, sebagai dampaknya, belanja
modal (capital expenditure), sering bercampur dengan biaya operasional,

pemeliharaan, biaya utang dan cicilan utang.

Belanja pemerintah yang berupa pembangunan infrastruktur yang bertujuan
untuk investasi telah juga menjadi perhatian Abu Yusuf dalam Al-Kharaj pada abad
ke-2 Hijriah silam. Proyek investasi yang menjadi perhatian saat ilu adalah

membangun kembali pusat irigasi, agar dapat berfungsi dengan baik, sehingga akan
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menghasilkan pertanian yang bagus yang pada akhirnya meningkatkan jumiah pajak

dan zakat, lalu bertambahlah penghasilan nasional.

Tabel 4.7 APBN-P 2008 dan 2009

APBN-P | % thd APBN | %thd
2008 PDB 2009 PDB

A.Pendapatan Negara dan Hibah 895,0 20,0 985,7 18,5
[.Penerimaan Dalam Negeri 892.0 19,9 984,38 18,5
|.Penerimaan Perpajakan 609,2 13,6 725,8 13,6
2.Penerimaa Negara Bukan Pajak 282.8 6,3 256,9 4.8

B.Belanja Negara 989,5 22,1 1.037,1 19,5
[.Belanja Pemerintah Pusat 697,1 15,3 716,4 13,4
A.Belanja Departemen 290,0 6.5 3223 6,0

B.Belanja Non Departemen (Subsidi, 4070 9.1 394,1 7.4
bunga, utang dli}

Il Transfer ke Daerah 2924 6,5 320,7 6,0
C.Defisit Anggaran (A-B) 94.5 2,1 =513 -1,0
D.Pembiayaan (1+11) 94,5 21 | 513 1,0
[.Pembiayaan DalamNegeri 1076 24 60,8 1,1

Obligasi Pemerintah (SUN), neto 117,8 2,6 54,7 1,0

[I.Pembiayaan Luar Negeri (neto) -13,1 -0,3 9.4 -0,2
1.Penarikan Pinjaman LN (bruto) 48,1 1,1 52,2 1,0
2.Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN -61,3 -1,4 -61.6 -1,2

Sumber: Abimanyu danMegantara (2009:143)

Pada tahun 2009 alokasi belanja pemerintah (government expenditure)
khususnya belanja subsidi kepada rumah tangga dan belanja infrastruktur merupakan
bentuk paket stimulus fiskal, yaitus suatu instrumen ekonomi yang potensial untuk
menahan perlambatan ekonomi. Dimasukkannya belanja subsidi dan infrastruktur ke

dalam paket stimulus fiskal tergolong kebijakan baru. (Abimanyu, 2009:146)
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Tabel 4.8 Paket Stimulus Penyesuaian APBN 2009 (dalam triliun rupiah)

Total Stimulus Fiskal 73,3
Pajak 43,0
Subsidi Pajak 13.3
Subsidi Non Pajak 17,0
Belarja Infrastruktur 11,2

Sumber: Abimanyu dan Megantara (2009:146)

Dari pembahasan mengenai pencrimaan dan belanja negara perspektif Abu

Yusuf dan APBN Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa ada beberapa instrumen

kebijakan keuangan publik perspektif APBN Indonesia baik penerimaan maupun

belanja yang tidak ada dalam struktur APBN perspektif Abu Yusuf, begitupun

sebaliknya. Hal ini dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 4.9 Perbaadingan APBN Perspektif Abu Yusuf dan APBN Indonesia

Penerimaan Belanja
Tidak ada dalam | Tidak ada dalam | Tidak ada dalam | Tidak ada dalam
Al-Kharaj APBN Indoensia Al-Kharaj APBN Indonesia
Pajak penghasilan Zakat Bunga dan cicilan Pemenuhan
(PPh) hutang luar negeri kebutuhan dasar
warga
Pajak Jizyah Subsidi Mustahik zakat
Pertambahan
Nilai (PPN)
Migas Rampasan Perang
Pajak ekspor

Sunber: Abu Yusuf (1979) dan Rahayu (2010) dengan pengolahan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa paling tidak ada empat jenis penerimaan

APBN R.] yang tidak ada dalam kebijakan pencrimaan perspektif Abu Yusuf, hal ini
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karena selain penerimaan yang berbentuk pajak, Abu Yusuf menjadikan zakat dengan
segala sektor yang dicakup olehnya sebagai penerimaan negara, sehingga tidak perlu
lagt ditambahkan dengan bentuk pajak yang lain. Sementara dalam APBN R.] zakat
tidak menjadi sumber penerimaan negara. Sementara yang terkait dengan
pembelanjaan, tentu bunga tidak masuk dalam perspektif A/-Kharaj, karena
kandungan riba yang ada padanya. Begitupun dengan subsidi, karena perspektif Abu
Yusuf, bukan sekedar subsidi yang diberikan, tetapi pemenuhan kebutuhan dasar

hidup manusia.

4.4 Deskripsi Latar Belakang Sosial Ekonomi Pada Masa Abu Yusaf dan
Proyeksinya dalam Konteks APBN R.1

4.4.1 Abu Yusuf Dalam Lintasan Sejarah

Ya’qub bin Ibrahim bin Hubaib Al-Anshari yang dikenal dengan Abu Yusuf
dilahitkan di Kufah pada tahun 113 H, disana pulalah beliau tumbuh dan menimba
ilmu. Di usianya yang dini beliau sudah belajar hadits dari para gurunya; Abu Ishak
Assyaibani, Yahya bin Said Al-Anshart, Hisyam bin Urwah, Atha bin Assaib.
Muhammad bin [shak, setelah itu beliau juga menimba ilmu kepada ahli figib dari
Kufah yang bernama Abdurrahman bin Abi Laila, barulah kemudian beliau berguru
kepada Abu Hanifah, dan berinteraksi dengan ilmu dan secara rutin mengikuti majlis
ilmu Abu Hanifah selama 17 tahun. Namun karena masalah ekonomi, sehingga Abu
yusuf terkadang tidak sempat datang untuk belajar, karena harus mencari nafkah,
setelah Abu Hanifah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh muridnya yang
cerdas, maka seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh sang guru agar Abu Yusuf

dapat berkonsentrasi untuk menimba ilmu. (Al-Hunaidil, 1406 H:129-130)

Sikap dan perlakuan Abu Hanifah terhadap muridnya tersebut memunculkan
kckaguman dan penghargaan, betapa tidak, beliau menanggung seluruh beban
keuangan muridnya juga mangajarinya ilmu dan efika. Jika sejarah tidah secara
gamblang menceritakan tentang harta kekayaan dan tanah yang dilingga}kan Abu

Hanifah, maka beliau sudah cukup bangga Karena telah melahirkan murid-murid
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yang telah memenuhi dunia dengan ilmu dan pemahaman sekaliber Abu Yusuf,

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Zufar dan Alhasan bin Ziyad.

Dalam catatan Al-Hunatidil, (1406:131) dijelaskan bahwa belum merasa cukup
menimba ilmu dari Abu Hanifah dengan madrasaturra’yi, berangkatlah beliau ke
Madinah dan menimba ilmu kepada ulama terkenal di sana yaitu lmam Malik. Yang
dikenal dengan madrasah Hadits, sehingga Abu Yusuf mengkombinasikan keduanya.
Pulanglah beliau ke Irak dengan berbekal ilmu ulama madinzh yang dikenal dengan
ahli riwayat dan ilmu ulama kufah yang dikenal dengan ahli dirayat atau ra’y
(pendapat). Kedua ilmu tersebut sangat membantunya dalam periwayatan hadits.
Sehingga salah seorang muridnya Yahya bin Ma’in bersaksi tentangnya: “aku tidak
pernah melihat ahli ra’y/ lebih matang, menguasai dan lebih shahih dalam

periwayatan Hadits yang melebihi Abu Yusuf”.
4.4.1.1 Abu Yusuf Scorang Qodhi (Hakim) dan Mujtahid

Abu Hanifah pernah berkomentar tentang murid-muoridnya. Beliau berkata: Muridku
ada 36 orang, 28 orang di antaranya layak menjadi para gadhi (hakim), 6 orang layak
untuk menjadi ahli fatwa dan 2 orang layak untuk mengarahkan para hakim dan ahli
fatwa. Sambil menunjuk ke arah Abu Yusuf dan Zufar. Dan ketika lmam Abu
Hanifah meminta pendapat Abu Yusuf tentang terpilihnya beliau sebagai gadhi pada
saat yang sama Abu Yusef meminta beliau agar menerima amanah tersebut lalu Abu
Hanifah berkata: Jika aku jadi gadhi maka kaupun layak. Perkataan tersebut menjadi
informasi rujukan khalifah Harun Ar-Rasyid yang mengatakan: Abu Hanifah telah

melihat dengan mata hatinya apa yang tidak bisa dilihat olch mata kepalanya.

Abu Yusuf menjadi gadhi sejak tahun 166 H/782 M pada masa khalifah Al-
Mahdi dan puncaknya pada masa khal‘ifah Harun Ar-Rasyid saat beliau diangkat
menjadt gadhi qudhat (hakimnya para hakim). Jabatan tersebut baru kali pertama
terjadi sepanjang sejarah per-gadhi-an -dan Abu Yusuflah yang berperan sepanjang
sejarah Islam. Jabatan tersebut telah memberikan Abu Yusuf kesempatan untuk

menyebarkan madzhab Imam Abu Hanifah dan menjadikannya madzhab resmi dan

Universitas Indonesia

Keuangan publik..., Ahmad Muti, Psacasarjana Ul, 2010



167

rujukan untuk masalah hukum dan fatwa, sehingga tersebarlah madzhab Abu Hanifah
di Irak dan menjadi rujukan masyarakat dalam bermuamalah. Hal tersebut juga
dikarenakan Abu yusuf memilih murid-muridnya untuk menjadi hakim di Negara-
negara bagian yang selalu mentaati ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Abu

Yusuf._ (Al-Ma’rifah, 2010}

Dalam ensiklopedi Al-Ma’rifah (2010) dijelaskan bahwa Para ahli sejarah
sepakat bahwa Abu Yusuf adalah orang yang paling berperan dalam penyebaran
madzhab Abu Hanifah, beliau juga dikenal sebagai ahli figih pada masanya, beliaulah
yang peritama kalt meletakkan dasar-dasar ilmu usul figih dengan madzhab Abu
Hanifah dan telah banyak mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat
serta aktif menyebarkan paham hanafiyyah di seantero bumi. Meskipun Abu Yusuf
adalah murid Abu Hanifah yang mcnimba itmu hukum lslam darinya, dan pengikut
setianya dalam mayoritas masalah, namun pola pikir Abu Yusuf belum tentu sama
dengan gurunya, Sebagai bukti sebagian ulama menganggap beliau adalah seorang
mujtahid dengan hasil ijtihadnya sendiri tanpa mengikuti ijtihad ulama lain, seperti

Imam yang empat (Imam Abu Hanifah, imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad).
4.4.1.2 Abu Yusuf, Harun Ar-Rasyid dan Koensep Ekonomi Kitab A/-Kharaj

Dalam ensiklopedi al-Ma’rifah (2010) ditulis bahwa Abu Yusuf memiliki hubungan
sangat erat dengan khalifah Harun Ar-Rasyid, dan menempati posisi istimewa di
sisinya. Dalam sejarah bahkan diceritakan bahwa Abu Yusuf berangkat haji
bersamanya, mengimaminya shalat dan mengajarinya. Juga yang paling dikenal
dalam sejarah bahwa beliau menuliskan buku Al-kharaj untuk mengatur sistem
keuangan publik dan perpajakan pada pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Beliau
berkata: “Aku telah menulis apa yang kau minta, dan aku telah menjelaskannya
dengan gamblang, maka pahami dan hayati, baca dan ulangi terus hingga kau

menghafainya karena buku itu adalah hasil ijtihadku untukmu.”

Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam catatan Ibnu Katsir (1999:243) dikisahkan

bahwa ia dikenal memiliki perangai yang sangat baik, hampir lidak ada kebaikan
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satupun yang terlewatkan, di atas cincinnya terukir kalimat laa ilaaha illallah,
bahkan dikisahkan bahwa sctiap hari khalifah Harun Ar-Rasyid melaksanakan sholat
sunnah sebanyak 100 raka’at sampai ia meninggal kecuali jika berhalangan. Ia sering
menunaikan ibadah haji dan berjihad, tahun ini haji, tahun depannya jihad, disamping
itu ia dikenal sangat dermawan, ia mengeluarkan vang sebesar 1000 dirham dari saku
pribadinya untuk sedekah, keci.r'n.aannya tethadap ulama dan fugaha selalu
mendorongnya menunaikan ibadah haji bersama dengan 100 orang ahli fikih dan
ulama dengan membawa serta anak-anaknya. Dari mereka juga sang khalifah sering

meminta nasihat.

Kitab 4-Kharaj dikenal sebagai kitab yang menjadi rujukan penting bukan
hanya dalam urusan keuangan publik, namun sosial secara keseluruhan. Kitab
tersebut ditulis atas permintaan Khalifah harun Ar-Rasyid agar Abu Yusuf menulis
untuknya sebuah buku tentang pedoman keuangan Negara yang sesuai dengan syariat
Islam. Kitab A/-Kharaj menjelaskan tentang pendapatan Negara (mawariduddaulah)
dengan beragam sumbernya dalam syariat bukan hanya al-tharaj sebagaimana
judulnya, serta bagaimana pendistribusiannya, juga menjelaskan tentang cara
pengumpulan kekayaan Negara dan kewajiban yang harus dilakukan institusi Baitul

Maal. (Al-Hunaidil, 1406:136)

Dalam Al-Kharaj, Abu Yusuf menyarankan khalifah apar mengadakan
pertemuan rutin dengan rakyatnya satu atau dua bulan sckali. Pertemuan tersebut
dalam rangka mengetahui kezaliman-kezaliman yang terjadi baik antara pemerintah
terhadap rakyatnya atau sebaliknya atau rakyat dengan rakyat. Sehingga tidak ada
kezaliman yang tersisa. Sebagaimana beliau juga menyarankan agar memenuhi
tuntutan para petani dan ahlul kharaj tentunya yang mengandung maslahat seperti
masalah irigasi, juga mewajibkan institusi baitul maal untuk membiayai proyek-
proyek tersebut, yang kesemuanya dapat disimpulkan bahwa Abu Yusuf telah
meletakkan dasar kcuangan Negara dan perpajakan [slam yang komprehensif dan

sesuai dengan hukum Islam. (lihat, Abu Yusuf, 1979)
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la adalah salah seorang ahli ekonomi yang tersohor pada generasi pertama.
Ketenarannya dipengaruhi oleh satu sisi adalah murid Imam Abu Hanifah, di sist lain
adalah karyanya yang monumental yaitu kitab Al-Kharaj. buku tersebut menjadi
salah satu referensi tentang pendapatan public dalam Negara Islam sclain itu juga

mencakup gagasan-gagasan ekonomi baik makro maupun mikro.

Abu Yusuf dikenal juga sebagai bapak ekonomi yang belum pernah ada satu
ulama pun yang mensejajarinya, di antara gagasannya adalah merubah nilai riil vang
dan apa yang harus dilakukan pada saat itu terhadap transaksi kredit perdagangan,
dan masalah ihtikar (menimbun barang) yang mencakup beberapa macam barang
dagangan. Beliau juga diyakini telah mencetak blue print tentang kebijakan ekonomi
suatu Negara, sebagaimana beliau juga berbicara tentang pengecluaran investasi
seperti penggalian kanal, pembangunan jalan, jembatan dan bendungan sungai.
Beliau juga telah melakukakan kajian tematik tentang proyek-proyek dalam skala
nasional dan telah meletakkan dasar-dasar pendapatan publik, serta menjelaskan

peluang-peluang investasi dalam bidang pertanian dan pemasaran. (Al-Ani, 2010)

Pada tanggal 5 Rabiul Awwal 182 H bertepatan dengan 21 april 798 M Abu
Yusuf meninggal dunia dan dishalatkan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. dan
diperintahkan agar dikubur di pemakaman keturunan Quraisy. Di detik-detik
kematiannya beliau sempat berkata: “Ya Allah, sesungguhnya diriku tidak pernah
berbuat dzalim dalam mengadili antara dua orang dari hamba-hamba-Mu dengan
sengaja, sungguh aku telah berijtihad dalam suvatu hukum sesuai tuntunan Quran dan

Sunnah.” (Al-Ma’rifah, 2010)
4.4.2 Refleksi Latar Belakang Ekonomi, Sosial, Politik Kitab A{-Kharaj
4.4.2.1 Latar Belakang Sosial Politik

Majid (2003) mencatat bahwa jika dilihat dari masa kehidupan Abu Yusuf,
menunjukkan bahwa ia hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan dalam

Islam yaitu pada akhir kekuasaan bani Umayyah dan kekuasaan bani Abbasiyyah.
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Sejarah mencatat bahwa dinasti Abbasiyyah berhasil didirikan setelah munculnya
berbagai pemberontakan yang dilakukan ‘oleh keturunan Al-Abbas dan para
penentang lainnya terhadap kekuasaan bami Umayyah di  Damaskus.
Ketidakberdayaan mengahadapi pemberontakan massal yang berkepanjangan tersebut
telah menyebabkan tumbangnya bani Umayyah pada tahun 750 M /132 H dengan
dikalahkannya kﬁalifah Marwan il.

Menurut Majid (2003) tidak lama setelah perpindahan kekuasaan kepada bani
Abbasiyyah Abu Yusuf pindah dari Kufah ke Baghdad pada tahun 166 H / 782 M.
yang disambut hangat oleh al-Mahdi dengan mengangkatnya sebagai hakim di
Baghdad Timur. Jabatan hakim tersebut terus dipegangnya sampai masa
pemerintahan al-Hadi (165 H-170 H). menurut William Muir dalam Majid (2003)
masa al-Mahdi adalah masa peralihan dari pemerintahan Abbasiyyah yang telah
terkesan keras kearah pemerintahan yang lembut dan makmur. Hal ini dapat
dibuktikan dari sikapnya yang memulai pemerintahan dengan membebaskan semua
tahanan yang berada dipenjara, hanya mereka yang dianggap berbahaya tidak
dibebaskan. Pada masa inipun terlihat usahanya yang sangat positif kearah

pembebasan daerah yang selama ini terkekang oleh pemerintahan sebelumnya.

Setelah al-Mahdi, yang menjabat sebagai Khalifah berikutnya adalah al-Hadi,
tidak lama kemudian dilanjutkan oleh adiknya yaitu Harun Ar-Rasyid. Pada masa
Harun Ar-Rasyid inilah Abu Yusuf mencapai puncak karirmya dalam jabatan
kenegaraan, karena beliau diangkat menjadi Quadhi Qudhat, yaitu ketua majlis para
hakim. Pada masa ini pula yang dalam analisis sejarah ditetapkkan sebagai puncak

kejayaan Islam atau sering disebut zaman keemasan Islam (The Golden Age of Islam)

Majid (2003) menjelaskan bahwa Harun Al-Rasyid merupakan khalifah
paling besar dan cemerlang dalam kurun pemerintahan bani Abbasiyyah. Catatan
-sejarah menginformasikan bahwa beliau telah memerintah selama 23 tahun, dan telah
membangun sebuah kemajuan dan kejavaan vang luar hiasa di bidang politik,

ckonomi, perdagangan dan ilmu pengetahuan scrta peradaban Islam, sehingga banyak
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ditemukan kisah yang menceritakan tentang keagungannya. Di bawah pemerintahan
Harun Al-Rasyid ini pulalah Baghdad menjadi kota metropolitan dan kota utama bagi
dunia Istam yang dijadikan sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan, pemikiran

dan peradaban Istam, serta pusat perdagangan ekonomi dan politik.
4.4.2.2 Konteks Sosial Ekonomi dan Proycksinya Dalam Konteks APBN R.1

Prestasi luar biasa yang juga dicapai pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyyah
adalah kemajuan dalam bidang sosial ekonomi. Hal ini terlihat dari stabilnya kondisi
perekonomian Negara dan masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya menjadikan kota
Baghdad sebagai lalulintas perdagangan antarnegara. Hal ini erat kaitannya dengan
terkumpulnya beberapa bekas wilayah kekuasaan besar seperti Byzantium dan
kekaisaran Sasaniah ke dalam satu wilayah Abbasiyah di bawah kekuasaan tunggal
Khalifah. Akibatnya memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian Negara yang pada gilirannya menjadikan kota Baghdad
sebagai pusat perekonomian yang sangat besar dan mampu menyediakan segala

bentuk kebutuhan penduduk terhadap barang maupun jasa,

Selain itu scgala bentuk aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Hal
ini didukung oleh scgala bentuk aktivitas masyarakat yang aktif dalam menyediakan
segala bentuk sumber-sumber ekonomi seperti sektor pertanian, industri,
perdagangan, jasa transportasi, kerajinan dan pertambangan. Beberapa wilayah yang
berada di bawah Abbasivah memiliki tanah dan lahan yang sangat subur, seperti {rag
dan Mesir yang kondisi geografisnya mempunyai banyak oase dan irigasi. Sementara
pada dataran Afrika juga terkenal sebagai wilayah pengahasi! gandum dan minyak.
Sedangkan Armenia, Afrika Utara, Spanyol, Sudan, Asia Tengah dan Afrika Tengah
terkenal dengan penghasilan tambang seperti emas, perak dan lainnya. Begitu pula
pada wilayah lain seperti Iran, Syria dan Mesir yang penduduknya terkenal sangat

kreatif dengan kerajinan tangannya. (Majid; 2003).

Majid (2003} mencatat adanya pelabuhan besar seperti teluk Persia dan laut

merah yang membuka jalan menuju lautan India dan pelabuhan Syria dan Mesir yang
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dikenal dengan Alexandria, serta pelabuhan Sisilia dan Gibraltar yang mejadi
lalulintas menuju Eropa telah membuka aktivitas perdagangan antar Timur dan Barat
sehingga aktivitas perdagangan ekspor dan impor pun berlangsung dengan sangat

lancar.

Aktivitas perdagangan yang terjadi pada masa Harun Ar-Rasyid tidak hanya
terbatas pada wilayah kekhilafahan saja, karena aktivitas ini juga mencakup wilayah
kawasan di luar kekuasaan Islam, dan sampai ke Cina. Sementara Negara Cina, ketika
itu sedang terjadi masa revolusi komersial. Jika dilihat dari hubungan perdagangan
dan ckonomi antara kedua Negara ini sangat baik dan saling menguntungkan kedua
belah pihak. Begitu pula dengan Negara lain seperti; Afrika Utara, Turki, Asia
Tengah, serta [talia. Hal ini menjadikan semua permintaan (demand) terhadap
berbagai macam komoditas menjadi semakin meningkat dan secara bersamaan
member dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Abbasiyah yang dapat
dilihat dari adanya kesetaraan ekonomi. Dengan kata lain tidak member kesan

perbedaan yang begitu mencolok antara kelas atas dan kelas bawah. (Majid, 2003)

Pada aspek lain kondisi perekonomian pemerintah yang stabil juga berdampak
positif terhadap beberapa pertanian regional, yang semula memberi kesan merosot
dan cendcrung menjadi bagian yang sangat dilematis. Pada masa ini dikelola dengan
sangat intensif, sehingga dapat menghasilkan pertanian yang baik dan beragam.
Maurice Lombard, dalam Didin saifuddin memuat beberapa rincian yang dihasilkan

pada masa itu sebagaimana digambarkan dalam tabel-tabel. (Majid, 2003)
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Perkebunan Daerah Produksi

Kurma Jerid, Teluk Persia, Tunis Selatan
Kacang-kacangan Tabessa

Buah ara Malaga

Kismis Malaga

Tebu Spanyol Timur

Kapas Transaksonia, Iran, Irak Utara
Anggur Mesir, Arabia Utara

Bahan pengawet Damaskus

Jagung Mediterania

Gabah Syiria

Pohon olive Mediterania, Syiria, Mesopotamia
Gula Mesir

Jeruk Syiria

Kentang Palestina, Mesir

Apel Syiria

Kunyit Y aman

Sumber: Majid (2003)

Jika dilihat kondisi perekonomian pada masa Abu Yusuf, dengan sektor

pertanian yang menjadi tumpuan perekonomian karepa lahan yang subur, maka

sebenarnya, secara geografis, Indonesia scbagai negara agraris memiliki potensi yang

sama, jika pemerintah memiliki i’itikad baik dalam mengurus sektor pertanian.

Suburnya lahan pertanian pada masa Abu Yusuf, dan keinginan yang sangat

baik dari pemcrintah untuk mengembangkan sektor tersebut, menjadi kunci

keberhasilan pembangunan ekonomi pada masa itu, tatanan perekonomian yang

dibangun Abu Yusui’ membuat geliat sektor ini semakin bertambah. sehingga hasil

pertanian sangat melimpah yang pada gilirannya membuat para petani berfikir untuk
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menjual hasilnya ke luar negeri, lalu bergeraklah sektor perdagangan, dengan
undang-undang perpajakan yang adil dan tidak menzalimi para pedagang, sektor ini
pun tumbuh pesat, sebagai contoh tidak ada dowble tax bagi seorang pedagang

muslim jika ia tclah membayar zakat perdagangan sebesar 2,5 persen.

Namun demikian, AlI-Kharaj sebagai sebuah karya intelektual klasik, memiliki
beberapa sisi pemikiran yang mungkin tidak sesuai untuk penerapan saat ini,
contohnya sumber pendapatan yang berasal dart rampasan perang dan jizyah, karena
keduanya tidak mungkin direalisasikan saat ini. Akan tetapi, ifitihad Abu Yusuf yang
menyatakan bahwa ghanimah tidak hanya mencakup rampasan perang, namun
kekayaan laut, barang tambang dan harta temuan juga merupakan ghanimah, karena

semuanya memiliki kadar pajak yang sama yaitu 20 persen untuk negara.

Latar belakang sosial ekonomi pada masa Abu Yusuf, semestinya menjadi
bahan renungan bagi bangsa ini, dengan lahan pertanian yang sangat lnas dan subur,
bukan tidak mungkin bangsa ini akan maju dan terus meningkat kehidupannya, jika
mengambil langkah-langkah seperti yang telah dilakukan oleh Abu Yusuf beberapa

ribu tahun silam.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, serta merujuk kepada pertanyaan dan

tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan

beberapa hal:

1.

Kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam Al-Kharaj meliputi
penerimaan dan pengeluaran negara. Adapun penerimaan negara perspektif
Abu Yusuf adalah: kharaj, zakat, usyur, jizyah, ghonimah (rampasan perang
termasuk di dalamnya kekayaan laut dan pertambangan), perairan, aset milik
negara yang menjadi sumber penerimaan seperti gotko i dan tanah mati yang
tidak dikelola. Selain itu tujuan dibuatnya pedoman pengelolaan keuangan
negara adalah untuk menciptakan keadilan di masyarakat dan optimalisasi
penerimaan negara, dalam rangka mewujudkannya, Abu Yusuf melakukan
reformasi di dalam bidang perpajakan, di antaranya dengan merestrukturisasi
sistem perpajakan pertanian dari sistem masahah kepada sistem mugosamah,
dengan sistem yang baru ini, negara mendapatkan penerimaan yang sangat
signilikan, disamping dapat mengoptimalkan sekior pertanian. Kemudian ia
juga membuat kriteria pegawai pajak dengan sangat ketat, hal ini bertujuan
agar tidak terjadi ketidakadilan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat.
Di samping itu Abu Yusul ber-ijtihad bahwa barang tambang yang tidak
sampai nishab zakat juga dikenakan pajak sebesar 20% serta rikaz (barang
temuan), dan keduanya tergolong ke dalam harta ghonimah. Dalam
kebijakannya, Abu Yusuf juga meniadakan pajak ganda dalam scktor
perdagangan, dimana ta tidak mewajibkan wsywr (bea cukai) bagt pedagang
Muslim yang telah membayar zakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia

mencakup, pertama: penerimaan dalam negeri: (1) penerimaan migas yang
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terdiri dari minyak bumi dan gas alam. (2) penerimaan non migas yang terdiri
dari: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, beamasuk, cukai, pajak
ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya, penerimaan bukan pajak,
laba bersih minyak. Kedua: Penerimaan pembangunan, yang terdiri dari dua
unsur: bantuan program dan bantuan proyek. Sementara pengeluaran terdiri
dari pengeluaran rutin yang terdiri dari (1) belanja pegawai (2) belanja barang
(3) subsidi daerah otonom (4) bunga dan cicilan utang (5) Subsidi bahan bakar
minyak dan pengeluaran rutin lainnya. Kedua, pengeluaran pembangunan
yang meliputi pembiayaan rupiah dan bantuan proyek. Disamping itu APBN
R.I juga memiliki peran strategis yang memberi dampak terhadap sektor riil,
moneter dan cadangan devisa serla mengatur pokok-pokok kebijakan fiskal.

. Diperlukan kebijakan pengelolaan keuangan publik yang pro rakyat demi
mewujudkan kemaslahatan di masyarakat dan negara. Melihat bahwa,
beberapa instrumen kebtjakan pengelolaan keuangan publik perspektif A4/-
Kharaj Abu Yusuf masih relevan dan sangat tepat untuk APBN Republik
Indonesia. Khususnya mengenai instrumen zakat dan reformasi kepegawaian.
Zakat menjadi penerimaan negara yang paling efektif sepanjang sejarah
ekonomi [slam. Salah satu bentuk zakat ialah zakat perianian, di Indoncsia ini
bisa menggantikan kkaraj pada zaman Abu Yusuf, karena Indonesia tergolong
tanah wusyuriyyah, dimana yang dipungut adalah zakat pertanian, mengingat
Indonesia adalah negara agraris, maka zakat dalam bentuk ini dapat menjadi
pencrimaan yang sangat efektif. Dengan diberlakukannya zakat, maka
semestinya tidak ada lagi bentuk pajak lain yang memberatkan, kecuali jika
negara membutuhkan. Sebagaimana reformasi kepegawaian dengan saringan
super ketat yang dilakukan oleh Abu Yusuf juga masih sangat relevan untuk
diberlakukan di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisir
praktek korupsi dan pencurian uang negara oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab.

. Al-Kharaj adalah sebuah pedoman pengelolaan keuangan publik pada masa

pemerintahan Harun Ar-Rasyid yang dikenal sebagai khalifah paling besar
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dan cemerlang dalam kurun pemerintahan Daulah Abbasiyyah, ia memerintah
sclama kurang lebih 23 tahun dan dalam rentang waktu itu ia telah
membangun sebuah kemajuan yang luar biasa di bidang politik, ekonomi,
perdagangan dan ilmu pengetahuan, pada zamannya pula Baghdad menjadi
pusat perdagangan dunia, ilmu pengetahuan serta peradaban Islam. Selain itu
sektor pertanian juga menjadi unggulan, karena beberapa wilayah memiliki
tanah yang sangat subur seperti Irak dan Mesir, dengan kondisi perekonomian
yang stabil sehingga berdampak positif terhadap pertanian regional yang
dikelola dengan sangat intensif. Dengan potensi kekayaan negara yang sangat
besar, maka perlu kebijakan pengelolaan yang baik dan adil, lalu dimintalah
Abu Yusuf untuk menyusun sebuah pedoman tentang keuangan publik yang
adil, sebagaimana permintaan Harun Ar-Rasyid secara langsung kepada Abu
Yusuf. Oleh karenya Abu Yusuf sangat berperan sebagai pembuat kebijakan

pengelolaan keuangan negara yang adil yang tertuang dalam Al-Kharaj.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran kepada pemegang

kebijakan dan akadecmisi:

1. Bagi pemegang kebijakan:

a. Indonesia paiut mencontoh Abu Yusuf dalam mengoptimalkan lahan
pertanian yang subur sebagai negara agraris dengan hasil pertanian
yang melimpah. mengingat pertanian merupakan sumber pendapatan
yang sangatl potensial, sehingga dapat menjadi kontribusi terbesar
dalam penerimaan negara

b. Reformasi kepegawaian perlu dilakukan di negeri ini, karena
dengannya akan terwujud clean governance, sehingga negara lebib
optimal dalam mengelola kekayaannya serta tidak melulu dikorupsj
oleh pegawai-pegawai tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab.

Karena merebaknya korupsi berawal dari sistem  penyaringan
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kepegawaian yang lemah dan pembatasan kriteria hanya kepada
prestasi akademik dan keahlian, bukan berdasarkan kriteria yang Abu
Yusuf gambarkan secara detail.

Pemerintah perlu mendukung zakat sebagai institusi utama keuangan
publik, sehingga negara secara optimal dapat memenuhi kebutuhan
dasar rakyatnya (minimum living of life), karena dengan segala
bentuknya, zakat sangat potensial menjadi sumber penerimaan APBN
Republik Indonesia, sesuai dengan beberapa survei yang telah

dilakukan olch beberapa lembaga amil zakat.

2. Bagi akademisi:

a.

Penelitian selanjutnya tentang zakat sebagai institusi utama keuangan
publik, perlu dilakukan dengan lebih mendalam. Karena potensinya
yang sangat besar. Agar penelitian tersebut dapat dijadikan rujukan
impelentasi  negara-negara  muslim  untuk  mengoptimalkan
pendapatannya.

Perlu dilakukan penelitian tentang pengelolaan perpajakan dalam
Islam, serta mereformulasikannya sebagai pendapatan negara yang
sesuai syariah, adil dan tidak menzalimi. Dengan demikian penelitian
tentang perpajakan dalam Islam harus menjadi perhatian khusus para

akademisi.
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